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ABSTRAK

Tesis ini berjudul ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), UHTUK. MERJADI PERSEROAHN
TERBATAS (PT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI. Penelitisn
ini berusahs mengunghsp segi hukum atsu perundang-undangsn
di bidang ekonomi, khususnys vsng berkenaan dengsn peng-
stursn likeidesi. Untok depst mengungksp persoslsn-persoca-
lan yang dikemukskan diperluksn berbsgsai dsata Eerfa infor-
masi  veng diperoleh melalui kegiatsn wawsncars dsn  stadi
perpustakasn.

Perkembangan dunis usshs dewsss ini menuntut sdanva
inovasi dan strstegl pengembsngsn bisnis yvsng cukup  kres-
tif. WUpsyas likwuidssi CV untuk menjsdi PT merupsksn sslah

satu str

53]

Legl pengembangsn usshs yang sering ksli diguns-
kan oleh pelsko bisnis uﬁtuk mengewbangkan usahs dslsm
skala vang lebih luss. Tuntutan kreatifitas ini seriné
kall kurang direspon oleh persturan yasng memsdsi. Hinggs
g8t ini, kerangks hukum CV tidsk pernsh mengslsmi peruba-
han semenbtars 1tu, tuntutsan sktivitss CV sudsh berhkembang
demiklisn Jaunhk. Akibatnys dslswm prshkitek tidak ssis menim-
bulksn kelemshsn yuridis tetspi jugs kelemahan ekornomis.
Hasil penelitian menunjukksn bshws, hetentusn ok
CV  vang ads selams ini hanys cukup memernuhi kebutuhan

untuk melegsalisssi pendirian CV stsu bubsarnyas CV. Sedarng-
O

o

kan  kebubuhen  antuk mengstur pengembsngsn sktivi 1

[k

2.




yang lebih jauh dinilsi kurang cukup memenuhi kebutuhsn
para pelaku bisnis. Oleh sebsb itu kalangan prsktisi hukum
(notaris) berpendspat bsahws peraturan CV selsma ini dira-
sakan kurang lengksp serts hkursang mempunyai kepastian
hakuam,

Pari berbagsi pendspat vang dapat dihimpu£ berke-
nasn dengan kondisi-kondisi ysng dapat menyebabkan terja-
dinya likwnidasi CV, untuk menjadi PT terdapat dus kondisi

vang menisdi penyvebab, vaitu kondisi intern dsn kondisi

L

zkstern. Kondisi  intern bersumber dari motivasi pars
rengurus CV  untuk melskuksn inovssi sedangkan "kondisi
ekstern merupakan sustu kesdasn ysng berads di lusar kendsa-
1li CV.,

Kendstipun pelakssnssn likuidssi OV menjadi PT
Lidak terdapat petunjuk adanys peraturan tertentu vang
dapst dijedikan sebagsi pedoman, nsmun para praktisi
memsndang prosedur liknidasi itu lebih didasarksn pada
pertimbangan prakiis dan efisiensi oleh karens itu pelak-
sanasan liknidasi dspst dilakukan tanpa melslui proses
pembubsrsn CV, tetspi tetap melslus proses pemberesan.
Sedanghan psra éhli hukum berpendspat bshws likuidasi CV

untuk menjadi PT Termesuk dslam pengertian likuidsesi dalam

arti materiil.

vi




ABSTRACT

This thesis is entitled "Analysis of
Ligquidating Limited Partnership (CV) to be a
Corporation (FT) (a Business Law Perspetctive)., This
study aims at discovering business law or business
legislation dealing with liquidating regulation. To
answeatr the guestion, various data and information on
it obtained though interview and library study are
reguired.

The recent development of business reqguires
inovation and creative strategy of it. Liguidating
Limited Partnership (CV) to Corporation (FT) is one
of business development strategies frequently applied
by business peoplée to develop their businesses &t a
larger scale. The demand for this creativity is
scarcely responded by convernient regulation. Up to
know, the frame of law concernining Limited
Fartnership (CV) has never got any changes. The
enforcement of the law, then, leads to economic and
yuridical weakness as well,

The result of this study shows that the
existhing rule of law concerning Limited Fartnership
{(CV) is only to legislate its establishment and the
dissolution. Meanwhile the 1aw regilating its
activities could not meet business peoplé's neéeds.
The law practitioner (notary public) assumes that the
regulation concerning Limited Farthnership (CV) is not

sufficient and has less legal certainty.




Based on thought for liguidating Limited
Fartnership (CV) tc be Corporation (PT), there are
two liguidation - causing conditions: internal and
eﬁternal ones. The internal condition originates from
Limited Partnerszhip manager’s motivation to innovate.
External condition is the outside condition that
could not be controlled by the Limited Frstnership.

Although there is no legal regulation to which
the liquidation of Limited Partnership (EV) tn  be
Corporation (FT) is referred, law practitioners think
that the procedure of liguidation is rather based on
concern in practice amd efficiency. To ligquidate a
Limited PFPartnership (CV) to be Corporation (PT), the
process of its dissolution is not  required but  the
process of its settlement is. legal scholars supposes
that the liqgquidation of Limited Partrnership (CV) to
bhe Corporation (PT) refers to material sense of

liquidation itself.
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BAB I
PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Didalam lalu lintas bisnis, keberadaan suatu
Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) telah
dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat pengusaha,
sebagal salah satu bentuk badan usahs. Disamping
bentuk CV dikenal pula badan usaha dengan bentuk 1lain
yaitu Perserosan Terbatﬁs (PT), Firma, Koperasi dan
lain-lainnysa.

Berbagai bentuk badan usaha tersebut dalam
kerangka hukum positif kits termaéuk dalam lingkup hukun
perusahaan yang merupékan'bagian daripada Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut EUHD), kecuali
koperasi dan Perseroan Terbatas. Sebagai sumber utama
hukum perusahaan, keberadaan KUHD tidak dapat dilepaskan
dari sumber hukum lain vaitu Kitab ‘Undang-undang Hukum
Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Sehingga
selain KUHD, KUHPerdats juga menjadi sumber hukum

Dasar pengaturan CV dalam KUHD tidak diatur
secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma
dan persekutuan perdata (Maatschap), namun beberapa
kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat
diberlakukan terhadap‘pasal‘—pasgl mengenal persekutuan

firma maupun persekutuan perdats. Jika Firma diatur

L 3ime camypom s .
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dalam pasal 16 sampai dengan ‘- pasal 35 KUHD, maka
ketentuan CV terselip diantara pasal-pasal tersebut
vakni pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD.

Pengertian CV dapat dijumpai dalam pasal 19 EKUHD

vang menyatakan bsahwa:

perseroan secara melepas uang yang Juga dinsamakan
perseroan komanditer, didirikan antara satu orang
atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu,
dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada

pihak lain

Rumusan psasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat
perhatian khusus dari kalangan ahli hukum . berkenaan
dengan penggunaan istilah "Geldschieters" untuk sekutu
komanditer yaitu sekutu vang hanya memasukkan modal baik
berupa uang atau barang tapi tidak ikut dalam pengurusan
perusahaan. Penggunaan istilah "Geldschieters” terhadap
pengertian "Commanditaire” memberikan suatu pengertian
bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang
vang meminjamkan uang (gelduittenerj, oleh sebab itu ia
akan menjadil seorang penagih (schuldeiser). |
Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah

menjadi seorang penagih atas‘ uang vang telah
dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta
dalam suatu perusahsan yang memiliki hek dan kewajiban -
untuk memperoleh keuntungan dan pembagién gisa dari
harta kekayaaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi
Disamping itu juga memikul risiko apabila perusahaan
mengalami kerugian sesual dengan Jjumlah modal yang

dimasukkan. Sebaliknya ia Jjuga tidak diperbolehkan




menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan
masih berjalan/ berlangsung.

Beberapa penulis mengatakan bahwa KUHD +telah
"salah" menggunakan perkataan "Geldschieter" untuk
menunjuk sekutu komanditer 1). Dengan digunakannya
istilah gelschieter untuk sekutu komanditer telah
menimbulkan kesalahfahaman. yang cukup prinsipiil, oleh
karena perbuatan hukum dari kedusa istilah tersebﬁt
mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Didalam konstruksi CV dikensal dus macam ' tanggung
jawab yaitu tanggung jawab yang terbatas (limited
liabilities) yang dikenakan kepada éekutu komanditer
(sekutu vang tidak ikut mengurus) dan tanggung Jjawab
tidak terbatas (unlimited liabilities) vyang dikenakan
kepada sekutu komplementer (sekutu pengurus).

Berkaitan dengan adanya dua macam tanggung Jawab
tersebut tidak salah jiks dianggap bahwa CV merupakan
peralihan ke%rah bentuk PT 2), sebab tanggung jawab
sekutu komanditer yang terbatas menyerupai tanggung
Jawab yang ada dalam konstruksi PT. Kadang gjuga CV
dikatakan mempunyai bentuk vyang mirip dengan firma

sehingga dianggdap merupakan bentuk khusus daripads

1} Soekardono, HUKUM DAGANG INDONESIA, Jilid I Bagian
kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 18991, h.l@Z.

22 M. Natzir said, HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA (Fer-
orangan}. Alumni, Bandung, h.220.




Dalam praktik seringkali orang mendirikan suatu
perusahaan tidak mempersoalkan apakah bentuk badan usaha
vang akan dudurukannya itu dalam hﬁkum dikelompokkan
kedudukannyal- sebagai badan hukum atau bukan badan
hukum. Terutama bagi kalangan pengusaha skala kecil ataun

menengah, mereka 1lebih mempertimbangkan dari -segi

prospek usaha, keuntungan yang mungkin diraih, Jjenis -

usaha, modal yang dibutuhkan atau mitra usahs vang dapat
diajak kerjasama. Padahal pemilihan bentuk badan usahs
yang tepat secara tidak langsung dapat berpengaruh pada
kelangsungan usaha.

Selain itu juga tersedianya perangkat persturan
vang memadai di dalam mengatur aktivitas berusaha, jugsa
merupakan salah satu penentu bagi pelaku dunia usaha
untuk menggunakan suatu institusi sébagai wadgh didalamn
melgksanakan aktivitas usaha. Sebab ketidakjelasan akan
suatu peraturan akan membingungkan para pelaku usaha
di dalam praktik, belum 1lagi perscalan intern vang
senantiasa terjadi dalam setiap perusahaan.

Salah satu kegagalan banyak perusahaan terutama
vang berskala kecil/menengah seringksali disebabkan oleh
adanya perpecahan internal perusahaan. Konflik internsal
ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap
satu masalah tertentu dan masing-masing pribadi terbaws
oleh kondisi psikologis atau perasaan vyang mendoninasi
difinya pada saat itu; Akibatnyé akan berpengéruh pada

hubungan kerja yang ada dan dengan sendirinyva stabilitas




Dalam praktik seringkali orang mendirikan = suatu
perusahaan tidak mempersoalkan apakah bentuk badan usaha
vang akan dudurukannya itu dalam hukunm dikelompokkan
kedudukannya sebagai badan hukum atsu bukan badan
hukum. Terutama bagi kalangan pengusaha skala kecil atau
menengah, mereka lebih mempertimbangkan dari - segi
prospek usaha, keuntungan yang mungkin diraih, Jjenis
usaha, modal yang dibutuhkan atau mitra usaha yang dapat
diajak kerjasama. Padahal pemilihan bentuk badan usaha
vang tepat secara tidak langsung dapat berpengsruh pada
kelangsungan ussaha. |

Selain itu Jjuga tersedianya perangkat peraturan
vang memadai di dalam mengstur aktivitas berusaha, Jjugsa
merupakan salah satﬁ penentu bagi pelaku dunia usaha
untuk menggunakan suatu institusi sebagsi wadah didalam
melaksanakan aktivitas usaha. Sebab ketidakjelasan akan
suatu peraturan akan membingungkan para pelgku usaha
di dalam praktik, belum 1lagi persoalan intern vang
senantiasa terjadi dalam setiap perusahaan.

Salah satu kegagalan banyak perusahaan terutama
vang berskala kecil/menengah seringkali disebabkan oleh
adanya perpecahan intérnai.pérusahaan. Konflik internal
ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap
satu masalah tertentu dan masing-masing pribadi terbawa
oleh kondisi psikologis atau perassan yang mendoninasi
dirinya pada saat itu. Akibatnya akan berpengaruh pada

hubungan kerja yang ada dan dengan sendirinya stabilitas




Secara umum, dari banyak bentuk badan usahs vang
memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung

mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahsaan
dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.
Dikemukakan oleh Blau dan Meyer, bshwa efisiensi suatu
organisasi akan terganggu bila keputusén - keputusan

administratif dipengaruhi oleh penilaian - peniiaian vang

emosional dan bersifat pribadi &) .Dan ini merupakan

satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik

demikian seperti CV, sebagaimana .diungkapkan oleh Vernon

A.Musselman bahwa,

Walaupun perusahaan persekutuan mempunyai beberapa
kebaikan dibandingkan perusshaan milik perorangan,

namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-
kelemahan:

1. Kewajiban mitra yang tidak terbatas;

2. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar
mitra;

3. Kelangsungan hidup p;ausahaan tidak terjamin;
4. Investasi yvang beku . :

Dari sudut pandang ini, keberadaan CV sebagai
suatu institusi bisnis dapat diprediksi kelangsungannya
dalam Jjangka panjang. Bahwa ‘suatu kemungkinan bisa
terjadi apabila masing-masing pengurus tersebut mampu
menguasai kondisi subyektifnya atau perbedaan pendapat
diantara mereka, maka kelangsungan dan kemajuan usaha

tentunya akan diraihnya. Sebaliknya bila masing-masing

&) Peter Blau dan Marshall W.Meyver, BIRCKRASI DALAN
MASYARAKAT MODERN, Edisi Kedua, UI-Press, Jakarta,
18587, h.12.

7) Vernon A.Musselman, John H.Jackson, EKONOMI PERUSA-
HAAN Konsep - konsep dan Praktek - praktek ' — Sezaman.
Jilid I, Edisi kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus
W.Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, h.75.




Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha vyang
memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung

mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan
dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.

Dikemukakan oleh Blau dan Meyer, bahwa efisiensi suatu

organisasl akan terganggu bila keputusan - keputusan
administratif dipengaruhi oleh penilaian - penilaian yang
6)

emosional dan bersifat pribadi .Dan ini merupakan

satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik

demikian seperti CV, sebagaimana diungkapkan oleh Vernon

A.Husselman bahwa,

Walaupun perusshaan persekutuan mempunyai beberapa
kebaikan dibandingkan perusahaan milik perorangan,

namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-
kelemahan:

1. Kewajiban mitra yang tidak terbatas;

2. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar
mitra;

3. Kelangsungan hidup p;gusahaan tidak terjamin;

4. Investasi yang beku .

Dari sudut pandang ini, keberadaan Cﬁ sebagai
suatu institusi bisnis dapat diprediksi kelangsungannya
dalam Jjangka panjang. Bahwa suatu kemungkinan bisa
terjadi apabila masing-masing pengurus tersébut mampu
menguasai kondisi subyektifnya atau perbedaan pendapat
diantara mereka, maka kelangsungan dan kemajuan usaha

tentunya akan diraihnya. Sebaliknya bila masing-masing

E) Peter Blau dan Marshall W.Meyer, BIROKRASI DALAM
MASYARAKAT MODERN, Edisi Kedua, UI-Press, Jakarta,
1987, h.12.

7} Vernon A.Musselman, John H.Jackson, EKONCHT PERUSA-
HAAN Konsep - konsep dan Praktek - praktek Sezaman,
Jilid I, Edisi kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus
¥.Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, h.75.




Dalam perjalanan suatu usaha, kadang kala
perusghaan juga mengalami situasi vang sulit sebagaimana
vang dikemukakan di atas, yané memaksa perusahaan harus
dilikuidasi, meskipun nantinya bisa saja aidirikan badan
baru dari para pendiri, akan tetapi bilamana perusahaan
dapat berkembang dengan baik, bagi seorang pengusaha
vang profesional tentunya akan memikirkan rencana
pengembangan usaha.

Dengan begitu perusahaan perlu menyediakan dana
atau modal yang cukup. Namun jika perusahaan itu masih
berbentuk sebuah CV, tambahan modal itu akan .diperoleh
dari kedua sekutu saja. Hal ini berarti tambahan modal
akan diperoleh dari alokssi sumber dans vang sangat
terbatas. Keterbatasan didalam me&%himpun modal dapat
dapat membatasi institusi CV dalam nengembangkan usaha.

Oleh sebab itu, beberapa kalangan memandang perlu
dilakukan upaya 1likuidasi dengan. melakukan perubahan
bentuk kepemilikan terutama bagi badsan usaha yang masih
berbentuk persekutuan, sebsb secara yuridis maupun dari
segi pertimbangan ekonomis, upaya ini dipandang. sebagai
suatu solusi yang cukup realistis. Dengan perubahan
bentuk dari CV mend;di PT adalah dimaksudkan agar lebih
terjamin kesinambungannya, memperkuat struktur modal,
memperluas jangkauan bisnis agar lebih mampu bersaing
dalam skala yang lebih begar.

Dibanyak negara, semakin besar kegiatan usaha

suatu perusahaan bentuk kepemilikan harus berubah agar
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skala yang lebih luas, karena institusi yang ada selama

ini tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan
usaha, mak§ perubahan badsan usaﬁa dilakukan agar
kontinuitas usaha tetap berlangsung.

Akhirnya dapat dikatakan, jika seorang pengusaha
berkeputusan melakukan likuidasi, satu sisi mempunyai
maksud memang ingin mengskhiri usaha dengan membubarkan

badan usahanya (CV), sedangkan dari sisi lain 1likuidasi

tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kelangsungsan .

usahanya, seperti déngan cara merubah bentuk institusi
(CV) menjadi PT,.

Likuiaasi pada dasarnya merupakan suatu proses
kearah bubarnysa suatu institusi, dimana didalamnya
terdapat kegiatan pemberesan terhadap segala sesusatu
vang berkenaasn dengan aset atau kekayaan perusahaan,
hutang - hutang, tagihan, laba -~ rugi, dan sebagainya.
Dengan berkembanganya laju perkonomian dewgsa ini,
semakin banyk badan usahs yang didirikan,. akan tetapi
juga tidak sedikit badan wusaha vang dilikuidasi atau
pailit. Sampal -~ sampsi prosedur likuidasi maupun
kondisi penyebab dan tujuan dilakukannya likuidasi
tersebut dirasakan sudah cukup kompleks bila ditelaah
dari terminologi kepustakaan yang ada selama ini.

Dalam perangkat hukum di Indonesia likuidasi CV
tidak diatur dalam ketentuan hukum tersendiri/khusus,
akan tetapi mengacu pada ketentuan mengenaili bubarnya

persekutuan firma. Mengingat persekutuan Ffirma Juga
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termasuk persekutuan perdatsa, maka berakhirnya CV Juga
dikuasai oleh pasal-pasal yang mengatur persekutuan
perdata, yaitu pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dan
pasal 1646 sampai dengan 1852 KUHPerdata.

Mengingat begitu kompleksnya persoalan likuidasi
dalam dunia usaha, seperti munculnya 1likuidasi untuk
merger dalam dunisa perbaﬁkan, likuidasi wuntuk merubsah
badan usaha seperti vyang terjadi dalam bidang usaha

skala kecil atau menengah yang masih berbentuk CV, atau

firma. Sehingga praktik - praktik tersebut tidak saja-

dirasakan sebagai persoalan yuridis semata - mata, nakan
tetapi juga menyvangkut persoalan ekonomis.

Tanpa mengabaikan latar belakang terjadinys
- likuidasi CV sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal
KUHD dan KUHPerdata tersebut di atas, tampaknya dalam
praktik kehidupan bisnis, likuidasi dapat saja terjadi
dengan berbagai sebab. Begitu kompleksnya persoalan
likuidasi dalam dunia usaﬁa kiranya ketentuan 1ikuidasi
vang ada dalam hukum positif tidak dapst diberlakukan
sebagai suatu ketetapan yang bersifat limitatif akan
tetapi masih dimungkinkan terjadinya 1likuidasi oleh

sebab-sebab yvang lain diluar ketetapan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan dalam buku Bentuk-bentuk

Kerja sama dalam Dunia Usaha, bahwa terdspat cars
berakhirnya suatu perserikstan perdata yang ditentukan
dalam pasal 1646 sampai dengsan pasal 1852 KUH Perdata

tidaklah Dbersifat '1imitatis, melainkan enuntiatif,
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artinya masih ada cara lain diluar empat carza termaksud

untuk bubarnya perzerikatan perdata vang tidak
disebutkan dalam undang-undang, tetapi tetap
diperbolehkan 1@).

Keseluruhan uraian likuidasi CV tersebut di atas
berangkat dari asumsi yang didasarkan pada pengamatan
awal dilapangaﬁ baik dari kalangan pelaku bisnis, maupun
para praktisi hukum, bahwa persocalan likuidasi di dalanm
dunia usaha tidak cukup difahami =sebagai suatu upaya
untuk mengakhiri atau membubarkan institusi, akan tetapi
Jjuga bisa bertujuan lain. Henginat luasnya persoalan
likuidasi pada umumnya, agar dapat melakukan kajian
terhadap likuidasi CV untuk menjadi PT. serta wmenemukan
dasar persoalan sebenarnya dalam praktik dunia usaha,
tentunya perlu dilakukan suatu kajian secara khusus
mengenai masalah ini.

Melalul penelitian yang difokuskan pada masalah
tersebut akan diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
tentang perscalan likuidasi CV. Di dalam kepustakaan,
tujuan dilakukan suatu penelitian adalah untuk mendapat
kan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat
merumuskan masalah, memperoleh pengetahuan yang 1lebih
mendalam tentang suatu gejals, éehingga dapat merumuskan

hipotesa 11). Dengan terkumpulnya data dalam penelitian

1) 5ri Redjeki Hartono, BENTUK-BENTUK KERJA SAMA DALAM
DUNTA USAMHA, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus,
1945, Semarang, Cet.3, 18828, h.l19.

11) Scerjono Scekanto, PENGANTAR PENELITIAN HUKUHM,
Universitas Indonesia, Jakarta, 18984, h.9.
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ini akan dapat dianalisis berdasarkan teori hukum vang

ada untuk ditarik sebagai suatu kesimpulan.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Mengingat begitu luasnya ' permasalahan mengenai
likuidasi pada umumnya dan karena ketérbatasan vang ada
pads peneliti, maka penelitian ini akan dibatasi pada
likuidasi CV dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
a. Apakah ketentuan hukum likuidasi Persekutuan Komandi .
ter (CV) yang terdapat dalam hukum positif telah
dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam praktik dunia
usaha? |

h. Kondisi - kondi;i apa yang mendorong terjadinya
likuidasilPersekutuan Komanditer (CV), untuk menjadi
Perseroan Terbatas (PT)?

¢. Bagailmanakah pelaksanaan likuidasi Persekutuan Koman;:

diter (CV), untuk menjadi Perséroan Terbatas (PT)@

dalam praktik kegiatan bisnis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini beftujuan untuk:
a. Untuk mengetahui sampai seberapa Jjauh peraturan CV
vang ada selama ini telah cukup memenuhi kebutuhan
hukum dalam kegiatan dunia usaha saat ini.

b. Untuk mengetahui kondisi -~ kondisi yang mendorong
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terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi PT.
c. Untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
vang melingkupi praktik pelaksanaan 1likuidasi CV,

untuk menjadi PT.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua aspek kegunaan vyang
diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara
praktis méupun secﬁra teoritik bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya hukum perusahaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan serta dapat digunakan sebagai
pedoman bégi dunia usaha, khususnya bagi ‘institusi CV
vang melakukan likuidasi CV menjadi PT.

Secara teoritik hasil penelitin ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran :dalam pembangunan
hukum nasional, dalam rangks pembentukan reformasi hukum
ekonoml yvang berkaitan dengan hukum perusahaan, khusus
nya mengenai likuidasi CV. Sebagimana telah dijadikan
sebagal salah satu agenda bahwa bentuk perkumpulan kerja
sama usaha vang terdapat diluar PT, seperti maatschap,
firma dan €V ini telah mendapat perhatian untuk
segera diadakan pembenahan perangkat hukumnys vang

masih mengacu pada landasan hukum peninggalan kolonial.
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E. KERANGKA PEMIKIRAMN DAN BATASAN KONSEPSIONAL

Berangkat dari sebuah pertanyaan penting vyang
mengawali seseorang apabila hendak mendirikan suato
perusahaan adalah bentuk perusahaan vyang akan saysa
didirikan ini sebaiknya apsa?. Pengalaman menunjukkan

kesuksesan dan kegagalan suatu usaha dapat « saja

dipengaruhl cleh bentuk badan usaha yang dipilih. O0Oleh-

o
karena suatu bentuk badan usaha sangat berhubungan

dengan aspek kepemilikannya. Badan usaha yang berbentuk
maatschaap (perusahaan perorangan) maka kepemilikannya
akan dikuasai oleh pemilik ~ tunggal (sole
proprietorship), sehingga baik pengelolaan, keuntungan,
dan kerugiannyapun akan dikuasai oleh perorangan.

Untuk itu betapa pentingnya seseorang yang hendak
mendirikan perusahaan menyadari sepenuhnya tentang
bentuk-bentuk kepemilikan badan usaha, agar nantinya

mendapatkan pilihan. yang tepat bagi perusahaannya.

Kemungkinan bisa saja terjadi, pada saat mendirikan -

perusahaan seseorang sudah menjatuhkan pilihan bentuk'i

badan usahanya secara tepat, namun dalam perjalanannysa
perusahaan menjadi semsakin besar, dengan perkembangan
tersebut bentuk perusahaan yang dipilih dirasakan sudah
tidak fisible lagi bilamana tetap mempertahankan pola
kepemilikan yang ada. Kompetisi dunia wusaha menuntut
adanva perbaikan kinerja, modal, menejemen vyang lebih
mendukung. Apakah dengan perkembangan tersebut masih

cukup realistis jika tetap mempertahankan bentuk badan
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usaha (kepemilikan) yang ada, ataukah perlu melakukan
perubahan bentuk kepemilikan sesuai dengan tuntutan yang
ada.

Beberspsa pandangan ahli ekonomi perusahaan

memberikan solusi bahwa bentuk kepemilikan tunggal

(perusahaan perorangan) atau persekutuan vyang terdiri
dari dua orang atau lebih (firma/CV) berjalan baik bagi

12) Dengan

perusahaan-perusahaan dalam skala kecil
mengambil contoh perusahaan MCI vyang mempunysl pesaing
utama ‘perusahaan AT & T dalam industri telepon.
Perusahaan ini (HCI) menjadi besar dalam tempoc kurang
dari satu dekade. Setelah memperoleh izin dari Federal
Communication Commission (FCC) untuk pelayanan Jjarak
Jauh, maka MCI mencari tambahan modal yang diperlukan
untuk pengembangan usahanya. Menurut pandangan mereka
meminjam dari Bank bukanlah suatu alternatif yang baik,
karens perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutang
sesuai Jjadwal. Lebih ﬁtepat kalau. mereka menyebarkap
risiko dengan menjual saham dalam pemilikan perusahaan
kepada investor. Jika ditempuh jalan keluar ini berarti
bahwa MCI harus merubah bentuknya menjadi sebuah PT.
Bilamana bentuk badan usaha vyang ada  (CV)
dirasakan tiaak fisibel lagi dengan kondisi perkembangan
perusahaan, maka untuk menjaga kelangsungan usaha yang

semakin prospektif tersebut, perlu dilakukan perubshan

12) ITrawan, PENGANTAR FEKONOMI PERUSAHAAN, Edisi Pertama,
BFFE, Yogyakarta, 1987, h.58.
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bentuk badan usahs vang sesuai, beberapa kalangan

menilai bentuk Perseroan Terbatas sangat cocok bagi

usaha dalam skals besar. Untuk melakukan perubahan suatu

badan ussaha dari kepemilikan vang berbentuk CV menjadi

PT tentunya diperlukan suatu proses/tahapan-tahapan

tertentu, dimana dalam kerangka hukum perusahaan

dikatakan sebagai proses Iikuidasi.

Walaupun secara terminologis, Kitab Undang-undang
Dagang tidak menggunakan istilah likuidasi, namun pada
umumnysa dalam masya?akat istilah likuidasi sudah -tidak
asing dipergunakan. Mengenai istilah “"likuidasi®. KUHD
menggunakan istilah "ontbinding” (vide pasal 56) untuk
berakhirnya persekutuan. Banyak kalangan ahli hukun
memberi arti ontbinding dengan ‘"berakhirnya" ataun
"pembubaran”, sekalipun arti yang paling tepat adalah
“"pemecahan" 13).
| Dengan telah terjadinya "pemecahan” para sekutuﬁ
sekutu masih diharuskan melakukan pemberesan urusan -
urusan persekutuan sekedar membereskan hutang piﬁtangh
membagi saldo dan sebagainya yang sifatnya pemberesani
Dan semua us#ha dalam masa pengakhiran itu disebut
dengan Likuidasi 14).

Kini istilah "likunidasi” dapat kita temukan dalam

Undang-undang Perbankan vaitu Undang-undang Nomor 7

13) Soekardono, IBID, k.58,

14} Sri Redjeki hartono, IBID, 1980, h.19.
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tahun 1992, vaitu pasal 37 ayvat 4 dan 95, kaitannya
dengan pencabutan izin usaha Bank oleh Henteri Keuangan
berdasarkan usul Bank Indonesisa.

Pasal 37 avat 4,

Berdasarkan wusul Bank Indonesia, sebagaimana
dimaksud ayat 3, menteri mencabut izin usaha bank
vang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk
melikuidasi bank tersebut.

" Pasal 37 ayat 35

dalam hal direksi tidak melikuidasi bank
sebagaimana - dimaksud dalam sayat 4, Henteri
setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia
meminta kepads Pengadilan untuk melikuidasi bank
vang bersangkutan.

Prof. Dr.Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa
adanya pengaturan likuidasi dalam UU Perbankan ini
karena dipandang istilah likwuidasi mengandung pengertian

5

luas vakni merupakan suatu proses yangd diawali dengan
pembubaran dan diikuti dengan pémberesan. Namun secara
definitif pengertian likuidasi tidak dijelaskan dalam
undang-undang ini.

Secara lebih khusus pengertian 1likuidasi bank
dijelaskan dalam Persturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
19986, yang disahkan pada tanggal 3 Desember 18396 vyang
mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Didal#m pasal 17
dijelaskan bahwa, likuidasi bank adalah tindakan pembere

san berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank

sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Dengan

18) Mariam Darus Bardulzaman, dalém Seminar Tentang
Persercan terbatas Terhadap Perkembangan dunia
Usaha, Universitas Padjiadjaran, Bandung 22 Mei 19895.
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demikian dapat diartikan bahwa dengan likuvidasi
-mengakibatkan badan hukum (institusi) suatu bank menjadi

bubar.

Coba kita bandingkan dengan pengdertian yvang ada

dalam Undang-undang Perbankan:

"Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan
penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan
pelunasan hutang serta penyelesaian sisa harta /
hutang antara para pemilik"”

Telah dikemukakan bahwa istilah likuidasi tidak dikenal

dalam KUHD. Akan tetapi UU Nomor 1/1885 tentang
Perseroan terbatas menggunakan istilah 1likuidasi yang
dibedakan dengan istilah pembubaran (lihat pasal 114
sampai 124 UU Nomor 1/1995). Kendatipun tidak tercantum
definisi likuidasi, namun sebab- sebab likuidasi, proses
pemberesan dan pembubaran diatur dengan cukup rinei.

Ada suatu keadaaan vang sangat mirip dengan

likuidasi, vang disebut dengan kepailitan. Pailit

n
merupakan suatu keadaan dimana debitur berada: dalaq

. ; il
keadaan tidak mampu membayar hutang-hutang, kemudia? Lo

kreditur memohon kepada hakim agsar dinyatakan pailitj
Dengan melalui keputusan itu sekaligus ditunjuk Hakiﬁ
Komisaris sebagai pemimpin dan pengawas kepailitan 15).
Sedangkan likuidasi tidak selalu terjadi akibat
dari kepailiﬁan, tidak pailitpun bisa dilikuidasi karena

nungkin dikehendaki sendiri oleh para sekutu. Oleh sebab

itu akibat hukum dari kedua keadaan tersebut di atas

15) Retno Wulan Sutantio, SUATU TINJAUAN MENGENAI KEPAI-

LITAN, Perecikan Gagasan Tentang Hukum II, Citra-

Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.93.
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(likuidasi dan kepsilitan) terdapat suatu perbedaan yang
cukup prinsipiil. Dengan likuidasi mengakibatkan
keberadaan suatu badan usaha (institusi) menjadi
berakhir (bubar) sekalipun kadang kala aset (kekayaan)
perusahaan masih ada (tidak habis). Sedangkan dalam
kepailitan tidak selalu keberadaan suatu badan usaha
(instiﬁusi) menjadi bubar, meskipun aset perusahaan
sudah tidak ada lagi/habis.

Mencermati berbagai uraiasn pengertian likuidasi
dari beberapsa sumbér kepustakaan dan pandangan para ahli
tampaknya proses likuidasi perlu dilalui dengan
langkah-langkah pemberesan, sebagsasimana yang diuraikan

oleh pasal 1685 KUHPerdat, bahwa:

Pada waktu membubarkan perkumpulan yang semacam itu
anggotaZ yang masih ada atau sanggota vang paling
akhir ada, diwajibkan melunasi utangZ2 perkumpulan.
sejumlah adanya kekayvaan dan mereka hanyalah diperke
nankan membagi-bagi atu mengambil sisanya dan dengan
demikian Jjuga memindahkan kepada ahli waris mereksa.

hal., ini penting mengingat kepentingan para sekutu
berkaitan erat dengan kepentingan pihak ketiga.

Setelah terjadinya pembubsaran, persekutuan
tersebut tetap ada sekedar periu menjalankan pemberesan.
Sehingga proses likuidasi 1itu perlu melalui beberapa
tahapan, pertama, persekutuan menyatakan diri bubar,
laslu dilakukan pemberesan mengenal aset perusahaan,
dan sesudah itu barulah persekutuan tersebut = dapat
dikatakan berakhir. ‘Masﬁ. inilah yvang | dinamakan

perussahaan dalam masa likuidasi, ketentuan ini termuat
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dalam pasal 23, 33, dan 34 KUHD.

Menurut pasal 23 KUHD, pemberesan itu dilakukan
atas nama persekutuan yang bersangkutan (yang sudah
pecah), sedangkan menurut pasal 33 dan 34 KUHd tetap
masih ada kas persekutuan, bsahkan persekutuan didalam

pemberesan (likuidasi) dapat dinyatakan pailit.

Meskipun dirasakan agak sulit mencari pasal-pasal

yang mengatur mengenai likuidasi, mengingat pada hakikat
nya CV itu adalah persekutuan firma dan persekutuan
firma adalah persekufuan perdata, maka aturan  mengenai
likuidasi CV juga dikuasai oleh pasal-pasal KUH Perdata.
Di dalam EKUHPerdata berakhirnya persekutuan

perdata ditentukan oleh pasal 1848 sampail dengan pasal
1652 KUHPerdata. Akan tetapi pasal-pasal tersebut harus
dihubungkan dengan pasal-pasal dengsan pasal-pasal
berikut:

é. pasal 1648 sub 1 yo pasal 1647;

b. pasal 1648 sub 2 yo pasal 1648;

¢. pasal 1846 sub 3 yo pasal 1848 dan 1858;

d. pasal 1646 sub 4 yo pasal 1651.
Cara-cara berakhirnya persekutuan perdata di atas tidak
bersifat limitatif, sebagai contoh fenomena yang terjadi
dalam dunia usaha saat ini, akibat hukum likuidasi
dalam rangka merger atau likuidasi untuk merubah bentuk
badan usaha, apsakah akan .diiakukan pemberesan. sesuai

dengan pasal 1665 KUHPerdata?
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Beberapa penulis mengatakan bahwa likuidasi pada
merger hanya perlu dilakukan secara formil sekedar
memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku IB)berarti
proses merger tidak memerlukan liknidasi secara materiel
karena selama itu tidak ada penghentian usaha sama
sekali dari perusahaan lama, tetapi dilanjutkan oleh
perusahaan hasil merger. Sedangkan likuidasi untuk
merubah bentuk badan usaha, pendapat dari para praktisi
hukum mengatakan bahwa pemberesan itn perlu dilakukan
tanpa perlu membubarkan badan usaha yang lama, oleh
karena pembubaran itu akan berakibat pada segals
perizinan yang sifatnya teknis, seperti SIUP, TDP, NPWP,
PKP dan lain-lainnya menjadi hapus (tidak berlaku). Dan
pemberesan itu sifatnysa sekedar untuk menghitung aset
badan usaha yang lama yang akan dijadikan sebagai modal

dari badan usaha yang akan didirikan 17).

16) Annie Woworuntu, dalam Seminar Sehari tentang
Antisipasi Berlakunys Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap
Perkembangan Dunia Ussha, Universitas Padjiadjiaran,
Bandung, 22 Mei 1895, h. 12.

17) Wawancars dengan Notaris Wachld Hasyim, SH. di

Surabaya, 25 April 1887.
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F. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah.

Agar dapat menyelessajikan suatu penelitian
ilmiah diperliukan metode pendekatan vang tepat sesuai
dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan
masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif.la) Berdasar -

kan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi -

lingkup penelitian inventarisasi hukum positif vyang
merupakan kegiafan pendahuluan dari seluruh rangkaian -
proses dalam penelitian hukum. Penelitian hukum untuk
menemukan hukum in concreto merupakan sustu usaha
untuk menemukan apakah suatu peraturan yang telah ada
telah sesuai saat diterapkan pada suatu situasi
konkrit (law in  action). Penelitian terhadap
sistematik hukum yaitu penelitian terhadap bahan -
bahan hukum ﬁrimer dan bahan hukum sekunder ~dengan
mengkaii pengertian-pengertian dasar vang terdapaf

dalam sistem hukum dagang maupun hukum -perdata{mﬁ

18} Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum
normatif dapat dibedakan dalam:

Penelitian inventarisasi hukum positif;

Penelitian terhadap asas-asas hukum;

FPenelitian untuk menemukan hukum in concreto;

Penelitian terhadap sistematik hukum;

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal

dan horizontal, METODOLOGI, PENKLITIAN HUKUM DAN

JURIMETRI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h.12.

inl\‘t.ofxgk..
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Mengingat penelitian ini Jjuga berusaha

menemukan law in action suatu peraturan, selain
menggunakan pendekatan yuridis normatif juga memerlu

kan dukungan pendekatan secars yuridis sosiologis.

Pendekatan ini diperlukan untuk menggali keterangan-

lebih dalam hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan
sﬁatu peraturan serta faktor-faktor vyang mendorong

dilakukannya likuidasi oleh para pelaku bisnis.

2. Lokasi Peneliiian

Untuk melakukan suastu penelitian tentunya
diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi untuk
diteliti. dalam penelitian ini ditentukan kota
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebagai  wilayah
penelitian. Dengan pertimbangan bahwa kotal Surabaya
merupakan pusat kegiatan bisnis kedua yang pesat per
kembangannya setelah Jakarta dan Kabupaten . Sidoarjo
vang berada disebelah selatan telah berkembang pula
menjadi perluasan kawasan bisnis yvang cukup

potensiil.

3. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ditentukan secara
purposive sampling vyakni pengsmbilan unsur sampel
atas dasar tujuan tertentu. Dalam hal ini yang

menjadil sasaran sampel adalah pertama, CV-CV vang
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telah berubah menjadi PT. atau PT yang dibentuk
berasal dari perusahaan yang berbentuk CV. Kedua,
Notaris di wilayah kota Surabaya dan Sidoarjo vyang

pernah melakukan proses perubahan CV menjadi PT.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hengingat penelitian ini mnengdunakan
pendekatan yuridis normatif, maka data yang diidenti
fikasi meliputi data primer dan data sekunder. Untuk
itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik
a. Studi kepustakaan;
b. Wawancara.
Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal
untuk- memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder
seperti: peraturan dqsgrfl undang-undang baik KUHD
maupun KUHPerdata, yurisprudensi, dokumen-dokumen
dari Notaris, data dari .Deperindag, data dari
Panitera Pengadilan HNegeri, hasil-hasil seminar,
karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil
penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku - buku
petunjuk lain yang memberi kejelasan terhadsp
penelitian ini.

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh
data pendukung guna menunjang data sgkunder vang

berasal dari studi kepustakaaﬁ. Wawancara difokuskan
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pada pengurus CV yang telah berubsah menjadi PT serta
Notaris yang pernsh melakukan prosedur likunidasi CV

maupun likuidasi untuk menjadi PT.

5. Teknik Analisis Data

‘Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif yvang
digunakan, maka untuk menganalisis data dilakukan
dengan analisis normétif kualitatif, wvaitu suatu cara
menganalisis yang menghasilkan data secara deskriptif
kualitatif. Henéingat penelitian ini bertitik tolak
dari peraturan.— peraturan yang ada sebagai normsa
hukum positif lalu dikaitkan dengan praktik
pelaksanaan hukum positif tersebut. Dari hubungan
ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan
permasalahan yang telah disusun. Selanjutnya akan
sampallah pads suatu kesimpulan yang merupakan

jawaban dari permasalah yvang dikemukakan.
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BAB 1I -
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LIKUIDASI PERSEKUTUAN

KOMANDITER (CV). UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

A, CV SEBAGAI INSTITUSI BISNIS

1. Pengertian dan Pengaturan

Bégi seorang pengusaha, pada saat akan memulai
usaha tentunya diperlukan sejumlah modal selain
berupa uang Jjuga barang. Kadang kala bagi usaha
menengah/kecil modal yang dimiliki tidak cukup untuk
membiayai usahanya. Untuk memenuhi kekurangan
tersebut banyak cara dapat dilakukan. Salah satu cars
untuk memperoleh tambahan modal adalah dengan
meminjam kepada pihak ketiga. Dalam pinjam - meminjgm

tersebut diperjanjikan bahwa uang yang dipinjam itu

akan dimasukkan dalam modal perusahaan dan tidak ;

dapat ditarik selama usaha 'masih berlangsung. Dan

pemberi pinjamsan d(kreditur) diberi bagian dari &

keuntungan oleh peminjam uwang (debitur). Dengan-r

ketentuan sebagaimana yang diper Jjanjikan, berarti
kreditur telah menjadi peserts dalam perusahaan
debitur. |

Dengan demikian telah tercipta suatu
persetujuan antara dua pihak tersebut, vyang mana
didalam pasal 19 KUHperdata disebut dengean
"Vennotschaap bij wijzevan geldschieting, enders en
commanditegenaand"” atau Persekutuan Komanditer (CV),

demikianlah ahli hukum Wiryono Projodikoro memberikan
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penjelasan mengenai asal mula seseorang melakukan
usaha dalam bentuk CVJQ).
| Sebetulnya salah satu alasan mendasar Jjika
seseorang melakukan kerja sama yakni adanya tujuan
vang tidak d%pat dicapai secara sendiri, sehingga
menjadi tujuan bersama. Tujuan tersebut ‘ada vang
bersifat ekonomis / komersiil, ada yang bersifat non
ekonomis atau nir laba. Kendatipun terdapat perbedaan
tujuan, akan teﬁapi persamaan yang menjadi dasar
terbentuknya kerja sama diantara mereka adalah untuk
mencapai tujuan bersama ). Sedangkan kerja sama yang
mempunyail tujuan untuk mendapat keuntungan yang
bersifat ekonomis itu salah satunya terdapat pada CV.
Tentu saja untuk dapat menjalin kerja sama
vang harmonis sangat diperlukan adanya perangkat
peraturang yang dapat mendukung kelangsungan kerja
sama tersebut. Kerangka hukum yang mengatur mengenai
CV masih tetap meﬁgacu kepadas ketentuan KUHD, dimana
hingga saat ini KUHD masih tetap berlaku berdasarkan
Stb. 1847 Nomor 23 417,
Di dalam KUHD, CV tidak diatur dalam bagian

tersendiri. Letak aturan CV dalam KUHD terdapat

18) Wiryono Projodikoro, HUKUM PERKUMPULAN, PERSE-
ROAN DAN KOPERASI DI INDONESIA, Cet. ketiga, Dian
Rakyat, 1885, h. 51.

28} Sri Redjeki Hartono, LOC.IT, 1884, h.3.
21) Pasal II Aturan Peralihan menyvatakan bshwa,
segala Badan Negara dan Peraturan yang ada

masih langsung berlaku, selama belum diadaksn
yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.
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ditengah - tengah aturan mengenai persekutuan firma,
yang hanya mencakup 3 (tiga) buah pasal saja.
Sehinggas tidak banyak yang dapat dikatakan mengenai
landasan hukum vyang secara langsung mengatur CV.
Ketiga pasal itupun tidak terdapat petunjuk adanya
pengaturan yvang mengarah kepada likuidasi.

Henurut M.Natzir Said, Jjika cermati bunyi

pasal- 19 ERUHD tidak diketemukan adanya definisi

tentang CV, pasal tersebut hanyalah memberikan -

rumusan pengertian mengenai CV. Rumusan tersebut
memuat beberspa unsur, yang pertama adalah adanya
satu orang atau lebih yang menanam modal dan
bertanggung Jjawab secara tanggung menanggung, dan
vang kedua adalah adanysa satu orang atau lebih yang
bertanggung Jjawab terbatas atas sejumlah uvang yang

dimasukk&n dalam persekutuanzz)

Sehingga bunyi pasala 19 KUHD tersebut belum%
dapat memberikan pengertian yang sempurna - untuk:‘

disebut sebagai CV, sebelum dikaitkan dengan pasal

2@. Pasal 20 KUHD mengandung unsur yang menetapkaﬁ
bahwa bagi sekutu yang hanya memasukkan uang dan
bertanggung Jawab terbatas tidak diperbolehkan
menjadi pengurus bagi persekutuan. Lebih dijelaskan
lagi di dalm pasal bérikutnya, yaitu pasal 21, bila
sekutu yang hanya memasukkan usng tersebut melanggar,

artinya bila sekutu komanditer turut serta dalam

Z2) M. Natgir Ssid, IBID, h. 187.
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kepengurusan, maka dia turut bertanggung Jjawab secara
penuh sebagaimana tanggung jawab yang ada pada sekutn
pengurus.

Keterkaitan ketiga pasal tersebut memang

sangat menunjang untwuk memperoleh suatu pengertian

vang lebih utuh serta mendekati kesempurnaan. Hanya
saja menurut Wery, sebsgaimana dikutip oleh M. Natzir

Said, bsahwa Masih ada satu unsur yang belum terdapat

dalam ketigsa pgsal itu, vaikn soal perbatan

menjalankan perusahaan (uitoefening van een
2

bedrijf)“S).

Kalau dirangkaikan semua unsur yang terdapat
dalam ketiga pasal tersebut, maka akan diperoleh
suatu rumusan yang cukup panjang tentang pengertian
CV, namun rumusan itu belumlah dapat dikatakan
sebagail suatu definisi 24).Da1am suatu definisi akan
selalu diusahakan dalam bentuk yang sudah baku serta

tidak berubah - ubah baik dari segi redaksi maupun

23) Wery,P.L.", dikutip dari M.Natzir Said, LOC.CIT.,
h.187.

24) Dikatakan oleh Natzir Said, bahwa suatu definisi
akan mencerminkan susty susunan yang perumusannys

sangat pasti dan tepat didalanm kata-kata yang
singkat dan tidak berubah-ubah, LOC.CIT, h.188.
Bandingkan dengan pengertian definisi yang

dikemukakan oleh Gorys Keraf, yaitu:

(1) suatu pernyataan tentsng apa yang dimaksud
dengan suatu hal/barang;

(2) suatu pernyataan /penjelasan tentang makna
sgatu kata atau frasa.

Jadi definisi merupakan  susatu proses yang

berusaha meletakkan dimana batas-batas

penggunaan suatu kata, EKSPOSISI DAN DESKRIPSI

Cet. kedua, Nusa Indah, 18982, h.44.
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rumusan CV sélama ini masih saling melengkapi antara
pendapat para sarjana yang satu dengan vang lainl

Soekardono berpendapat bahwa, CV merupakan
suatun kerja sama, dimansa salah satu pihak
mempercayakan uang atau barangnya padsa seseoraang
vang menjalankan perusahasn untuk digunakah dalam
perniagaan. Pihak yang mempercayakan uangnya tersebut
merupakan sekutu yang tidak ikut menjalan kan
perusahaan dan bertanggung Jjawab terbatas, vang
disebut dengan sekutu komanditer, sedangkan pihak
vang menjalankan perusahaan itu bertangéung Jawab
tidak terbatas, dan disebut dengan sekutu
komplementer.

Rumusan yang agak berbeda dikemukan oleh ahli
hukum Puwosutjipto, bahwa CV merupakan persekutuan
firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu

komanditer. Oleh karenanya CV merupakan bentuk yang

khusus daripada firma, kekhususan tersebut terletgk |

pada adanya sekutu koamnditer tersebut. Status sekutu

komanditer ini dapat disamakan dengan seorang yang
menitipkan modal pada suatu perusahaan, dimana ia
hanya menantikan keuntungan dari hasil pemasukan
tersebut.

Sementara (.S5.7.Kansil memberikan rumusan yang
tidak Jauh berbeda dengan pandangan Soekardono,
kendatipun ada penggunaan beberapa istilah yang
sedikit berbeda. Seperti dalam menyebuat sekutu

komanditer C.5.T .Kansil menyebut nya dengan sleeping
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Y’
partners (stille vennot) “5).

Sedangkan pengertian CV dari Abdul Kadir
Muhammad, terdapat sedikit persamasan dengan
pengertian dari Purwosutjipto, vang mengatakan bahwa
CV tidak lain adalah persekutuan firma yang mempunyai
satu atau beberapa orang sekutn komanditér. Dengan
mengacu pada pasal 19 sampai 21 KUHD, jelas bahwa CV
adalah firma dalam bentuk khusus 26).

Barangkali karena pembentuk undang-undang
hanya memberikaﬁ pengaturan dalam pasal—éasal vang
terbatas, membuat dapat diterimanya pendapat bahwa,
CV merupakan variasi dari bentuk firma dan dapat
diberlakukannya ketentuan firma terhadap CV. HMenurut
Maman Suparman Sastrawidjaja, selama bentuk CV  masih
belum diakui sebagai badan hukum, maka ketentuan
pendirian CV lebih banyak dipenga ruhi oleh
pasal—pasal-firmag7).

Mengingat betapa sulitnya wuntuk merumuskan
suatu pengertian, apalagi yang dipandang sebagai
suatu definisi (definition), tentu saja diusahakan
sedapat mungkin adanya susunan kata vyang sederhana

dan sesingkat mungkin, universal, serta tepat. HNamun

seringkali usaha mermuskan pengertian CV. tersebut

25) C.5.7.Kansil, HURUM PERUSAHAAN INDONESIA  (ASPEK
HUKUM DALAM BISNIS), Pradnya Paramita, Jakarta,
1832, h.18.

28) Abdul Kadir Muhammad, PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN,
Citra AdityalBakti, Bandung, 1881, h.62.

27) Chidir Ali, LOC.CIT, h.34.
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memerlukan rangkaian kalimat yang lebih panjang, agar
lebih tercermin unsur-unsur fang diperlukan dari
suatu CV.

Berbagai pendapat para sarjana hukum di atas
menunjukkan' adanya rumusan yang beragam, memang

secara redaksionil, pendapat para sarjana tersebut

tidak terdapat kesamaan, akan tetapi- s8ecaras:

substansial, unsur-unsur terpenting dalam kerangka
pengertian CV telah terpenuhi.

Dengan mengacu kepada dua pandangan vang
tampaknya banyak diikuti oleh para sarjana hukun:
sesudahnya, maka secara garis besar pengertian ')
dapat dikeiompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

Pengertian pertama, adalah dengan melihat CV

dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya
yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV
sebagai suvatu bentuk khusus daripada firma.

Pengertian kedua, sdalah dengan memandang C?

dari segli peranan dan tanggung jawab masing ﬁ
masing sekutu, yaitu keloﬁpok yang nemberikaﬁ
pengertian CV sebagai suatu bentuk kerja sama
antara sekuty komplementer dan sekutu
komanditer.
Sekalipun dapat diadakan . suatu pengelompokan
terhadap §engertian - pengertian CV vang berusaha
dikembangkan oleh para sarjana, akan tetapi kedua
kelompok pengertian tersebut tidgk terdapat

makna yang' saling bertentang atau dapat
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dipertentangkan, oleh karena perbedaan tersebut hanya
terdapat pada rumusan redaksionil saja. - Jika
dicermati lebih jauh akan menemukan satu pengertian
vang memiliki maksud yang sama.

Pada uraian terdashulu telah dikemukan bahwa
ketentuan CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah
terbatas, vaitu hanya tercantum dalam tiga buah
pasal. Setelah dicermati betul, ketiga pasal tersebut
tidak mengatur masalah vang berkaitan dengan
aktivitas CV éebagai institusi bisnis. Sedangkan
telah diketahui bahwa, CV merupakan salah satu bentuk

badan usaha yang melakukan aktivitas usaha.

Didalam kerangka dunia usaha, adanya suatu
‘kepastian  hukum sangatlah diperlukan, sebab
tersedianva kerangka hukum vang memadai dan

mengandung daya predikbilitas yang tinggi dapat
membantu para pelaku bisnis., Para pelakn bisnis
berpandangan bahwa daya predikbilitas dan kepastian
hukum ini sangat membantu didadam memprediksikan
return on investment (ROI) yang akan diperolehnya

s
28)  gehingga ketiadaan kepastian hukum akan

nanti
mendorong para pelaku bisnis mencari peluang-peluang
(loopholes) untuk meraih keuntungan.

Dengan adanya keterbatédsan peraturan CV, yang

tidak hanya passal-pasalnya vyang terbatas, namun

secara substansial pasal - pasal itu belum mengatur

28) Diunaedi Hadisumarto, NORTH DAN REFORMASI HURUM
EXONOMI, Meneiemen dan Usahawan No.83 Th XXIII,
Maret 1894, h.B8.
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persoalan yang berkaitan dengan eksistensi CV gebagai
institusi bisnis, sehingga persocalan yuridis ini
dapat menjadi kelemahan - kelemahan CV dalam menjalan
kan aktivitasnya sebagai institusi bisnis, antara

lain:

1. Dslam praktik sering terjadi ketidakharmoni
=an, karena adanya perbedaan pendapat,
sehingga mudah bubar;

2. Sumber dana vang relatif terbatas, sukar
untuk mengadakan perluasan secara besar -
besaran, biasanya jumlah partner tidak
banyak (maksimum 28 orang), dan bila makin
banyak partnernya, makin banyak perbedaan

pendapat dan bila sedikit partnernya,sumber -

dananya juga kan sedikit;

3. Kegiatan usaha akan terbatas, karena masing
-masing partner akan sangat berhati-hati.
hal ini mengingat tanggung jawab yang tidak

terbatas;
4. Tidak stabil, artinya kelangsungan usaha

tidak menentu, bila seorang partner
meninggal, maka lalu bubar; _ :

5., Kerugian sosial, yang berarti bahwa dengan
bubarnya kegiatan usaha berarti pula
kerugian sosial;

6. Kepercayaan dari masyarakat kurang, karena
tiadanya undang-undang vang mengatur CV;

7. Masing - masing partner merasa bebannya
terlalu berat, yaitu bila seorang partner-
1enga99)ini akan membebani partner vyang:
lain . ;

Rendatipun di dalam praktik terdapat bgnyakf
kelemahan, namun dalam hal-hal £ertentu cv memiliki‘
karekteristiknya sendiri vang berbeda dengan bentuk
badan usaha lain dan keberadaannya masih tetap
dibutuhkan masyarakat sebagai wadah usahanya, khusus
nya bagi usaha-usaha dalam skala kecil atau golongan

pengusaha tertentu masih 1lebih cocok menggunakan

29) Irawan, ,IBID, h.89.
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bentuk CV 3@), juga untuk bidang usaha tertentu

dilarang menggunakan CV.

Didalam kepustakaan ilmu hukum, salah satu
aspek yvang berkaitan dengan masalah kepastian =adalsah
masalah dari mana hukum itu berasal atau dari mana
sumbernya. Secara garis besar sumber hukum dibedakan
kedalam sumber hukum formil dan sumber hukum
materiil. Sumber hukum formil merupakan tempat dimana
aturan hukum dapat ditemukan, sedangkan sumber hukum
materiil adalah sumber darimana hukum itu diciptakan
atau bersasal.

Untuk dapat menemukan aturan hukum CV,
perlu ditelaah apa saja yang menjadi tempat sumber
hukum itu. Adapun tempat sumber hukum formil terdapat

pada

Undang-undang;

Kebiasaan/Gewoonte dan ‘adat yang dipertahan
kan oleh masyarakat (Common Law); ,
Perjanjian/Tractat (Pacta sunt Servanda);
Jurisprudensi (Eeputusan Hakim);

Doktrin (pendapat ahli hukum) S%ESa Adlmu
pengetahuan (Rechtswissenschaft)

o W B b=

Didalam undang-undang yaitu EUHD, pasal-pasal vyang
secara eksplisit atau langsung mengatur CV adalah
pasal 18, 20, dan 21 KUHD, dimana substansi ketiga
pasal tersebut sudah diuraikan dsalam pembahasan

sebelumnys.

38) Menurut Irawan, bentuk usaha ini (CV) cocok untuk
perusahaan yang relatif keecil dan sedang saja
besarnya, sehingga jumlah kapital yang diperlukan
cukup dari para partner sendiri, IBID, h.782.

31) Haryono, TATA DAN SUMBER HUKUM, Usaha Nasional
Surabaya, 1994, h.Z27.
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Selanjufnya untuk hal-hal yang tidak diatur,
vang berkaitan dengan aktivitas CV sebagai institusi
bisnis lebih banyak mengacu kepada ketentuan tentﬁng
persekutuan firma atau persekutuan perdata. Beberapa
doktrin dari para para sarjana hukum yang terdapat
dalam kepustakaan menunjukkan pandangannya vang
mengarah pada penafsiran tersebut.

Sebagaimana ahli hukum Purwosutjipto,
berpendapat bahwa, karena CV itu pada hakekatnya
adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalsh
persekutuan perdata, maka aturanltentang berakhirnya
CV  juga dikuassai oleh persekutuan firma dan
persekutuan perdats 32).

M. Natzir Said, juga memberikan pandangannya
terhadap perbuatan hukum pendirian 4 dapat
@ipeglakukan ketentuan-ketentuan tentang firma, yaitu”
pasal 22 KUHD 33)Oleh karena pada dasarnya sekutu;
pengurus CV yang bertanggung Jjawab secars tanggung
menanggung sepertl halnya dengan Firma.

Pada beberepa bentuk hubungan hukum diantara
para sekutu baik intern ﬁaupun ekstern beberapa
sarjana Jjuga tidak terdapat perbedaan pandangan,
bahwa hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan
melalui pasal -pasal persekutuan perdata. Seperti

hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada

32) Purwosutiipte, IBID, h.84.

33) M.Natzir Ssaid, IBID, h.237.
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pasal 1625 KUHPerdata, pembagian keunturigan dan
kerugian mengacu pada pasal 1633 dan 1634 KUHpérdata.

Dengan demikian, pengaturan CV di Indonesia
selain diatur didalam EKUHD (secara langsung hanya
tiga buah pasal), juga dapat pengacu kepada doktrin
atau pendapat para sarjana hukum, bahwé dengan
melihat bahwa bentuk CV terdapat kesamaan unsur -
unsur atau ciri - eciri dengan bgntuk persekutun firma
dan persekutun perdata, sehingga ketentuan hukum
Firma dan persekutuan perdata dapat diberlakukan
terhadap CV, demikan doktrin para sarjana hukum kita
memberikan 501u§i dari keterbatasan EKUHD didalﬁm
mengatur CV.

Sekalipun doktrin para sarjansa dapat dijadikan
sebagal pedoman bagi CV untuk beraktivitas, karena
kedudukan doktrin didalam urutan sumber merupakan
sumber hukum keempat, tentunys dari sisi kepastian
dan kekuatan yuridis sangat berbeds dengan
undang-undang, selain itu doktrin para sarjana kita
Juga masih saling melengkapi, sehingga keutuhan dan
kejelasan pandangan terhadap suatu masalah vang
belum diatur amat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis
bisnis belum ditemukan dalam doktrin. Akibatnya
pertimbangn - pertimbangan praktis dan efisiensi

amat mendominasi dalam melaksanakan aktivitas.
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2. Ketentuan Substantif Mengenai Pendirian €V

a.’ Dasar Hukum Pendirian
Sebagai landasan hukum persekutuan, EKUHD

hanya menyediakan pasal-pasal yang sangat terbatas

dalam mengatur cv, demikian Jjuda mengenai

pendirian CV, tidak tersedia passal khusus yang

mengaturnya. Soekardono menegaskan “"tak ada

34 ) -
peraturan perihal mendirikannya"” . 0leh karena
ketiadaan aturan ini, banyak kalangan vang

mengatakan bahwa CV dapat didirikan secara lisan,

tanpa memerlukan Fformalitss tertentu, meskipun

diakui lebih baik secara tertulis. Tidak salah-

Jika pada akhirnya para‘ ahli hukum berusaha

mencari acuan dasar pengaturan dengan melihat pada

bentuk persekutuan yang lain. Dengan diterimanya

bentuk CV merupakan bentuk vang khusus dari

firma, maka banyak pihakAtidak berkeberatan Jjiks

pendirian CV banyak mengacu pada ketentuan Ffirms.

Dasar hukum pendirian Firma terdapat dalam pasal -

22 KUHD, mengatakan bahwa,

"Tiap-tiap persercan firma harus didirikan

dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaaan
akta yang demikian tidak dapat dikemukakan
untuk merugikan pihak ketiga”

Selanjutnya pasal 23 RKUHD, menetapkan bahwa,

“Para pesero firma diharuskan mendaftarkan akta
tersebut dalam register yang disediakan untuk
itu dikepaniterasn Pengadilan Negeri vang
daerah hukumnya perseroan mereka bertempat

34) Scekardono, IBID, h.184.
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kedudukan"

Dari kedua pasal di atas menunjukkan adanya
keharusan dengan akte otentik bagi pendirian CV,
namun terhadap kalimat terakhir pasal 22 KUHD,
dimungkinkan tidak dengan akte otentik. Pada pasal:
28 KUHD terdapat kewajiban untuk mengumumkan,

bahwa,

Selain dari pada itu para pesero diwajibkan
pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan
akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan
pasal 26, dalam Berita Negara“.

Tampaknya, selain adanya akte otentik Jjuga
diperintahkan terhadap akte tersebut dilakukan
pendaftargn dan pengumuman agar pihsak ketiga
mengetahui, dengan maksud supaya sifat keterbukaan
dari persekutuan tercapai.

Bila dikaitkan dengan ketentuan tentang
daftar perniagsan yaitu yang diatur dalawm undang -
undang Nomor 3 Tahun 1882 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, yaitu adanya kewajiban pada setiap
bentuk usaha yang berkedudukan dan menjalankan
usahanya di Indonesia untuk melaksanakan wajib
daftar rerusahaan (pasal 7 dan 8), maka sebenarnya
juga dikehendaki adanya keterbukaan dalam sistem
hukum kita. Meskipun sistem yang ada dalsm KUHD
secara tegas hanys mengenal CV diam (stille CV),
Dengan melihat perkembangan yang ada dalam praktik
sehari-hari, ternyata pendirian CV juga dilakukan
dengan akte notaris, dilanjutkan dengan

pendaftaran, dan pengumuman, dengan begitu
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rupa-rupanya arah hukum perusahaan, khususnya CV,
secara keseluruhan sedang mengarah pada sistem
hukum yang berlaku di Perancis, bahwa pengumuman
dan pendaftaran dianggap sebagai syarat inti
(publicite substantielle), bila tidak dilakukan
akan akan berakibat pada batalnya perjsnjian
pendirian persekutuan.

Melihat terbatasnya peraturan yang ada,
ﬁaka kalangan sarjana / ahli hukum banyak vang
menafsirkan adanya persamaan ciri-ciri cv
dengan bentuk persekutun Ffirma dan persekutun
perdata, dengan begitu keterbatasan saturan CV

dapat dicari dengan melihat pada pasal-pasal
| firma atan persekutun perdata. Demikian juga
terhadap ketentuan pendirian cv, dalam
pelaksanaannya 1lebih mengarah pada tata cafﬁfﬁ'

pendirian firma.

br'Syarat dan Prosedur Pendirian

Dalam_ beberapa literatur banyak penulis
mengatakan‘bahwé, pada prinsipnya pendirian cv
tidak memerlukan syarat dan prosedur formal
tertentu, bahkan tidak ada langkah-langkah
tertentu vang ditetapkan dalam peraturen, sehingga
pendirian CV dapat dilakukan dengan cara lisan
saja, dengan syarat telah tercapai kata sepakat

dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer
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vang akan bekerja sama.
Adanya syarat tertulis tidaklah diminta
oleh undang-undang, bahkan pendirian CV dapat puls

dilakukan dengan diam (stiezwijgend)35).Sehingga

sebenarnya secara yuridis, tata cara pendirian CV

adalah sangat bebas, dan tidak proseduril. Akan-

tetapi perkembangan praktik dunia usaha tidak
dapat menerima adanya suatq institusi bisnis yang
keberadaan maupun aktivitasnya tidak dapat
dibuktikan secara otentik, karena adanya alat
bukti yang otentik dirasakan dapat memberikan rass
ﬁman dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Untuk
itulah  kebiasaan vang ada didalam praktik,
perjanjian pendirian CV selalu dilakukan secara
otentik dihadapan pejabat notsris.

Sebagai suatu perjanjian, oleh karena CV
terbentuk karena sugtu perjanjian, maka didalam
perjénjian pendirian persekutuan secara umum harus
memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu
perjanjian, sebagaimana tércantum dalam pasal 1329
KUHperdata:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu Hal tertentu;

4. siatu sebab yang hdlal.

35) M. Natzir Said, OP.CIT., h.67.
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Dari keempat syarat tersebut di atas, salah satu
diantara sahnya perjanjian adalah adanya

kesepakatan dari mereks vang mengikatkan dirinya.

Pada perjanjian pendirian CV harus ada kesesuaian
kehendak dari para sekutu, baik vang dinyatakan -
dengan kata-kata maupun secars diam~diam, Menurut-

teori kehendak {Wilstheorie), tidak mungkin -,

terjadi kesepakatan bilamana apa vang dikehendaki

kedua belah pihak tidak bersesuaian 36).

Kecakapan Jjuga menjadi syarsat sahnya -

perjanjian, ketidakecakapan dapsat menbatalkan

terjadinya perjanjian, yaitu mereka vyang belum -

dewasa; mereka vang ditaruh dibawah pengampuan dan-:

orang perempuan  ...... dan lain-lain {orang

perempuan dinyatakan cakap untuk melakukan

perbuatan hukum menurut SEMA No.3 Tahun 1883).

Selanjutnya perjanjian yang telah diBuatw f;

secara sah tersebut, menurut pasal 1334 KUHPerdata
adalah:

“"Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat
ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena‘glasin—alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup. Dan persetujuan

38) Purwahid Patrik, DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN,
Mandar Maju, Bandung, 1994, h.57.
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Juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Henurut Rutten, asas hukum perjanjian yang
diatur dalam passl 1338 diatas, mengandung 3

unsur, yaitu:

1. Asas, bahwa perjanjian vang dibuat itu psda
umumnya bukan secara formil, tetapi konsen

suil, artinya perjanjian itu selesai karena
persesuaian kehendak atau konsensus semata --

mata, disebut asas konsensualisnme.

2. Asas, bahwa pihak-pihak harus memenihi: apa -

vyang telsh dijanjikan, sebagaimansa disebut
kan dalam pasal 1338, bahwa perjanjian
berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak, maka disebut asas kekuatan mengikat
perjanjilan.

3. Asas kebebasan berkontrsk, orang bebas untuk
membuat atau tidak membusat perjanjian, bebas

menentukan isi, berlakunya dan syarat

perjanjian, dengan bentuk tertentu atau
tidak dan bebas memilih undang-undang mg@g
vang akan dipakainya untuk perjanjian itu

Dalam uraian diatas telah dikemukakan,
bahwa pasal 22 KUHD mengenai pendirian firma
dapat diberlskukan terhadap CV, dengan demikian
dalam pendirian CV jugda disyaratkan adanya akte
notaris yang berupa akte pendirian dimana juga
memuat anggaran dasar. Akte pendirian ini
kemudian didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri
setempat.

Selanjutnya akte pendirisn vang telah
didaftarkan tersebut diumumkan dalanm Tambahan
Berita Negara; Demikianlah praktik kebiasaan yang
ada di Indonesia mengenai prosedur pendirian CV,

kendatipun secara yuridis tidak ada peraturan

37) Purwahid Patrik, IBID, h. B5.
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3.

khusus vang mengaturnya, namum pelakéanaan
pendirian CV telah menjadikan prosedur pendirian

persekutuan firma sebagai bagiannya.

Kedudukan CV Sebagal Badan Usaha

a, Berdasarkan Atas Sumber Hukum Formal

Di dalam beberapa kepustakaan, kedudukan
hukum CV dapat dibedakan dalam 2 (dua) keadaan/
situasi, yakni kedudukan CV dalam keadaan statis
dan kedudukan CV dalam keadaan dinamis38).

Yang dimaksud dengan kedudukan ‘CV dalam
keadaan statis (diam) adalah segala perbuatan /
hubungan hukum yang dilakukan antara para sekutu

sendiri (hubungan intern). Sedangkan kedudukan

hukum CV dalam keadaan dinamis yaitu  kedudukan

hukum dalam keadaan bergeraknya yang berkaitan!

dengan hubungan hukum dengan pihak ketigé
(hubungan ekstern).

Untuk memperoleh pemahaman mengenai
kedudukan CV, kiranya perlu diketahui 1lebih jauh
mengenai kedua keadaan di atas. Dengan berangkat
dari pemahamﬁn bahwa dalam tatanan kehidupan
ekonomi terdapat sesuatu yang menjadi peran

utamanya yaitu manusia. Hukum dan ekonomi menjadi

38) M. Natzir Said, OP.CIT., h.217.
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berkembang:karena dijalankan oleh manusiﬁ, baik
dilakukan secara sendiri maupun berkelompok dari
mereka yang mempunyai persamsan kepentingan.
Hengingsat tidak seluruhnya kepentingan
manusia dapat dinsahakan sendiri, untuk itulah
mereka bergabung membentuk suatu kerja zama.
Perkembangan hidup manusia menganggap perlu adanya

suatu kerja sama dalam bentuk kesatusn organ vang

tersendiri, yang terpisah dari hak - hak pribadi
parsa anggotanya. Dari disini perkembangan
kehidupan hubungan antar manusisa menghendaki

adanya suatu subyek hukum baru vang dapat
bertindak kemuka mewakili‘ seluruh anggotsa
organisasi itu. Subyek hukum baru itu yang
dimaksud dengan badan hukum.

Dengan demikian, berarti manusia bokan 1lah
satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu
bentuk hukum (rechsfiguur) lain yaitu yang disebut
dengan Badan Hukum itu. Di dalam pergaulan hukum
istilah badan hukum sudah lazim digunakan,
meskipun dikalangan ahli bukuﬁ sendiri ada yang
menggunakan istilah_puruéa hukum (Oetaril Sadino),
awak hukum (St.K.Malikul Adil), pribadi hukum
(Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka) dan
sebadainya.

Badan hukum bukanlash makhluk selayaknya

manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir,
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kehendak dan tidak mempunyai "centrél bewustzijn”,
karena itu badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindsak dengan
perantara orang-orang biasa /manusia (natuurlijk
perscon). Ketentuan yang membatasi cara bertindak
darl perantara ini bisa diatur dalam anggdaran
dasar atau undang -~ undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ
disebut.sebagai badan hukum atau bukan, dapat pula
dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukun
formal, bahwa telah dipenuhinya syarat vang
diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan,
yurisprudensi atau doktrin. |

Ada kesatuan organisasi yang secara tegas
dinyatakan dalam undang-undang sebagai badan
hukum, namun ada yang tid#k disebut secara
terang-terangan, akan tetapi dapat disimpulkan’
dari realitas, sifat-sifat atau ciri-ciri yang ada
pada organisasi tersebut. Ada-juga vang kadudukapl'
badan hukum itu - ditentukan oleh yurisprudensi,
seperti yayasan.Ali Rido mengemukakan bahwa, untuk
menentukan kriteria sebagai badan hukun, doktrin
memberikan syarat sebagai berikut:

1. adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. mempunyail tujuan tértentu;

3. mempunyai kepentingan sendiri;
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4. adanya organisasi yang teratur 39).

Dari beberapsa unsur 'yang disyaratksan
diatas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria
sebagai badan hukum dapat puls dilihat dari
prosedur pendiriannya. Untuk mendirikan suatu

badan hukum, selain dipenuhinya syarat - syarat

vang diminta oleh hukum formil, mutlak diperiukan .

pengesahan dari pemerintah, seperti untuk
mendirikan PT mutlak diperlukan pengesahan dari
Menteri Kehakiman guna mendapat kan status badan
hukum (pasal 7 ayat 6 UU No.l Th.1995).

Sebaliknya, jika orang hendak mendirikan
organisasi yang bukan badan hukum, maka syarat
pengesahan dari pemerintah itu tidak diperlukan
kendatipun terhadsp syarat formil kadang kala
diakui adanya keharusan untuk memenuhi selayaknya
suatu badan hukum. Oleh karenaya bentuk organisasi
/ vperkumpulsan semacam ini banvak menjadikan
polemik baik dikalangan ahli hukum, para praktisi
hukum maupun kalangan pelaku bisnis.

Selain kriterias diatas, para sarjana banyak
vang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada
tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta
anggota organisasi dengan harta para anggota,

karena sgsyarat 1ini dianggap lebih utama bila

39) 411 Rido., OP.CIT., h.54.
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dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika
suafu badan usaha itu berkedudukan sebagai badan
hukum, maka .disyaratkan adanya pemisahan harta
kekayaan.

Namun sebaliknya apaksah setiap badan
usaha yang memiliki harta kekayaan vang terpisah
dengan sendirinys menyandang status sebagai badan
hukum. Tampaknya analogi ini tidak dapat begitu
saja diterapkan terhadap bentuk Firma dan CV.
Dikatakan oleh Pitlo, bahwa memang keterkaitan
antara harta kekaysan vyang terpisah dan badan
hukum, terdapﬁt perbedaan, akan tetapi hanyalah
perbedaan yang grsdasi =aja 45). |

Artinya kalau orang menganggap firma

sebagai badan yang mempunyai harta kekayaan yang

terpisah, maka orang seharusnya mengakui bahwa

firma 1itu juga merupakan badan hukum, sebab
kekaysan yang terpisah itu berarti para kreditur
pribadi badan hukum itu harus lebih didahulukan
daripada para kreditur pribadi para anggota.
Dengan adanya kemaﬁuan pemikiran, dan
karena hukum itu juga berkembang, maka pendirian
Pitlo mengenai pengakuan badan hukum vang
dikaitkan dengan adanys harta kekayaan vang

terpisah sebagaimana dikemukakan di atas sudah

4d) Pitlo, dikutip dari Chidir ALI,QP.CIT, h.143.
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banyak ditinggalkan.

Pada firma sendiri terlihat telah diakui
adanya kekéyaan'yang terpisah (pasal 32 RUHD),
akan tetapi oleh undang-undang, firma belum diskui
sebagai badan hukun, dan sejak tahun 1854 itu Hoge
Rasd Jjuga menolak adanya kebadan hukuman ‘firma.
Keadaan-keadaan di atas menunjukkan tidaklah
begitu mudah untuk membuat analogi antara kekayaan
vang terpissah dan pengakuan adanya badan hukum.

Pada CV sendiri perlu diadakan pemisahan
terhadap CV vyang terdiri dari seorang sekutu
komplementer dengan CV vang terdiri dari beberapa
sekutu komplementer, agar dapat ‘diketahui
perbedaan masing-masing dalam hubungannya dengan
pemisahan harta kekayaan CV yang bersangkutan.

Pemisahan harta kekayaan bagi C¢CV yang
dijalankan oleh seorang sekutun komplementer,
persoalan harta kekayaan yang terpisah bukan susty
masalah, karena sekutu pengurus itu sendiri vyang
‘ bertanggung jawab sepenuhnya, baik mengenai
pengurusan dan jalannya perusahaan, juga terhadap
pihak ketiga dilakukan atas namanysa sendiri,
keﬁdatipun harta kekayaan CV itu sébenarnya
meruprakan pemasukan bersama dari sekutu komanditer
dan ia sendiri.

| - 8elanjutnya CV yang pengurusnyas terdiri

dari beberapa sekutu komplementer, maka ' kekayaan
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CV menyerupai kekayaan suatu firma. Sebagal suatu

firma dengan sendirinya terdapat kekayaan yang
terpisah, dengan tidak menghiraukan apakah CV itu

merupakan CV terbuka (openbare CV) atau CV diam

(stille CV), sebetulnya dasar bagi paras sekutu

vang akan mendirikan CV tentu saja menggunakan

modal bersama, yaitu modal dafi sekutu komanditer -

dan sekutu komplementer.

Modal yang diusahakan dari masing - masing
sekutu ini setidak-tidaknya telah dilakukan
pencatatan -pencatatan atau vpembukuanﬂ Pasal &
KUHD mengharuskan diselenggarakan pembukuan dan
pencatatan atas setiap kekayaan, meliputi seluruh
-kekayaan vang berupa pembukuan, daftar inventaris,
daftar barang dan sebagainya,‘ dimana pencatatan
ini jelas menunjukkan adanya bukti suatu kekayaan
tersendiri dari suatu CV.

Kekayaan persekutuan vyang terpisah dari

kekayaan pribadi inilah yang menjadi Jeminan

terhadap pihak ketiga atas hutang-hutang perikatan
persekutuan. Disamping kemungkinan adanya perban
kan pula kepads kekayaan‘ pribadi daril sekutu
kémplementer menurut- imbangan masing - masing
pemasukannya, bilamana ternyata kekayaan bersama
pegsekutuan tidak mencukupinya.

Didalam " konstruksi CV perlu pula kita

membedakan antar pemisahan harta kekayaan dan

52




tanggung jawab dari para sekutu komplementer dan
sekutu komanditer.. . Bagi sekutu komplementer
tanggung jawab kepada pihak ketiga mungkin terjadi
tidak hanya terhadap kekayaan bersama persekutuan,
tetapi juga terhsdsp kekayaan pribadinya. Sedang
kan tanggung jawab sekutu komanditer sebatas modal
yvang dimasukkan dalam persekutuan, tidak sampai
menjangkau harta kekayaan pribadinya.

Henjadi semakin Jelss hubungan harta
kekayaan yang terpisah dan tanggung Jjawab dari
masing-masing sekutu, dimana suatu Cv telah
terjadi pemisahan harta kekayasn, akan tetapi
tanggung Jjawabnya tidak hanya terhadap kekayaan
persekutuan tetapi juga sampai menjangkau harta
kekayaan pribadinya. Hanva saja, kreditur
persekutuan tidak mengetahui perbedaan antara
kekayaan pribadi dan kekayaan persekutuan,
sehingga tampaknya dsalam konstruksi CV tidak
terdapat pemisahan harta.

Sedangkan dalam praktik untuk mengetahui
posiéi untung atau rugi suatu perusahaan, selalu
diadakan pembukuan, pencafatan aset perusahaan,
setidak~tidaknya ada buku kas, buku neraca, daftar
inventaris, daftar barang, daftar hutang piutang,
sehingga dengan praktik demikian ini, pada asasnya
terdapat pemisahan harta kekayaan secara

administratif intern perusshaan, vang nana
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pencatatan ini pihak ketiga tidak‘ perlu
mengetahuinya. |

Dengan pfaktik ﬁémisahan harta kekéyaan CvV
semacam ini tentunya tidak dapat dipersamakan
dengan pemisahan harta kekayaan pada konstruksi
PT, dimana unsur tanggung menanggung SeCars
bersama merupakan suatu hal yang mutlak bagi CV
sedangkan pada PT konsekwensi adanya pemisahan:
harta kekayaan adalah adanya tanggung Jawab
terbatas, sehingga Jjelas-jelas tampak adanya
hubungan keterkaitan antara pemisahan harta
kekaysan dengan tanggung Jawabnya, tidak hanysa
berupa pemisahan harta secara administratif
(intern) saja, akan tetapi juga berakibat pada
pertanggung jawabannyva yang terbatsas.
| Pada CV walaupun terdapat pemisahan hartsa
kekayaaﬁ, timbulnya pertanggung Jjawaban tidsak
terbatas kemungkinan bisa terjadi jika kekaysan
persekutuaﬁ tidak mencukupi untuk membayar hutang
- hutang kepada pihak ketiga. Sering kali terjadi,
dalam menjalankan usahanya sekutu komplemeﬁter
memasukkan nang pribadinya digunakan untuk
melakukan usaha sebagai kas persekutuan, namun
praktik-praktik demikian ini tidak mudah ‘untuk
mengatakan bahwa itu merupakan kekayaan terpisah,
secara administratif mungkin dapat diadakan

pembukuan, akan tetapi dalam hal jaminszan terhadap
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pihak ketiga tetap akan dihadapkan pada
keseluruhan harta kekayaan sekutu pengurus.
Tampaknya dalam konstruksi CV, sekalipun
terdapat pemisahan harts kekayaan, seolah-olah
tidak terdapat harta kekayaan vyang tersendiri,
dengan demikian, kembali pada syarat formil untuk

dapat diterima sebagai badan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, adanya pemisahan harta yang
dilakukan hanya secsara tertulis / administratif
(intern) perusahaan, sulit untuk menempatkan

kedudukan CV sebagai badan hukum, apalagi
‘ketiadaan syarat pengdesahan dari pemerintah pada
pendirian CV, semakin meyakinkan alasan untuk
mengkatagorikan CV pada bentuk badan usaha yang
tidak berbadan hukum.

Didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung
No.BY8K/ Sip/1974 tanggal 14-4-18974 dikatakan

bahwa,

“Di Indonesia, CV belumlah merupakan suatu
Badan Hukum, artinya bahwa badan hukum
tersebut dalam lalu 1lintas hukum belum

merupakan suatu subyek hukum tersendiri
terlepas 'dari anggota pesero pengurusnya,
vang dapat melakukan perbuatan - perbuatsan

hukum sendiri, melainkan yang dapat melakukan
melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdagang
an adalah anggota - anggota pengurusnya,
sehingga dengan demikian dalam hal CV akan
menggugat di Pengadilan satau Jjuga bilsa
digugat, maka yvang menggugat bg&ﬁnlah CV-nva,
tetapi anggota pesero pengurus .

41} Chidir Ali, HIMPUNAN YURISPRUDENSIT HURKUM
DAGANG INDONESTA, Jilid I, Pradnya Paramita
Jakarta, 1982, h.372.
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Dari paparan uraian di atas, tampaknya tidak cukup
alasan untuk menempatkan kedudukan CV sebagai
badan hukum, meskipun didalam pembentukan CV
terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan dari

para sekutu.

Mengamati laju perkembangan dunia usaha

saat ini, dirasakan perlu untuk memikirkan

kearah pentingnya pembentukan ketentuan hukum

hukum yang secara khusus_ mengatur bentuk-bentuk

badan usaha diluar bentuk PT, agar pihak-pihak

vang mengadakan hubungan hukum dengan badan

- usaha seperti CV, Firma dan persekntun perdata -

mendapatkan Jaminan perliindungan hukun vang

lebih pasti dan jelas.

b. Berdasarkan Aktivitasnya

Kedudukan CV‘ldalam aktivitasnyﬁ sebagai
badan usaha sangat erat kaitannya dengan
keberadaannya  sebagai pelaku dalam ~kegiatan
ekonomi. Sebagai badan ussaha vang melakukan
kegiatan bisnis, tentu saja syarat dengan berbagai
masalah, tidak hanya masalah ekonomi, akan
tetapi jugé masalah hukum‘ salah satu masalah

vang dirasakan amat pentingnya dari aspek kegiatan
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bisnis adalah massalah 1egalitas42)Adanya legalitas

dalam kegistan usaha dapat memberikan rasa aman

serta perlindungan hukum vang lebih pasti.
Aspek legalitas banyak mengarah kepada
masalah-masalah perizinan, vang meliputi baik

izin mengenai pendirian institusinya, maupun izin
- i%Zin yang sifatnya teknis operasional, dan ini
sangat menunjang didalam rangka melakukan operasio
nalisasi usaha.

Sebagai salah satu contoh, didalam SK
Mendag N0.1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), pada pasal 3 ayat 1 dikatakan
bahﬁa, setiap perusahaan yang ingin melaksanakan
kegiatan usahsa perdagangan wajib memiliki SIUP.
Untuk itu, agar lebih menjaga legalitas didalam
:menjélankan kegiatan usaha dibidang jasa dan

perdagangan; setelah diperoleh akte pendirian CV

dari Notaris vyang telah didaftarkan, langkah
selanjutnya adalah melengkapi dokumen-dokumen
perizinan yang sifatnya teknis operasinal, yang

42) Masalah-masalah yang kemungkinan timbul dari
kegiatan badan usaha antara lain:
1. masalah yang erat ‘kaitannya dengan  aspek
operasional;
masalah yang erat kaitannya dengan kerja
sama sntar perusahaan;
hubungan hukum yvang tercipta:
masalah legalitas;
masalah tanggung jawab perusahaan;
pembukuan termasuk perpajakan.
Bahan perkuliashanmata kuliah Badan-badan Usaha,
Program Magister Undip, Semarang, tanggal 19 Juni
1885,

sy

% o
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disesusaikan dengan bidﬁng usahanya, seperti Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah
disébutkan di atas, bagi badan usaha yang bergerak
dalam bidang usaha jasa dan perdagangan.
| Bilamana badan usahﬁ tersebut bergerak
dalam bidang usaha jasa konstruksi atau usaha jasa
pemborongan, izin teknis operasional yang perlua
dimiliki adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
{SIUJK), dimana yang berwenang mengeluarkan adalah
Departemen Pekerjaan Umum.

Untuk bidang-bidang usaha yang berhubungan

dengan pengangkutan dan telekomunikasi izin usaha

diberikan oleh Departemen Perhubungan, dan untuk

bidang wusaha keusngan, seperti perbankan dan
asuransi oleh Menteri Keuangan. Jadi secara umum,
izin teknis operasional merupakan izin -vang

dikeluarkan oleh pemerintah vang dilimpahkan

kepada masing-masing departemen disesuaikan dengan

bidang usshanyvs.

Demikisanlah, bahwa untuk menjalankan
sesuatu ussha terlebih dahulu diperlukan izin dari
pemerintah, dan sekarang ini hampir semua kegiatan
usaha di Indonesia dikenai peraturan semacam ini.

Dari aspek fFiskal Juga tidak beleh
diabaikan oleh setisp badan usaha, o0leh karena
setiap kepentingan vyang befkaitan dengan pelayanan

pemerintah, misalnya mengajukan permchonan 1izin
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usaha atau fasilitas 1lain, maka setisp pemohon

wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak

cnpwp Y997

Untuk itulah, sebelum seluruh izin
operasinal tersebut dimohon, terlebih dahulu harus
) dimiliki NPWP dari badan usaha yang bersangkutan,
sebagal gsyarat kelengkapan untuk mengajukan
permohonan izin teknis operasional pada departemen
terkait.

Meskipun masih menjadi polemik, apakah CV
itu termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum
atau tidak, namun di bidang fiskal telah
ditetapkan dengan tegas dalam pasal 2 ayat 1b

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1894 tentang Pajak

Penghasilan, bahwa;

(1) Yang menjadi Subyek Pajsk adalah:
a.1) orang pribadi;

2) warisan yvang belum terbagi sebagai satu

kesatuan, menggantikan wvang berhak;

b. badan, terdiri dari perseroan terbatas,
persercan komanditer, persercan lainnya,
badan usahda milik daerah dengan nams dan
bentuk apapun, persekutun, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, vayasan atau
organisasi vyang sejenis, lembaga, dana
pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;

c. bentuk usaha tetap.

Tampak bahwa CV telah digolongkan dsalam
subyek pajak Badan sebagaimﬁna PT dan Xoperasi.
Apakah rasio dari penggolongan ini?. Beberapa
kalangan praktisi hukum menilai bahwa penggolongan

CY¥ sebagai subyek pajak badan, adslah sangst

43) Thomas Soebroto, PANDUAN MEMBUAT PERUSAHAAN,
Cetakan pertama, Bahara Prize, Semarang, 1885,
h.53 ‘
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teﬁat, bila dilihat dari segi kepentingan fisksal,
karena yang dikenal beban pajak sebenarnya adalah
usahanya, untuk itulah = subyek pajak disini
disebutkan badan saja, bukan badan hukum
sebagaimana terminologi vyang digunakan dalam
pandangan yuridis. Jadi vang dimaksud badan dari
segi fiskal adalah badan usahanya 44).Selain itu;
mengingat kepentingan praktis dari segi fisksal,
penghitungan’ beban kewaJiban pajakl maupun
penentuan wajib pajak badan dirasakan akan 1lebih
mudah dibandingkan bila dikenakan pada masing -
maéing sekutu secars perorangan, belum lagi
lagi domisili masing-masing sekutu vang kadang
sudah berpindah alamat, sehinggs dirasakan kurang
efisien dari segi kepentingan fiskal45).

Sehingga makna penggolongan CV kedalam
subyek pajak badan dan penggolangan CV sebagsai

badan usaha yang bukan badan hukum dalam hukunm;

tidaklah dapat dipersamakan, sebab kedudukan- -
badan hukum adalah berkaitan dengan perbuatan -

hukumnya, sedanghkan kedudukan subyek pajak-

badan berkaitan dengan kegiatan usahanya.

d4) Wawancara dengan Notaris Wawan Setiawan, SH
tanggal 11 Juni 1887.

45) Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kabupaten Sideoarje, tanggal 4 Agustus 19897.
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4. CV¥ Sebagai Organisasi Ker ja Sama

a. Berdasarkan Pengaturannya.

Bila dilihat dari sisi organisasinya, CV
merupakan salah satu bentuk kerja sama diantara
para sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
Para sekutu itu pada mulasnya masih merupakan tema;
rekan, atau mungkin masih satu anggota keluarga
vang mandiri. Dengan adanya kerja sama tersebut
hubungan antar teman tadi telah meningkat menjadi
bentuk kesatuan kerja sama vang mempunyai £ujuan
bersama. Jadi seorang - individu membentuk
organisasi, apapun bentuk organisasinya tiada lain
karena ketidak mampﬁan seseorang untuk mencapai
tujuan secara perorangan. Sehingga salah satu
alasan membentuk kerija sama dengan bentuk
organisasi, seperti yang diungkapkan dalam buky
Organization, bahwa: °

reason: Thevy can accomplish things that

. individusals canhot“éa).
Dalam kepustakaan pengertian organisasi

seringkali dihubungkan dengan dengan sistem,
metode-metode yang dijumpai dalam kerja sama antar
kelompok atau manusia dalam melakukan fungsi

menejemen, tata cara kerja sama dan penyelesaian

46) Donnelly dan Gibson Ivanceviech, ORGANIZATION,
behavior, Structure, Processes, Sixth edition,
Busgsines, Publications, Texas, 188, h.S5.
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nya dalam hal terjadi konflik.
Dengan demikian dalam organisasi itu
terdapat hal-hal pokok vang penting untuk

diperhatikan, yaitu:

1. Maksud dan tujuan serta sasaran vang ingin

dicapail;
2. Pembagian tugas kewajiban dan wewenang serta

tanggung jawab yang berkaitan dengan penge-:

lompokan spesialisasi;

3. Tata hubungan antara tugas-tugas tersebut
vang meg@ﬁrah kepada sasaran yang hendak
dicapai

Oleh karena itu, CV sebagai organisasi kerja - sama
dapat dibedakan dalam beberapa hal, vang

masing-masing dpat ditinjau dari aspek:

1. Permodalan, yang mana terdapat CV yang modalnya
terbagi atas saham-saham, sedang yang lain
tidak terbagi dslam saham-saham;

2. Hubungannya dengan pihak ketiga, vyang mana
terdapat CV terbuka (openbare comanditaire
venootschap) dan CV diam;

3. EKepengurusan yang mana terdapat CV vang
dipimpin oleh seorang sekutu komplementer dan

cv yvang %égimpin oleh beberaps sekutu -

komplementer

Ditinjau dari sudut permodalan, organisasji

CV mempunyai dua bentuk permodalan, yaitu CV yang

modalnya terbsgi atas saham-saham dan tidak
terbagi dalam saham-saham, artinya sebagai CV
biasa. CV atﬁs saham ini sama sekali tidak diatur
dalam KUHD, sehingga ketentuan UUPT yang mengatur

mengenail modal perseroan secara analogis dapat

d7) Achmad Ichsan, DUNIA USAHA, Segi Hukum,
Masyarakat, Struktur/Bentuk, Kebijaksansan
Pemerintah, Cet.pertama, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1986, h.Z217.

48) H.Natzir Said, OP.CIT., h.222.
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diberlakukan terhadap CV atas saham ini. Demikian
pula terhadap penentuan jenis saham (saham atas
tunjuk atau saham atas nama) serta besarnya saham
dan cara pembagiannya dapat pula diberlakukan
ketentuan yang Berlaﬁulhagi PT. |

CV terbuka terang-terangan adalah CV yang
dengan terang-~terangan menyatakan dirinya sebagsi
CV kepada pihak Lketiga. Pern&ataan kepada pihak
ketiga ini dapat diketahui dari adanya papan nama,
kop surat keluar dan masuk atau stempel / cap
perusahaan. Sedangkan CV diam merupakan CV vang
belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan
kepada pihak ketiga, sehingga keberadaasnnya hanya
dapat dibuktikan dengan segala upaya pembuktian.
Eggens mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang
tidak tegas membedakan antara CV diam-diam dengan
cv terang—terangan49).

Secara keorganisasian CV dapat dipimpin
oleh seofang sekutu komplementer atau beberapsa
sekutu komplementer, namum KUHD tidak memberikan
pembedaan .terhadap kedua Jenis CV ini. Hanya
didalam kepustakaan seringkali dipersamakan
karakteristik dari CV yang dipimpin oleh beberapa
sekutu komplementer itu itu merupaksn persekutun

firma sedangkan CV yang dipimpin oleh seorang

489) Svekardeno, LOC.CIT.
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sekutu komplementer tidak dapat dipersamakan
dengan persekutun firma karena firﬁa hanya
mengenal tanggung jawab secara bersama-sama dari
para firmant.

Yang menjadi persoalan pada CcvV vang
dipimpin oleh seorang sekutu komplementer - dan
beberapa sekutu pengurus adalah terletak pada ada
ataun tidaknya pemisahan aﬁtara harta keksyaan
bersama dan kekayaan pribadi, dan ini hanya dapat
dijelaskan dari sisi hubungan hukum CV dengan
pihak ketiga,‘yakni apakah CV teréebut termasuk CV
terbuka atau tertutup. Yang jelas bahwa CV yang
dipimpin oleh seorang sekutu komplementer itu

=

bukan merupaksn persekutuasn firma.

b. Berdasarkan Fungsli dan Peranan Para Sekutu
Didalam struktur CV dikenal dua Jjenis
sekutu yang memegang perﬁn sangat menentuken untuk
dapat disebut = sebagai CcV, yaitﬁ sekutu
komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa
penulis menyebutnya dengan sehkutu ke:ja dan sekutu
tidak kerja atau sekutu sktif dan sekutu pasif.
Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai
-peranan / tugasnya masing- masing, yakni sekutu
komplementer adalah sekutu yvang aktif mengurus dan
menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan

hukum dengan pihak luar sedanghkan sekutu
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komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang

menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai
kewajiban memberi pemasukan modal kepada
perusahaan. |
Arti fungsi, menunjuk kepada adanya
kegunaan atau manfaat terhadap sesuatu ha148).
Dalam konstruksi CV, fungsi para’ sekutu
mengarahkan kita éada kegunaan masing-masing
sekutu vyaitu sekutu komplementer dan sekutu

komanditer.

DPari kedua sekutu tersebut, vyang Justru
lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV
yvaitu keberadaan sekutu komanditer, karena
- ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu
CV, maka persekutuan tersebut tidak dapst disebut
sebagai CV, bilamana terdapat beberapa sekutu
komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma
atau bisa juga disebut sebagai maatschap bilamana
didalamnya .hanya terdapat seorang sekutu
komplementer.

Sebaliknya juga, bila hanya terdapat sekutu
komanditer saja, tentu tidak mungkin disebut
sebagai CV, karena tidak ada sekutu vang
menjalankan perusahaan. Jadi didalam konstruksi

cv, baik sekutu komanditer maupun sekutu

58) Suléehan Yasyin, KAMUS LENGEAP BAHASA
INDONESIA, Amanah, Surabaya, 1997, h.162.
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komplementer mempunyai fungsinya masing-masing
vang saling meleéengkapi. Sekutu komanditer ini
berfungsi seolah-olah sebagai ﬁemegang merek pada
bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV,
jadi memang benar apsa vang dikatakan oleh
Purwosutjipto, bahwa CV merupakan bentuk khusus
daripada firma, dimana kekhusﬁsan itu terletak
pada adanya sekutu komanditer.

Disamping fungsi masing-masing sekutu yang
saling melengkapi, kedua Jjenis sekutu tersebut
Juga mempunyai peranan sebagaimana | ditegaskan
dalam pasal 19 KEUHD. Peraran (role) mengarahkan
kita pada pengertian akan tugas atau sesuatu yang

diperbuat 497

.Jadi peranan para sekutn merupakan
.tugas atau kewajiban dari sekutu komplementer dan
sekutu komanditer didalam konstruksi CV.

Didalam beberapa 1literatur +telah ‘banyak

disebutkan perbedaan tugas / kewajiban dari sekutu

komanditer dan sekutu. komplementer. Bahwa sekutn

komanditer hanya wajib menyerahkan wuang, barang

atau tensaga sebagai pemasukan dalam persekutuan
namum tidak turut bertugas dalam pengurusan
persekutuan, sementara sekutu komplementer selain
memberikan pemasukan juga wajib menjadi pengurus

perusahaan, disamping Jjuga berwenang mewakili

48) Sulechan Yasyin, IBID, h.377.
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1

peréeroan (vertegen Woordiging bevoegdheid) dengan
pihaklluar. |
Sehingga sekutu komanditer hanvya dapat
berperan secara intern didalam persekutusn saja,
sedangkan sekutu komplementer selain berperan
secara intern juga ekstern dengan pihak ketiga.
Bilamana sekutu komanditer turut serta menjalankan
kepengurusan, maka tanggung Jjawabnya menyerupail
tanggung jawab sekntu komplementer yaitu tanggung
jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (pasal

21KUHD) .

Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Sekutu

a. Intern

Pada dassarnya hubungan hukum intern yang
terjadi pada CV adalah hubungan hukum mengensai
perikatan - perikatan yang ada diantara sekutu
komplementer dan sekutu komanditer. Jadi vyang
menjadi dasar dari hubungsan ini adalah tentang hal
- hal yang telah disepakati antara masing - masing
sekutue. Oleh karenanya masalah hubungan intern ini
sebaiknya diatur seteliti munggin dalam anggaran
dasar CV, sehingga nantinya akte pendirian
tersebut dapat dijadikan sebagai aturan intern
vang mengikat para sekutu.

Terbatasnva ketentuan hukum mengenai CV
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mengak;batkan hubungan intern tidak cukup dijelas
kan dengan menggunakan landasan hukum dari KUHD
saja, akan tetapi juga dapat dicari dari ketentuan
dalam KUHPerdata.

Mengingat kembali, bahwa CV padsa hakikst
nya adalah bentuk khusus dari peda firma, dan
firma merupakan bagian dari bentuk persekutuan
perdata / masatschap, maka secara tidak langsung
beberapa hal yang mengatur CV banyak mengacu pads
ketentuan hukum mengenai maatschap, yaitu vyang
diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII  Buku III
KUHPerdata, yang dimulai dari pasal 1624 sampsai
dengan pasﬁl 1641.

Dari beberapa pasal itu secara garis  besar

vang mengatur hubungan intern CV meliputi:

a. Pemasukan modal diatur dalam pasal 1625 dsl.
Benda pemasukan dapat berupa benda fisik,
nang dan tenaga msanusia (fisik dan / atan
pikiran);

b. Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam
pasal 1633 dan 1634 KUHPER. Biassanya mengenai
dua hal ini diastur dalam perjanjian pendirian

persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian

persekutuan tidak diatgﬁa barulah aturan
tersebut di atas berlaku . .

Pasal yang paling awal mengatur hubungan
intern dimulai dari pasal 1624 KUHPerdata bahwa
pendirian persekutvan cukup dengan tercapainya
kehendak secara lisan. Jadi syarat tertulis dengan

akte notariil sebenarnya tidaklah diminta oleh

48) Purwosutiipto, OP.CIT. h.79.
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andang - undang, cukup dilakukan secara Konsesus.

Dengan adanya ketentuan ini secara tidak
langsung Jjuga berlaku bagi pendirian CV, vyakni
pendirian CV dapat dilakukan dengan cara konsensus
/ ‘lisan saja. Apakah dalam praktik ketentuan
teﬁsebut dapat diterapkan begitu saja?

Para pengusaha dewasa 1ini telah banyak
.meningdalkan sistem kerja sama vang tidak
tertulis/lisan, vyang didasarkan pada konsensus
semata-mata, mereka telah banyak menggunakan
si;tem kontraktual, karena dirasskan lebih aman
serta lebih dapat memberikan kebastian hukum bagi
kedua belah pihak disﬁmping kepentingan' pihak
ketiga. Kendatipun unsur kepércayaan dan itikad
baik itu masih harus selalu melekat pada setiap
hubungan bisnis, namum hukum kebiasaan dunia usaha
sudah banyak meninggalkan cara - cara ' non
kontraktual didalam mengawali setiap kerja sama
usaha. |

Saat ini, dunia usaha telah mengarah vpada
praktik-praktik bisnis dengan mendasarkan pada
kontrak yang dibuat lebih detail dan terperinci
vang mengatur tiap-tiap hak dan kewajian para
pihhk secara cukup jelas, oleh karena dunia bhisnis
adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan

inovasi yang sangat efektif karena tujuannya vyang
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. &
mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi 1).

Setelah CV didirikan oleh para sekutu
pendiri, selanjutnya tentu telah ada kesanggupan
dari sekutu komanditer memberikan pemasukan
(inbreng) modal kepada persekutun sebagaimana yang
telah dijanjikan sebelumnya. Pasal 1625
KUHPerdata mengatur mengensai pemasukan, baik
berupa pemasukan uang, benda / barang dalam arti
fisik maupun hanya berupa kemanfaatann?a saja - (het
genot) atavpun pemasukan vyang berwujud tenaga
kerja/pikiran.

Pasal ini tidak hanya mengatur mengenai
keharusan untuk memasukkan modal, akan tetapi juga
kewajiban untuk menanggung serta menjaga terhadap
adanya cacat barang-barang yang dimasukkan, baik
cacat yang ada pada barang itu, maupun cacat dari
gangguan pihak ketiga. Dan apabila seorang sekutu
tidak dapat tepat waktu memasukkan modal dari
vang diperjanjikan, maka pasal 1628 ayat 1.
membebankan bunga pada sekutu tersebut. Begitu
pun terhadap seorang sekutu vyang meminjam uang
dari kas persekutuan, dia harus membayar bunga
terhitung mulai saat dia meminjam, demikianlah

ketentuan vang tercantum dalah pasal 1626 ayat 2

51) Sri Redjeki Hartono, PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
PADA ERA TEKNOLOGI, Naskah Pidato Pengukuhan
Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1895, h. 5.
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KUHPerdata.

Asas terpenting vang harus dijunjung tinggi
ﬁada setiap bentuk perkumpulan adalah asas
kepentingan bersama yang tersimpul dalam pasal
1628-163@. KUHPerdata. Asas kepentingan bersama
bermakna bahwa, tiap-tiap anggota peréekutuan

tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan

pribadi di atas kepentingan anggota persékutuan,'

oleh karena asas ini berkaitan dengan adanya
keuntungan yang nantinya akan dinikmati semué
anggota dan juga terhadap terjadinya kerugian /
hutang-hutang yang akan menjadi beban tanggungan
semus anggota. Tapi memang sudah selayaknya semua
anggota mengutamakan kepentingan bersama sékalipun

tanpa adanya ketentuan pasal-pasal tersebut.

Salah satu kepentingan bersama yang ingih‘

dicapai persekutuan adalah mendapatkan keuntungan
/ laba perusahaan yang sebesar - besarnya.
Keuntungan ini juga harus dibagi diantara para
sekutu. Ketentuan KUHPerdata <yang mengatur soal
pembagian keuntungan dan kerugian tercantum dalam
pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUHPerdata.

. Menurut pasal 1833 cara membagi keuntungan
dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam pendirian
perusahaan. Pada badan usaha yang berbentuk cv
sebaiknya diatur secara rinci di dalam akte

pendirian CV atau anggaran dasar CV. Namun bila
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tidak =ada perjajian mengenati cara membagi »
keuntungan dan kerugian, maka menurut pasal 1833
ayat 1 pembagian dapat dilakukan dengan menetapkan
asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian
bahwa pemasukan berupa tenaga kerja akan disamakan
dengan pemasukan uang atau benda terkecil (pasal
1633 ayat 2 KUHPerdata).

Begitu pula apabila perusahaan menderita
kerugian pafa | sekutu komanditer Juga akan
menangguhg beban kerugian itu, tetapi tidak perlu
membayar kerugian sampéi melebihi batas
pemasukannya, lain sekali dengan tanggung Jawab
sekutu komplementer, beban itu sampai manjangkau
harta kekayaan pribadinya dapat digunakan sebagai
Jaminan pelunasan hutang -~ hutang persekutuan
(pasal 1131 dan 1132 KUHperdsata).

Dengan demikian kedudukan sekutu komanditer
mengenai keuntungan dan kerugian perusahsan, sama
halnya dengan kedudukan para pemegang saham pada

52) ' " . )
.Dan sekutu komanditer tidak

sebuah PT
diperbolehkan untuk dituntut agar menambah
pemasukannya serta tidak berhak meminta kembali

keuntungan yang telsh diterimanvya ( pasal 1825

82} Pasal 3 ayat I Ul No.1-1995, bahwa pemegang
saham perseroan tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama
perseroan dan tidak bertanggung Jawab atas
kerugian perseroan melebihi nilai saham yang
telah diambilnya.
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KUHPerdata). Sedangkan kedudukan  sekutu
komplementer dapat dipersama kan dengan kedudukan
para firmant dalam sebuah persekutuan fifma, vakni
mempunyai beban tanggung Jawab saling tanggung

menanggung secara penuh diantara para sekutu :

firma.

Beberapa penulis buku hukum dagang menilai :

bahwa, ketentuan pasal 1633 ayat 2 tersebut -
seolah - olah tidak menghargai nilai tenaga
kerja,53) baik yvang berupa fisik maupun nasupun

pikiran, padahai di abad industri ini sumber daya

manusia dan ilmu pengetahuan / skill manusia
memegang peran sangat penting bagi kelangsungan
bidang industri/produksi. Disamping itu kurangnysa
penghargﬁan terhadip tenaga kerja manusia, bila

dilihat dari segi Hak Asasi manusia (HAM) tidak |

sesuai dengan tatanan ekonomi global maupun asas -
asas yang ada dalam Pancasila sendiri.

Tampaknya para sekutu, baik sekutu koman-
diter maupun komplementer perlu memusyawarahkan

kembali didalam rapat anggota/pengurus agar sekutu

53) Pitlo tidak setuju dengan ketentuan pasal 16833
ayvat 2, karena merendshkan sumbangan tenaga
kerja, Soekardono, OP.CIT.,h.48. Pendapat yang
sama diutarakan Purwosutjipto bahwa, pembagian
terhadap pemasukan tenaga kerja serta berten-
tangan dengan asas sila kedua dan keempat
Pancasila, sebaliknya yang digunakan sebagali
vkuran untuk menilai tenaga kerja sebagai
inbreng adalah “hasil karya" demi kemajuan
perusahaan.
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vang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran
mendapat penilaian yang adil. Namun vyang jelas,
éecara keseluruhan tidaklah diperbolehkan untuk
menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada
pihak ketiga, demikian bunyi pasal 1834 ayat 1
KUHPerdata.

Sebaliknya diperbolehkan untuk membeban kan
kerugian pada salah seorang sekutu saja (pasal
1635 ayat 1 KUHPerdata), tetapi dilarang
memberikan keuntungan hanys kepada salah seorang
sekutu saja (pasal 1635 ayat 2), karena hal
tersebut akan bertentangan dengan prinsip dasar
pembentukan suatu persekutuan yakni mengutamakan

kepentingan bersama. Juga dilarang penetapan

kerugian maupun keuntungan yang dilakukan oleh

pihak ketiga (vide pasal 1634 KUHPerdata).

Dalam konteks hubungan hukum para sekutu
ini erat kaitannya dengan keajiban dan tanggung
jawab diantara‘éara'sekutu. Berdasarkan hukungan
hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer,
vaitu tidak diperkenankan uﬁtuk melakukan hubungan
hukum dengan pihak ketiga maka tanggung Jawab
sekutu komanditer jugsa akan merupakan tanggung
jawab kedalam (intern) yakni terhadap sekutu
komplementer, yaitu hanya menyerahkan pemasukan
vang telah diperjanjikan (pasal 19 KUHD). Sekutu

komanditer baru bertanggung jawab keluar, bila ia
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melanggar pasal 20 KHUD. Untuk memberi gambarsn
vanglebih jelas, di bawah ini disajikan secars

skematis konstruksi hubungan hukum CV.

SKEHA: 1

Sumber: X.Natsir Said, OP.CIT, 18987, h.197

A. B. C., sebagail éekutu komplementer selain
bertanggung Jjawab intern dalam mengurus Ccv
(behern) Jjuga dapat melakukan perbuatan dan
hubungan hukum keluar dengan pihak ketiga
{ekstern) atas nama CV. D.E., sebagai sekutu
komanditer (diam) hanya ada hubungan infern dengaﬁ

CY. Tapi tidak boleh melakukan perbuatan hubungan

hukum dengan pihak ketiga atas nama CV (ekstern).

D1 DZ’El’EZ hanya ada hubungan hukum dengan D dan

E dan tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan
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pihak ketiga (ekstern) atas nanma CvV.

b. Ekstern
Di dalam institusi yvang berbentuk

Persekutuan Komanditer, diantara kedua macam

sekutu, hanya sekutu komplementer/pengurus saja -

yang dapat mengadakan hubungan hukum ekstern
dengan pihak luar, sedangkan sekutu komanditer
tidak mempunyai kewenangan mengadakan hubungan
hukum dengan pihak ketiga. Perbedaan kewenangan
mélakukan hubungan hukum dari kedua sekutu
tersebut - erat hubungannya dengan kewenangan
mewakili dan tanggung jawab yang ada pada kedua
sekutu.

Pada pasal 2@ ayat 1 KUHD ditentukan bahwa
sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya
sebagai nama firms, selanjutnya pada ayat 2
menegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh

melaksanakan tugas pengurusan (beheern), walsupun

dengan menggunakan surat kuasa. Apabila sekutu-

komanditer melanggar ketenﬁuan ini, maka menurut
pasal 21 KUHD, sekutu komanditer tersebut
mempunyai‘tanggung jawab secara penuh sebagaimana
tanggung jawab sekutu komplementer.

Rasio adanya ketentuan tersebut adalah
digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya

kesalahfahaman dari sekutu komanditer, bilamana
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sekutu komanditer diperkenankan melakukan tugas
kepengurusan, sementara i£u tanggung Jjawab vang
ada pada sekutu komanditer adalah tanggung Jawab
vang terbatas sifatnya, dengan begitu pihak ketiga
dapat dirugikan karena perbuatan sekutu komanditér
tersebut. Apabila sekutu komanditer tetap
menjalankan - tugas kepengurusan: maka tanggung
jawabnya. tidak dapat dibatasi secara intern
terbatas pada pemasukannya & saja, akan tetapi
meliputi semua kekayaan yang dimiliki  bahkan
sampai menjangkau pada harta kekayaan pribadinya.
Beberapa penulis menganjufkan didalam

mengkaji kewenangan mewakili, terlebih dahulu

harus dilihat jenis -jenis CV yang ada, apakah CV -

tersebut termasuk CV diam atan CV terang -
terangan 54).Terhadap jenis CV diam {(dengan
seorang atau beberapa orang pengurus), maka
hubungan hukum ekstern dengan pihak luar tidak
dapat dilakukan secara terang-terangan  dengan

membawa/menyebut nama CV nya atan untuk

kepentingan persekutuan. Siapa yang melakukan -

hubungan hukum itu dialah satu-satunya vang
dipandang oleh pihak Ilunar sebagai pengurus CV.
Sehingga didalam jenis CV diam +idak ditemukan

hubungan sekutu pengurus dengan pihak ketiga atas

54) M.Natzir Said, OP.CIT., h.205.
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nama persekutuan/perusahaan,*akan tetapi ia akan
bertindak dengan menggunakan namanya sendiri,
kendatipun kekayaan yang dipergunakan bukanlah
merupakan ﬁiliknya sendiri tetapi terhimpun dari
milik ber%ama dengan semua sekutu komanditer.

Bagi CV diam yang hanya terdapat seorang
sekutu pengurus, maka hubungan hukum dengan pihak
luar dil#kukan oleh dirinya sendiri dan atas
namanya séndirinya serta tanggung jawab sepenuhnya
ada padanfa, sedangkan sekutu komanditer tetap
bertangguﬂg jawab terbastas pada pemasukannya. Oleh
karenanya:sulit untuk dapat mengatakan di dalan
bentuk CV diam (stille CV) yang hanya terdapat
secorang sékutu koﬁplementer/pengurus lini adanya
harta kekayaan yang terpisah.

Terhadap hutang-hutang persekutuan, dapat
kah pihak ketiga menagih langsung kepada sekutu
komanditef? atas dasar prinsip yang ada Pasal 19
bahwa, maka Polak menolak penagihan - langsung
kepada sekutu komanditer oieh pihak ketiga, sebab
sekutu penguruslah vang harus bertanggung Jawab

sepenuhnyé kepada pihak ketiga.Cukup relevan bila

pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara
langsung kepada sekutu komanditer, mengingat
sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar dan

tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar,

sehingga K tanggung Jjawabnya Juda tidak sampail




B.

kepada pihak luar (ekstern), akan tetapi tanggung

jawab terhadsp intern persekutuan.

LIXULDAST PADA UMUMNYA

Pengertian dan Pengaturan Likuidasi

Tidak ditemukan satu pasalpun di dalam KUHD
maupun KUHPerdata vang menggunakan istilah
likuidasi. Dari beberapa kepustakasan yang ada,
banyak yang membahas dalam bab yang diberi Jjudul

berakhirnya persekutuan. pemecahan atau bubarnya

persekutuan untuk menjelaskan tentang likuidasi.

Secara umum, penyebutan liknidasi sudah menjadi

suatu istilah yang dapat dimengerti didalam

masyarakat.
Jika ditinjsu dari asal katanys, vang
‘dimaksud dengan bubarnya atau berakhirnya

sebenarnya adalah "ontbinding"”, dimana arti yang
lebih mendékﬁti ‘kéfepatan adalah “pemecahanf.
Pemecahan disini dimaksudkan adalah pecsashnya para
sekutu persekutuan dengan tujﬁan untuk mengakhiri
berdirinya persekutuan.

Setelah pecahnya para sekutu bukan berarti
langsung persekutuan menjadi bubar, akan tetapi
para sekutu massih harus melakukan beberapa urusan
vang sifatnya pemberesan terhadap persekutuan yang

masih berjalan beberapa waktu lagi ( loopende
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zaken), seperti pembayaran hutang - hutang dan
tagihan-tagihan persekutuan kepada pihak ketiga,
pembagian keuntungan atau saldo kepada para sekutu
jika masih ada, dan sebagainya. Setelah urusan
pemberesan selesai barulah persekutuan dinyatakan

bubar (einde). Segala proses vyang terjadi dari

mulal pemecahan sampal urusan pemberesan itu

disebut dalam banyak literatur hukum. sebagail
likuidasi.

Heskiéun KUHD tidak menggunakan istilah
likvuidasi, namun kepustakaan hukum banyak yang
menggunakan istilah likuidasi, dan peraturan vang
dikeluarkan dewasa ini telah memasukkan likuidasi
dalam pasal-pasal khusus, bahkan digunakan puls
sebagai Jjudul peraturan, vyaitu peraturan vyang

berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan. Dalam

Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1882, pasal 37.

ayat 4 dan 5 dapat kita temukan istilah likuidasi,

Pasal 37 avat 4,

“Berdasrkan usul Bank Indonesia, sebagaimana
dimaksud ayat 3, menteri mencabut izin usaha
bank vang bersangkutan dan memerintahkan
direksi untuk melikuidasi bank tersebut”

Pasal 37 ayat 5,

"Dalam hal direksi tidak melikuidaisi bank
sebagimana dimaksud dalam ayat 4, Menteri
setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia

meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi-

bank yang bersangkutan”

meskipun UU perbankan tidak memberikan definisi,
ciri-ciri, dan struktur hukum terhadap makna

lembagsa likuidasi, namum terminologi likuidasi
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telah dimasukkan dalam perundang-undangan.
Tampaknya UU Perbankan melihat likuidasi -dalam
pengertian luas, yaitu suatu proses, vang diawali

dengan pembubaran dan diikuti dengan pemberesan.

Jadi istilah likuidasi ini mencakup lembaga

95) megkipun tidak

pembubaran dan pemberesan,
disebutkan dalam pasal~-pasalnya.

Dalam kaitannya dengsn 1likuidasi -bank,

ketentuan secara umum diatur dalam Stb.1838 - 517 .
jo 1938 - 717 tentang Ordonantie op + de -
Gerechttelijke . Bereffening van Inheense

Rechtspersonen, Setelah dikeluarkannya peraturan
khusus melalui Peratufan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1996, berdasarkan asas lex speciall derogat legi
éeneralis, maka ketentuan vyang berlaku bagi
likuidasi bank adalah PP No.68/18396 tersebut.
Dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 bahwa,
likuidasi bank adalah tindakan pemberesan berups
penyelesaian seluruh hak dan kewejiban bank
akibat pembubaran badan hukum bank. Dari ketentuan
tersebut dapat diartikan bahwa likuidasi bank
merupakan pembubaran terhadap institusi bank
sebagal badan hukum.
" Agar lebih jelas, kiranya perlu diketahui

pula pengertian likuidasi dari kamus perbankan,

55) Mariam Darus Badrulzaman, ANEKA HUKUM BISNIS,
Alumni, Bandung, 18894, h.124.
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"Likuidasi adalah pembubaran perusshaan, penagihan
pintang dan pelunasan hutang serta penyvelesaian

sisa harta/hutang antar para pemilikgs)

Sementara itq, rumusan dari Black’'s Law
Pictionary " Liquidation is the act or process of
setting or making clear,fixed and determinate that
which before was uncertain or unascertained 57}.

Dalam pandangan ahli hukum Andi Hakim,
likuidasi diartikan sebagai penyelesaian, khusus
nya untuk badan hukum/orggnisasi lain mengenai
pengakhiran, setelah keputusan untuk membubarkan
nya, suatu badan hokum setelah pembubarannya
masih bekerja untuk ményelesaikan grusannya 58).

Telah dikemukakan atas bahwa dewasa ini,
diakhir abad 26, banyak dikeluarkan pemerintah

produk hukum yang menggunaksn istilah-istilah yang

berkembang didalam dunia usaha. UUJ No.1 /1995

tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu-

produk hukum abad 20 vang telah mengalami

penyempurnaan dari ketentuan vang berlaku
sebelumnya, diantaranya mengenzai pengaturan

masalah likuidasi.

a6} Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia,
1982,

57) Black"s Law Dictionary, with Pronunciations,
Fifth Edition, h.8389.

58) Andi Hakim, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 18986, h.354.
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Didalam UU No.1/1995 pengertian 1likuidasi
dibedakan dengan pembubaran, dikatakan dalam pasal
115 ayat 4, bahwa pembubaran merupaksn proses
menunju kearah likuidasi yang selanjutnya akan
diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Kendati
pun- dalam bab ini tidak dijelaskan mengenai
likuidasi, namun mengenai sebab - sebab terjadinya
likuidasi, proses pembubaran dan pemberesannya
diatur cukup rinci mulai dari pasal 114. sampai
dengan pasal 124.

Sebetulnya ada satu keadaan vyang sangat
mirip dengan likuidasi yvaitu vang disebut
"Kepailitan” (Faillisement, Bankcruptey).  Pailit
adalah suatu keadaan dimana debitur berada dalam
keadaan tidak mampu membayar hutang - hutang
kemudian kreditur memohon kepada hakim  agar
dinyatakan pailit59). Kadang kala kepsilitan dspat
menjadikan suatu badan usaha dapat dilikuidasi,
namum likuidasi tidak selalu disebabkan oleh
kepailitan.

Kerangks pengertian likuidasi, memberikan

58) Retno Wulan Sutantio, SUATU TINJAUAN MENGENAT
KEPAILITAN, Percikan Gagasan tentang Hukum 11,
Citra Adityas Bakti, Bandung, 1893,h.83.Banding
kan dengan pengertian BERHENTI MEMBAYAR, dari
pasal 1 Faillisements verordening, tidak harus
diartikan "naar de letter” artinya bahwa yang
bersangkutan berhenti sama sekali untuk
membayar, melainkan bahwa yang bersangkutan
pada waktu diajukan permohonan pailit berada
dalam keadaan tidak dapat membayar hutang,
Chidir Ali, OP.CIT. 1882, h.Z18.
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kemungkinan yang lebih luas mengenai sebab-sebab
terjadinya likuidasi, misalnya karena ingin
bergabung dengan perusahaan lain (merger) -atsau
ingin merubah bentuk badan usaha. Demikian juga
mengenai akibat hukum dari likuidasi adalah
berbeda dengan akibat hukum dari terjadinya
kepailitan. |

Oleh sebab itu, dapat dikatskan bahwa pada
terminologi likuidasi dan kepailitan. terdapat
perbedaan yang cukup prinsipiil. Yang pertama,
terjadinya 1ikuidési tidak selalu -disebabkah
karena ketidakmampuan membayar hutang - hutang.
Sebab pada saat terjadinya likuidasi kadang kala

aset/harta kekayaan persekutuan masih ada (tidak

habis). Namun kepailitan terjadi oleh karena
ketidakmampuan membayar hutang-hutang, memang
sudah tidak tersisa lAgi harta kekayaan
persekutuan. |

Kedus, dalam likuidasi selalu akan

mengakibatkan eksistensi suatu badan menjadi bubar
/ berakhir, Sedangkan dalam kepailitan tidak
selalu mengakibatkan bubarnya institusi, cleh
karena dapat diambil alihroleh pemilik yang baru,
seorang kreditur atau pihak ketiga lainnya.

Retiga, likuidasi dapat terjadi tanpa
putusan pengadilan atan dengan putusan dari

pengadilan, sedangkan terjadinya kepailitan dengan
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melalui putusan pengadilan, dimana sebelumnnya

harus ada permohonan kepada hakim komisaris.
Vollmar betul-betul menekankan bahwa ~orang

harus dapat membedakan antara pembubaran

kebersamaan perkawinan dengan pembubaran pada

" kebersamsan dalam persekutuan. Pembubaran -

perkawinan menyvangkut lenyapnya atau putusnnya

suatu hubungén'hﬁkum, sedangkan' pada pembubaran -

persekutuan, usaha vang dijalankan bersams
berakhir dalam arti bahwa lantas tidak dapat
diterima pekerjaan-pekerjsan baru, dan disitu
masih ada sesuatu vang harus diselesaikan,
hutang-hutang yang ada masih harus dilunasi, harus
ada penghitungan keuntungan dan kerugian 65).

‘Menelusuri beberspa pengertian dari para
ahli dan sumber kepustakaan vang ada, maka
membantu kita untuk membuat penegasan bahwa
likuidasi merupakan suatu proses berangkai yang
diawali dari tahap bémecahan para sekutu dan
diikuti dengan tahap pemberesan, keseluruhan
proses tersebut vang disebut dengan likuidasi.
Setelah proses 1likuidasi itu selesail barulah
suatu institusi dikatskan bubar/berakhir.

Walsupun dirasakan cukup sulit untuk

mencari pasal - psasal yang mengatur mengenai

62) F.H. F.A.Vollmar, PENGANTAR STUDI HUKUM PERDATA
JILID II, Cetakan I terjemahan I.S5.Adiwimarto,
Rajawali Pers, Jakarta, 1984, h. 372-373.
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likuidasi, akan tetapi mengingat pada hakikatnya
CV itu Jjuga persekutuan firma dan persekutuan
firma adalah Jjuga persekutuan perdata, maka
ketentuan likuidasi CV secara tidak langsung Jjuga
dikuasai oleh pasal-pasal mengenai persekutuan
perdata.

Didalam Buku III titel ke-VIII bagian ke

empat KUHPerdata, terdapat ketentuan tentang cara

-~cara berakhirnya persekutunan perdata, yaitu
darimulai pasal 1646 sampai dengan pasal 1852.
- pasal 1646 menguraikan beberapa sebab berakhirnya
persekutuan, yaitu karena:

1. Lewatnya ﬁaktﬁ uhtuk mana bersekutuan telah

diadakan;

2. Musnahya barang atau diselesaikannya perbuatan

vang menjadi pokok persekutuan;
3. Atas kehendak semata-mata dari beberépa atau

seorang sekutu;
4. Bila salﬁh seorang sekutu meninggal / dibawa

pengampuan atau dinyvatakan pailit. ?
Pengertian pasal 1846 yang memuzat empat aysat itu
tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi pada
tiap-tisp ayatnya harus dihubungkan dengan pasal -
pagal yang lain. | . |

Pasal 16846 ayat 1, yang mengatur mengenai

berakhirnya persekutuan karena 1lewatnya waktu

harus dihubungkan dengan pasal 1647 KUHPerdata.
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Pasal 1847 menegaskan bahwa,

pembubaran persekutuwan vyang dibuat untuk suatn
waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklsah
dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnyva
atas alasan yang sah, sebagaimana Jjika seorang
sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika
seorang sekutu lain karena sakit terus menerus
menjadi tak cakap melakukan pekerjaannya untuk
persekutuan, atau lain-lain hal semacam itu vang
sah maupun pentingnya = diserahkan: kepada
pertimbangan hakim.

Dengan telah habisnya waktu yang telah ditentukan -

dalam perjanjian, secara otomatis persekutuan
menjadi bubar, namun kelangsungsan persekutuan
masih bisa diperpanjang bila semua anggota sekuta
menginginkan perpanjangannyg,- dengan ketentuan
perpanjangan tersebut harus :dilakukan' pada saat
sebelum waktu yang telah ditentukan habis.
Sebaliknya apabilsa persekutuan menjadi
pecah sebelum waktu persekutuan habis, maka
pemecahan itu harus diputus oleh hakim dengan
slagan-alasan menurut hukum (wetige redenen),
seperti, tidak terpenuhinya kewajiban pemzsukan
dari seorang sekutu atau salah seorang sakit terus
menerus. Maksud pasal 1647 itu untuk memberikan
kesempatan pada persekutuan melepaskan diri dari
rersekutuan karena ketidakmampuannya tersebut.
Pasal 1646 ayat 2 yang mengatur mengenai
berakhirnya persekutuan yang disebabkan oleh
musnahnya barang haruslah dihubungkan dengan pasal

1848 KUHperdata. Pasal 1648 menentukan bahwa,

Jika salsh seorang'telah berjanji akan memasukkan
miliknys atas suatu barang kedalam persekutuqn,
dan barangd 1tn musnah sebelum pemasukan ity
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terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi
bubar terhadap semus sekutu.

Begitu pula persekutusn dalam sedalas hal bubar
Jika barangnya musnah, apabila hanysa kenikmatan
atas barang itu saja yang dimasukkan dalam
persekutuan, sedangkan hak milik tetap berada pada
si sehkutu.

-Tetapi persekutuan  tidak menjadi bubar karens
musnahnya barang vang hak miliknya telah
dimasukkan dalam persekutuan.

Déngan musnahnya barang vyang digunakan untuk
persekutuan, tentunya akan membawa akibat tidak
dapat dilanjutkan kegiatan persekutuan, dengan
bégitu keuntungan yang sedianya diperoleh juga
tidak skan dapat diraih.

Pasal 1646 sub 3 vyang mengatur mengenai-
berakhirnya persekutuan karena atas kehendak dari
beberapa ataun seorang sekutu haruslah dihubungkan
dengan pasal 1649 dan pasal 1650 KUHperdata. Pasal

1648 KUHPerdata berbunyi:

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak
beberaps orang atau .seorang sekutu, Jika
persekuntuan itu telah dibuat tidak untuk suatu
waktu tertentu. pembubaran terjadi, dalam hal
tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian
ini terjadi dengan itikad baik dan tidak
dilaksanakan dengan secara tidak memberikan waktu. -

Selanjutnya pasal 1650 mengatakan bahwa:

Pemberitahuan penghentian disnggap telah dilakukan
tidak dengan itikad baik apabila seorang sekutu
menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk
mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri,
sedangkan para sekutu telah merancangkan akan
bersama-sama menikmati keuntungan tersebut.
Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secars
tidak memberikan waktu, apsbila barang-barang
persekutuan tidak lagi terdapat dalsm keseluruvhan:
nya, sedangkan kepentingan persekutun menuntut
supaya rembebanannya diundurkan.

Dapat saja pembérhemtian persekﬂtuan‘ vang tidak

ditentukan waktunya tersebut dilakukan dengan cara
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semena-mena oleh seseorang/beberapa orang sekutu.
Untuk menghindari kesewenang-wenangan, maka
ketentuan undang-undang. hanya memperbolehkan
pemberitahuan penghentian (opzegging) itu
dilakukan secara jujur dan ﬁidak pada saat yang
tidak layak (ontijdig).

Rasio pasal 1658 itu ialah untuk mencegah
salah penggunaan hak untuk sepihak (eenzijdié}
untuk memecaﬁ pefsekutuan. Dengan berdasarkan pada
yurisprudensi, Polak mengatakan bahwa pasal 1649

itu bukan merupakan peraturan hukum vang

memaksaSI).

Pasal 1848 sub 4 yang mengatur mengenai-
berakhirnyva persekutuan karena salah seorang
sekutu meninggal atau ditsruh dibawﬁh pengampuan ,
stau pailit haruslah dihubungkan dengan pasal

1851. Pasal 1851 menegaskan bahwa:

Jika telah diperjanjikan bahwa, apabila salah
seorang sekutu meninggal, persekutuannys akan
berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan
berlangsung terus diantara sekutu-sekutu vang
masih ada, wmaks janji~janji tersebut harus
ditaati. ‘ _

Dalam hal vang kedua, &ahli waris si meninggal
tidak mempunyai hak vyang 1lebih dari pada .atas
pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu
meninggalnya si sekutu, tetapi ia mendapat bagian
dari keuntungan serta turut memikul kerugian Yyang
merupakan akibat - akibat mutlak dari perbuatan -
perbuatan yang terjadil oleh si sekutu dari siapa
ija ahli warisnys meninggal.

Pada asasnya peristiwa-peristiwa vang tercantum

61) Scekardono, OP.CIT.
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dalam pasal 1646 sub 4 dapat méngakibatkan
pecahnya persekutuan, namum Jika sejak awal
pembentukan persekutuan telah ditetapkan lain
dalam perjanjian, kelangsungan persekutuan masih
tetap terus dilanjutkan.

Seiring dengan semakin pesatnya dunia
usaha, kemajuan dan kehancuran usahsa dapat
terjadi dengan berbagai sebab. Kompleksitas
persoalan bubarnya suatu usaha Jjuga tidak dapat
dibatasi hanya dengan empat buah ketentuan
tersebut di atas, menainkan masih dimungkinkan
disebabkan oleh keadaan - keadaan dilvuar dari
ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu banyak
Qalangan vang berpendapat bahwa ketentuan mengenai
bubarnya persekutudn dalam KUHPerdata itu bukanlsah

suatu ketetapan yang bersifat harga mati.

Proses Likuidasi

a. Tahap Pembubaran 62)

Telah banyak kalangan vyang sepakat bahwa
dalam hal-hal tertentu ketentuan tentang firma
maupun persekutun perdata dapat diberlakukan
terhadap CV. Demikian juga dalam hal pembubaran CV

ini, dapat diberlakukan ketentuan passal 31 sampai

§2) Soekardono menggunakan istilah PEMECAHAN
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dengan pasal 35 KUHD vang mengatur proses
pembubaran firma,

Dalam bagiasn terdahulu telah dikemukakan
bahwa bubarnya persekutuén dapat terjadi dengan
sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan dalam

pasal 1848 - 1851 atau diluar ketentuan itu.

Terlepas dari apapun yang menjadi sebab bubarnya -

persekutuan, yang pasti pembubaran itu harus
dilaksanakan bila suatu persekutuan akan
dilikuidasi, karena pembubaran merupakan tahap

paling awal dari keselurnhan rangkaian proses
likuidasi.

Pembubaran dilaksanakan setelah betul-betul

telah dapat dipastikan bshwa persekutuan sudah

tidak dapat dilanjutkan lagi kegiatannya. Dengan
telah dibubarkannya ‘persekutuan, kesatuan kerja
sama diantéfa péra sekutu menjadi tidak ada lagi,
para sekutu menjadi pecah dan tidak ada lagi
kesatuan hak dan kewajiban untuk memperjuangkan
tujuan bersama. Menurut pasal 31 KUHD, pembubaran
sﬁatu persekutuan firma harus dilakukan dengan
akte otentik, dihadapan pejabat Notaris,
dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman.
Eelalaian atas pendaftaran dan pengumuman
diatas dapat mengakibatkan tidak berlakunya
pembubaran tersebut terhadap pihak ketigda. Maksud

dikeluarkannya ketentwnan ini agar pihak ketigsa
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vang mempunyai kepentingan dengan persekutuan
vang akan bubar tersebut dapat mengetahui,
sehingga tidak dirugikan. karena pihak ketiga
dapat segera menghubungi suatu persekutuan untuk
dapat meminta pelunasan pembayaran.

Pada tahap pembubaran ini, karema telah
pecahnya kesatuan diantara para sekutu, sehingga
tidak dimungkinkan untuk menerima transaksi baru,
seandainya masih ada kegiatan, itu hanyalah
sekedar melanjutkan dari transaksi yang masih
tersisa, bukan membuka transaksi baru. Oleh karena
kegiatan usaha yang mengatas namakan persekutuan
telah berakhir dengan pernysataan bubar dari para
sekutu.l Langkah selanjutnya, persekutuan harus
melakukan pemberesan atas seluruh harta kekayaan

persekutuan yang masih ada.

b. Tahap Pemberesan

Tahap pemberesan ini merupakan tahap
setelah persekutuan dinyvatakan bubar (tahap
pembubaran). Setiap likuidasi memerlukan suatu

pemberesan yakni mengenai urusan-urusan yvang
berkaitan dengan penghitungan hutang-hutang,
tagihan-tagihan, aset persekutuan vang masih
tersisa, saldo vang perlu dibagi, bila ada, atau
mungkin pembebanan kerugian kepads sekutu kﬁrena

gsisa kekayaan tidak mencukupi.
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Jika saturan pembagian keuntungan dan
pembebanan kerugian tidak diatur dalam perjanjian
pendirian persekuntuan atau dalam anggaran dasar,
maka dapat diperlakukan pasal 18633 dan 1635
KUHperdata. Pehbagian keuntungan atau kérugian itu
dilakukan setelah diambil upah para pemberes dan
lgin—lainya, barulah sisanya dibagi diantara
sekutu, jiks tidak terdapat saldo, para sekutu
dibebani membayar hutang persekutun atas dasar
imbangan jumlah pemasukan (vide pasal 33 KUHD).

Untuk menggambarkan proses pemberesan
diperlukan laporan yang menyangkut perubahan
kekayaan persekutuan, alokasi rugi laba, realisasi
_pengeluaran untuk membayar hutang baik kepada
kreditur ekstern maupun utang kepada investor,
karena itu untuk menyusun laporan tersebut
diperlukan bantuan seorang akuntan.

Dari segi akutansi, proses likuidasi63) ini
meliputi tiga tahap kegiatan pokok, yaitu:

1. Kegiatan menjual aktiva;
2. Kegiatan pelunasan utang persekutuan;

3. Kegiatan pengembalian hak penyertaan

£3) Dari segi akutansi, likvidasi yang dimaksudkan
disini adalah proses pemberesan, dengan tidak
mengurangl maksudnya, serta untuk menjaga
konsistensi penggunaan istilah, maka dalam
tulisan ini tetap digunakan istilah pemberesan
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sekutugé}

‘Tampaknya dari segi akutansi proses pemberesan
dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan vyang
tersusun denéan éistematis. |

Bila dilihat dari segl berapa lama jangka
waktu berlangsungnya pemberesan dapat
direalisasikan, dalam pandangan akutansi terdapat
dua jalan yang dapat dilakukan, yaitu:

(1) pemberesan / likuidasi langsung;
(2) pemberesan/likuidasi bertahap 65)

Pemberesan langsung biasanya dilakukan
apabila realisasi dari pemberesan dapat
berlangsung secara sekaligus dan tidak memerlukan
waktu yang lama. Pembayaran kas kepada sekutu
dilakukahlsegera éetelaﬁ realisasi sudgk Eerakhir
secara keseluruhan. Secars teknis akutansi
penerapan likuidasi langsung lebih mudah dilakuakn
dibandingkan dengan likuidasi bertahap, karena
dalam pemberesan langsung kerugian dan keuntungan
dapat diketahui sebelum pembayaran saldo hak
penyertaan sekutu dilakukan.

Sedangkan likunidasi bertahap adalah

likuidasi yang dilakukan secara tidak sekaligus,

artinys pProses pemberesan terjadi dengan

64) Nurofik, ARKUTANSI PERSEKUTUAN, Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi TKFN, yogyakarta, tanpa tahun,
h.54.

85) Nurofik, IBID, h.54 - 55.
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membutuhkan waktu vang lama, sehingga pembayaran
kas kepada sekutu tidak perlu menunggu sampal
realisasi selesal secara keseluruhan, melainkan
pada setiap akhir tahap fealisasi, derigan syarat
kewajiban kepada kreditur ekstern telah dibayar
lunas. |

Pada pemberesan bertahap, realisai rugi
laba tidak bisa diketahui, sebab masih ada nilai
realisasi atas aktiva yang belum dijual. Dengén
demikian, setisp pembayaran kas kepada para sekutu
harus dilakonkan dengan mempertimbangkan pada
kemungkinan terjadinya rugi atas aktiva vang belum
direalisai . atau kemungkinan rugi vyang timbul
akibat kegagalan sekutu  yang janji akan memeberi
tambahan pemzsukan.

Berikut ini. contoh penerapan Apemberesaﬁ
langsung. Neraca persekutuan (CV) ELZA per 1 mei

1981 {(sesaat sebelum likuidasi), disajikan sebagai

berikut:
TABEL: I
Persekutuan ELZA
Neraca per 1 Mei 1991
Kas Rp. 2.000 Utang Rp. 15.000
Aktiva Lain-lain 36.000 Utang, L 1.200.
Utang, A 1.000
Utang, E 8.400
Utang, L 6.200
Utang, Z 4,100
Utang, A 2.000
Totel Aktiva Rp. 38.000 | Total Pasiva Rp._38.000

¢
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Dengan asumsi nilai realisasi dalam periode 1 - 31
Mei 1991 adalah Rp.Z28.008,8¢%,-, maka laporan
pemberesan (sebagai 1laporan untuk menggambarkan

proses likuidasi) CV. ELZA akan tampak sebagai

berikut:
TABEL: II

Persekutuan ELZA

Laporan Likuidasi ( 1 - 31 Mei 1991)

Uraian Kegiatan Aktva Uteng Utang | Utang Modal dan % L/R
L A
" Kas | Akhva E, L YA A
Lan-lgin . 30% 30% 20% 20%

Saldo sebelum bkuidas 2.000 36.000 15,000 1.200 1.000 3.400 6300 | 4.100 | 2.000
1) Realisasi dan distribusi '
rugi 28.000 {36.000 (2400 (2.400 | (1.600 -} (1.600

30.000 15.000 1.200 1.000 6.000 3000 | 2.500 ‘ 400
i) Pembayaran utang kepada
kreditur ekstern (is.000 (15.000

15.000 ' 1.200 1 1.000 6.000 3.900 | 2.500 400 ;
3) Pembayaran kepada ,
sekutu (15.000 (1.200 | (1.000 (6.000 @3so0| (2.500| (400 :

Sumber: Nurofik, AKUTARSI PERSEKUTUAN, h.S6.

1) Dalam realisasi timbul rugi sebesar Rp.8.000,-
(Rp.36.909,90 - Rp.28.000,98). Kerugian ini
dibebankan ke rekening modal masing - masing
sekutu ratio rugil laba persekutuan.

2) Pada saat kas tersedia telah cukup untuk meluna

si kewajiban persekutuan, prioritas pembayaran
pertama adalah kepada kreditur ekstern.

3) Setelah kewajiban kepada pihak ekstern dipenuhi

sisa kas yang ada dibagikan kepada para sekutu

dengan prioritas pembayaran (1) sebagai
pelunasan hutang kepada sekutu (kreditur
intern), dan (2) sebagai pengembalian modal
sekutu.
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3.

Tapggqhg.J§w§b Likuidator

a. Intern

Setelah persekutuan menyatakan diri bubar,

bukan berarti bahwa telsah terhenti sama seksali.

segala kegiatan vang berkaitan dengan urusan

persekutuan. Dalam beberapa saat masih
dimungkinkan persekutyuan melakukan aktivitasnya

hanya sajs sekedar wuntuk melanjutkan transaksi-

transaksi yang dulu telah berlangsung, bukan -

membuka atan memulai transaksi yang baru. Oleh
karenanya pada fase vang dikatakan sebagai fase

pemberesan ini merupakan mass penghitungan atas
kekayaan pPersekutuan vang masih tersiss,

penghitungan hutang maupun tagihan kepada pihak

ketiga. Pengurus vang ditugaékan pada kegiatan -

pemberesan disebut dengan likuidator/pemberes,

Likuidator dapat terdiri dari seorang atau
beberapa orané. Likuidari bisa dipilih dari para
sekutu kohplementer sendiri, atau orang rdiluar
pPersekutuan. Bils tiéak terdapat kesepakatan, mska
dapat meminta hakim untuk menerntukan
likuidatornya. Untuk ity sebaiknya ' sejak saat
persekutuan didirikan telah diadakan pengaturan
dalam anggaran dasar persekutuan soal siapa dan
berapa yang bertindak sebagai iikuidator.

Vollmar mengatakan bahwa Jika tidak

ditentukan dalam anggaran dasar mengenai siapa
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vang dapat bertindak sebagai likuidator dan berapa
jumlah wvang dikehendaki, maka disini mereks secara
bersama-sama dapat bertindak sebagail likwidaturgs?
Bila terdapat lebih dari seorang likuidator,
berlaku asas vyang terdapat dalam pasal 16837
- KUHPerdata, wyaitu tiap-tiap likuidater dapaf
bertindak sendiri -  sendiri, asal tetap
bertanggungjawab atas segala tindakannya. Tugas
likuidator ini selain melakukan urusan
penghitungan Jjuga harus mendaftarkan akte
pembubaran persekutuan tersebut di Pengadilan
Neéeri setempat, serta dengan dasar ‘itikad baik
pembubaran tersebut - juga diumumkan dalam surat
kabar ibu kota agar diketahuil oleh pihak hketiga,
sekalipun KUHD tidak pernah mengsatur mengenai
pengumuman ini.

Konstruksi hubungan hukum vyang terjadi
antara likuidstor dan pars sekutu adalah hubungan
hukum pemberian kuasa, para sekutu sebagai'pembéri
kussa dan likuidator sebagaili penerims kuasa.
Menurut pasal 18842 KUHPerdats, likuidator sebagai
penerima kuasa adalah bertanggung jawab_ atas
segala perbuatannys kepgda sekutu dan berkewajiban

untuk membayar ganti kerugian bila persekutuan

66) Vollmar, LOC.CIT., h.376.
Henurvt Gani Jemat, bila diatur dalam
anggaran dasar, biasanya ditunjuk seorang
akuntan sebagai 1likuvidator, BANKRUPTCY &
LEGAL PROCEFEDING, Menejemen dan Usahawan
No.2 Th.XIX Pebruari 1994.
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ganti kerugian bila persekutuan menderita rugi
karena kelalaian atau kesalahannya.

Oleh karena likuidator berkedudukan sebagai
penserima kuasa, maka segéla rerikatan yvang dibuat

oleh likuidator itu hanya bertanggung Jawab

sebatas apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian

pengangkatannya, demikian bunyi pasal 1884 KUH
Perdata, sehingga segala perikatan yang dibuat
oleh likuidatpr kepada pihak ketiga merupakan
perikatan atsas beban persekutuan, sepanjang

likuidator tidak melampaui batas keknasaannya.

Proses pemberesan dikatakan telah selessai-

apabila penagihan dari pihak ketiga sudah dilunasi
semuanya. Setelah ‘itu barulah honorarium para
likuidator, dan bila masih ada sisa, maka dapat
diadakan pembagian antaras para sekutu, sedangkan
Jika tidak terdapat sisa, maka pembagian beban
kerugian ditetapkan sesuai dengan aturan dalam
perjanjian pendirian persekutuan, dan bilamana
tidak diperjanjikan, maka akan dibagi sesuai
dengan imbangan nilal pemasukannya. Akan tetapi
beberapa waktu kemudian, bilamana masih muncul
kreditur baru vyang mendalilkan bahwa dirinya
mempuhyai beberapa tagihan vangd masih belum
terbayar, maka perkara tersebut harus diserahkan
kepada hakim. Hakim dapat membuka kembali arsip
'pemberesannya, sepanjang ada bukti yang menguatkan

untuk itu, bahkan dimungkinkan hakim menganghkat
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seorang iikuidator baru bila diperlukan.

Setelah likuidator betul-betul telah
selesai melaksanakasn tugss pemberesan, maka 1ia
harus memberikan 1laporan hasil penghitungannya
itu. Secara intern dalam struktur CV hazil laporan
itu disampaikan kepada para sekutu CV, sedangkan
dalam PT, laporan hasil pemberesan dapat
disampaikan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang
Saham). |

Laporan disampaikan secara tertulis dengan
disertal segala dokumen-dokumen yang menunjang.
Setelah para sekutu meneliti semua laporan, apakah
semua kreditur sudah dilunasi termasuk honorarium
likuidator, maka likunidator dapat dibebaskan dari

tanggung . jawab atas tugas-tugasnya.

b. Ekstern

Dalam menjalankan tugas pemberesan,
likuidator tidak hanya bertanégung Jjawab
menyampaikan laporannya secara intern kepada para
sekutu saja atau pada RUPS saja, namum likuidator
juga harus bertanggung jawab secara ekstern vyang

berkaitan dengan pihak luar. Pada asasnya, dalam

metiap bentuk badan usaha, baik yvang berbentuk
persekutuan maupun perseroan, tanggung jawab
ckastern adalah berkaitan dengan pihak luar,

yaitu‘para'kreditur atau masyarakat luas, namun

pada beberapa bentuk badaﬁ . usaha tertentu,
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tanggung jawab ekstern itu tidsak hanya berkaitan
dengan para kreditur persekutuan saja, tetapi juga
menyangkut dengan tanggung jawab kepada lembaga
pemerintah.

Misalnya, - dalam struktur Perseroan yvang
bergerak dilingkungan lembaga keuangan atau

perbankan, likuidator bertanggung Jjawab kepads

pejabat pemerintah yang berwenang, dalam hal ini- .

adalah Menteri Keuangan. Jika perseroan tersebut

bergerak diluar bidang keuangan, likuidator harus

memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya -

kepada menteri teknis yvang membawahi bidang usaha
perseroan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai
forum RUPS. |

Dalam struktur Perusahaan Daerah, laporan
pertanggung Jjawaban juga harus dibérikan kepada
Pemerintah Daerah yvang mendirikan perusahaan yang
bersangkutan. Dalam hal seorang likuidator vyang
pengangkatannya ditunjuk oleh hakim juga harus
memberikan laporan pertanggung jahaban itu kepada
hakim®7’ Sedangkan bagi CV tanggung  jawab

likuidator secara ekstern adalah berkaitan dengan

pelunasan kepada para kreditur persekutuan.

B87) Pembubsaran badsn usaha dapat terjsdi karena
putusan pengadilan atau tanpa putusan pengadi-
lan, Gani Jemat, IBID, h.37.
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5.

FPerkembangan Likuidasi dalam Kegiatan Bisnis

a. Likuidasi Formil
Pada dasarnya likuidasi dapat difshami
sebagai arti dari pembubaran, dan prosedur

likuidasi dalam arti luas mengandung suatu proses,

dimana tahsp awal dari proses tersebut =adalah-

pecah/bubarnyva para sekutu dan diikuti dengan
tahap pemberesan. Akibat hukum dari terjadinya
Yikuidasi adalah bubarnya eksistensi suatu
institusi atau badan usaha.

Dengan pesatnya perkembangan kegiatan
bisnis, menjadikan semakin ketatnya persaingan
didalam dunia usaha. Tampaknya masalah umum yangd
sering menjadi persoalan .dunia usaha- adalah
tersedisnya sumber dans atan modal yang cukup
agar tetap eksis didalam menjalankan kegiatan
usaha. Untuk itulah berbagai strategi bersaing
telah banyak dikembangkan dalam praktik, seperti
melalui strategi merger, akuisisi, konsolidasi,
dan likuidasi, baik likuiﬂasi untuk merger maupun
likuidasi untuk merubah bentuk badan usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha itu
menuntut adanya perubashan - perubahan (inovasi)
baik dari aspek hukum maupun aspek menejerial,
seperti perubahan = kinerja, perubahan organisasi
kepemilikan, maupun penyempurnaan peraturan -
éeraturan vang berkaltan dengan dunia usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir ini,upaya
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merger dan likuidasi Jjuga telah dilakukan oleh
pemerintah terhadap perusahaan - perusahaan‘negara
(BUHR) yang dinilai mengalami kesulitan keuangan
serta tidak dapat pengembangan usaha atsun vyang
sering kali dikatakan ~sebagai perusahaan yang
tidak sehat.‘Bérdasérkan Surat Keputﬁsan Henteri
Reuangan No. 749 / 1989, kriteria penilaian BUHN
meliputi: rentabilitas, likuiditas, dan
solvabilitas.

Sebagai gambaran, pada tahun 188@, PT Pusat
Perkayuan Marunda telah dilikuidasi dan seluruh
kekayaan hasil likuidasi dialihkan ke PT Kawasan
Berikat Nusantara, PT Karya HMina dilikuidasi dan
kemudian merger dengan PT Tirta Raya, dan PT Batu
Bars dilikuidasi kemudian merger dengan PT Tambang
Batu Bara Bukit Asamas).

Sebagaimanﬁ dal#ﬁ uraian sebeluhnyﬁ, dalam
arti luas likuidasi difahami sebagai suatu proses
vang diawali dengan pembubaran dan diikuti dengan
pemberesan, dimana akibat dari likuidasi itu
menjadikan bubarnya eksistensi badan usaha.
Terlepas dari apa yang menjadi sebab dan tujuan
diadakan likuidasi, kedua tahap pembubaran dan
pembereéan itu perlu dilalui dalam setiap proses-
likuidasi.

Dalam struktur hukum merger, pengertian

88) Menejemen dan Usahawan No.7 Tahun XXV Juni
1988, h. 55.
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nerger difahami sebagal bentuk kerjs sama yang ada
diantara perusahaan, vakni adanya sebuah
perusahaan yang mengambil alih satu atau 1lebih
- perusahaan vang lain. - Setelah terjadi
pengambilalihan, perusahaan vyang diambil alih
tersebut dibubarkan sehinggs eksistensinya sebagail
badan hukum lenyap dan kegiatan usahsanys
dilanjutkan oleh perusahaan yvang mengambil
a1ih%%’, Pada waktu terjadinya pengambilalihan,
tentunya perﬁsahaan harus berada dalasm stadium
likuidasi, dimana pada umumnya perusahaan dalam
" stadium ini diberi tanda "dalam likuidasi”.

Perbuatan dalam proses pemberesan tidak
lain adalah tahap penghitungan atas harta
kekayaan dan | hutang-hutang perusahaﬁn, Jugsa
pembagian hasil saldonya kepada para pemilik.
Masalahnya sekarang apakah dalam konstruksi
likuidasi untuk merger ini juga diperlukan proses
pemberessn , seperti yang dimaksudkan dalam pasal
1665 KUHPerdata dan pasal 33 dan 34 KUHD atau
pasal 118 ayat 2 UU No. 1/1995 bagi PT.

Pasal'1885 KUUHPerdata menegaskan bahwa,

"Pada waktu membubarkan perkumpulan vang
semacam itu anggota-anggota yang masih ada atau
anggota - anggota vang paling akhir ada,
diwajibkan melunssi utang-utang perkumpulan,
sejumlah adanya kekayaan, dan mereka hanyalah

69) Placidus Sudibyo dan Nindyo Pramono, Seminar
Nasional PERANAN PRINSIP - .PRINSIP AKUTANSI
INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
ERDUA, Hotel Borebudur, Jjakarta 16-17 Desember
18991, h.Z. )
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diperkenankan membagi-bagi atan mengambil
sisanya dan dengan demikian juga memindahkan
kepada ahli waris - ahli waris mereksa. _
Dalam hsal memanggil orang-orang pemegang
piutang menyelesaikan pertanggungan Jjawab dan
membayar utang-utang mereka itu tunduk pada
kewsjiban-kewajiban seperti yang dipikul oleh
ahli waris - ahli waris vyang menerima sustu
warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan
pencatatan harta kekayaan.
Jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu,
maka mereka dapat dituntut untuk membayar
utang masing-masing untuk seluruhnya, sedangkan
beban ini dapat beralih kepada ahli waris
mereka’

Dan pasal 33 KUHD menegaskan bahwa,

"apabila keadaan keuangan dari kas perseroan
vang telah dibubarkan itu tidak cukup guna
membayar segala utang yang telah dapat ditagih,
maka untuk keperluan itu mereka vyang bertugas
akan memberesinya boleh menarik uang-uang vyang
oleh sekalian pesero untuk bagian masing-masing
dalam pesercan, akan harus dimasukkannya”

Selanjutnya Pasal 34 menganjurkan, bahwa segals
vang dari kas vang sepanjang pemberessan tidak
diperlukan, untuk sementara.harus dibagi.

Sementara dalam pasal 118 ayat 2 UU No.1l / 1885

vang dimaksud dengan tindakan pemberesasn meliputi:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan

perserosan;

penentuan tata cara pembagian kekayaan;

pembayaran kepada para kreditor;

pembayaran sisa kekayaan hasil 1likuidasi

kepads pemegang saham; dan

e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan
dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;

Ao o

Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan materiil
vang mengatur proses likuidasi. Terhadap perscalan
di atas, para ahii hﬁkum pernah hengemukakan
pandangannya di dalam suatu forum Seminar Nasional
tentang PT di Universitas Padjadjaran Bandung
bahwa likuidasi untuk' merger vang khusus

dilakukan dalam dunia perbankan telah ada
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ketentuannya yaitu PP No.72 / 1992 dan PP No.71 /
18982 wvyang mengatur Badan Usaha dan’ Bank
Perkreditan Rakyat, dalam hal terjadinya merger
atau konsolidasi.
| .Jadi dalam hal likuidasi bank untuk tujuan
merger tidak diperlukan proses likuidasi secara
materiil, aftinya tidak perlu dilakukan proses
pemberesan. Sebab likuidasi pada merger hanya
dilakukan sebagail formalitas saja, yaitu hanya
untuk memenuhi ketentuan undang-undang vang
berlsku, yakni terhadap perusahaan yang dimerger
(diambil alih) haruslah dibubarkan’?’ Sependapat
dengan pandangan'fang dikemukakan Zaylemakegj)
bahwa likuidasi pada merger hanya perlu dilakukan
secara formil artinya tidak diperlukan adanya
proses pemberesan, karena pada dasarnya tidak ada
penghentian usaha dari perusahaan lama. Segala
aktivitas usaha akan dilanjutkan oleh perusahsan
vang mengambil alih (perusahaan hasil merger).
Dengan demikian, likuwuidasi untuk merger
dapat difahami bahwa proses pemberesan itu tidak
dilakukan sesusi dengan maksud pemberesan. Jika

terdapat penghitungan dalam pemberesan, hal itu

78) PDalam praktik usaha perbankan, biasanya bank
bank yang dilikuidasi tersebut menjadi bank
cabang dari bank yang telah bergabung,
sehingga disini tidak diperlukan izin pendiri-
an bank baru, tetapi izin penggabungan usaha-
riya saja., Gani Jemat, LOC.CIT.,h.349.

71) Annie Woworuntu, LOC.CIT.
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dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui posisi
akhir (sebelum diadakan likuidasi) dari aktiva dan
pasiva perussahaan vyang akan dimerger. Biasanvya
perusahaan perusahaan yang dimerger dapat menjadi

perusahaan cabang dan pemilik perusshaan yang

dimerger dapat ber gabung dengan perusahaan hasil -

merger.
b.kﬁikuidasi Materiil}

Di dalam perkembangan kegiatan bisnis
penggunaan likuidasi tidak hanya sebagai upaﬁa
pembubaran suatu institusi saja namum Jjuga dapat
digunakan sebagai cara pengembangan usaha. Oleh
sebab itu selain likuidasi itu untuk tujuan untuk
merger, diketahui pula .adanya likuidasi vang
bertujuan untuk merubah bentuk badan usaha., Hal
ini biasanya dilakukan terhadap badan-badan usaha
vangd masih berbentuk persekutuan CV atau Firma
.untuk menjadi suatu persercan atau PT 72).

. Terlepas dari apapun yvang menjadi sebab dan
alasan perubahan tersebut, secara yuridis prosedur
ﬁerubéhan itu tidak terdapat ketentuan khusus vyang
mengatur dan dalam praktik Jjuga telah berjalan
sesual dengan kebiasasn yang ada. Beberaps hal

[

yang menjadi pertimbangan praktis ternyata Jjustru

72) Munir Fuady menyebut dengan 1istilah REORGANT
SAS5I YURIDIS, yakni perubahan mengenal bentuk
perusahaan, misalnya dari CV ke PT, HURKUM
BISNIS. DALAM TEORI DAN PRAKTIK, Buku Kesatu,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, h.Z8.
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lebih mempengaruhi dalsm proses perubahan itu.
Sebagai gambaran dalam .praktik perubahan CVY
menjadi PT, pada umumnya tidak dilakukan melalui
proses likuidasi terlebih dahulu, namun langsung
dibentuk institusi baru yvang berbentuk PT, dengan
catatan dalam bab tentang maksud dan tujuan ET
dicantumkan bahwa salah satu tujuan dari PT adalal
melanjutkanlﬁsaﬁﬁ dari CV yang dirubﬁh tersebut.
Sehingga' meskipun secara formil tidak terjadi
pembubaran atas CV, namum secara materiil akibat
hukum dari pendirian itu akan membubarkan CV
sebagai institusi, karena kedudukannya telah
digantikan oleh PT baru.

Jadi dalam konstruksi perubahan CV menjadi
PT, prosedur perubahan itu cenderung dilakukan
tanpa pembubaran, artinya tidak ada tujuan untuk
membubarkan CV. Namun akibat dari peerubahan itu
secara materiil telah menghapus keberadaan CV
sebagai suatu insﬁitusi. ' |

Dalam proses perubahan tersebut ternyata
proses pemberesan tetap dilaksanakan untuk
menghitung seberapa besar posisi‘aktiva dan pasiva
atau posisi sisa harta kekaysan CV (pada akhir,
saat .akan dilakukan perubahan), dimana sisa
kekayaan ini skan dimasukkan sebagai modal didalam
PT (dapat dilakukan penambahan modal bila tidak
memenuhi syarat). Sehingga walaupun CV tidak

dilikuidasi, tetapi persekutuan sudah tidak dapat
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melakukan kegiatan uéahanya, oleh karena segala
kegiatan usaha CV telah beralih kepada PT‘ vang
baru.

Tampaknya dalam praktik, prosedur ini
dilakukan semata-mata lebih melihat dari segi
pertimbangan praktis ?3). Oleh karena dengan tanpa
melakukan likuidasi/pembubaran CV, maka secara
otomatis segala bentuk perizinan, terutama vang
berkaitan dengsan izin-izin teknis, dengan
sgndirinya masih tetap berlaku.Dengan begitu
segala izin tersebut dapat dilanjutkan sebagai
izin untﬁk PT vang baru dibentuk dengan cara cukup
mengajukan permohonan perubahan status badan
usahanya saja, tidak perlu dilakukan melelui
prosedur permohonan izin seperti permohonan izin
badan usaha baru.

Segi kepraktisan ini didalam praktik sangat
membantu para pengusaha, baik dari segi waktu
maupuﬁ biaya, o©leh karena pada setiap. bentuk
perizinan itu merupakan cost tersendiri | dan
memakan waktu yang cukup lama. Jadi dalam kerangka
hukum likuidasi, konstruksi perubahan CV menjadi
PT sebagaimana dikemukakan di atas, dapat difahami
bahwa walaupun secara formil tidak terjadi
‘likuidasi artinya tidak ada pembubaran, namun

status CV sudah tidak ada 1lagi, hal ini dapsat

73) Wawarncars dengan notaris Wawan Setiawan, SH.
dan notaris Wachid Hasyim, SH. di Surabaya, 30
Juni 18997.
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o

diketahui bahwa CV sudah +tidak dapat melakukan

kegiatan wusaha 1lagi, kegiatan usaha CCV vang

dirubah telah beralih kepada PT.

Dengan demikian dalam praktik likuidasi CV
menjadi PT telah terjadi proses likuidasi secara
materiil, yang mana tata cara ini belum diatur,
sementara itu di dalam praktik, pelaksanaan
likuidasi telah digunakan dengan segala macam
versi dan visinya, baik sebagai sarana pembubaran
badan usaha maupun saranzs pengembangan usaha, dan
kini dunia‘usaha telah denmikian kompleks didalam
melakukan strategi pengembangan usaha, kiranya
makna likuidasi tidak cukup difahami sebagai upaya
pembubaran institusi vyang harus dilalui dengan
pembubaran dan pemberesan, namun pada situasi
tertenﬁu salah satu prosés tersebut tidak perlu
dilalui, sebagaimansa vang dicontohkan dalam
likuidasi formil dan likuidasi materiil tersebut

di atas.

BEBERAFPA PERTIMBANGAN LIKUIDASI CV, UNTUK MENJFADI
PT

Segi Karakteristik PT

a. Aspek Pertanggung Jawaban
Bila ditinjau dari sudut penyebutan nys
saja, yaitu Persercan Terbatas (PT), maka vyang

terbayang dalam alam pikiran kita adalah suatu
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perusahaan besar dengan modal vang cukup kuat.
Secara sederhana penyebutan ini telah dapat
menyvatakan karakteristik PT, yvang tersimpul dari
kata “"perseroan” dan "terbatas”.

Dari kedua kata perseroan dan terbatas itu

dapat diartikan bshwa pada PT, seluruh modal vang

dimiliki terbagi dalam, sero - serc (saham -
saham), sedangkan terbatas memberi makna pada
tanggung jawab pafa pemegang saham adalah

terbatas pada nilai jumlah saham yvang dimilikinya.
Sekalipun dalam beberapa kepustakaan belun
ditemukan penjelasan asal mula terjadinya penyebu-
tan itu, namun penggunaan istilah itu telah. lazim
digunakan dan bahkan kini telah menjadi judul
resmi undang-undang, vaitu Undang - undang Nomor
1/1985 tentang Perseroan Terbatas,

Pada umumnya sumber kepustakaan hukum
dagang‘ dalam ‘membahas‘ bentuk inétitusi ini
cenderung menghubungkan dengan karakteristik nya
sgbagai institusi yang mempunyai tanggung Jjawab

terbatas74)

.Pertanggung jawaban terbatas mempunyai
pengertian bahwa bilamana sampai terjadi hutang -

hautang atau kerugian - kerugian nantinya, maka

74) Didalam buku ikhtisar hukum perusahaan karya
H. Choper dan Melvin A. Flisenberg, terdapat
lima hkarakteristik utams korporasi, yaitu:
entity status, limited liability, free (rans-
sferability of interst, centralized management
control, dan continuity of existence, LAW
SUMMARIES, CORPORATION, 176 West Adam, Suite
2128, Chicago, 1889, h.1.
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seluruh hutang-hutang dan kerugian-kerugian

tersebut akan dibayarkan dari seluruh harta

kekayaan yang ada pads PT. Dengan begity ~mereka

vang menjadi pemegang saham tidak akan memikul
beban kerugian yang 1lebih dari bagiaﬁ kekayaan
didalam PT.

Sebagai bentuk institusi yang dikatakan
sebagai kumpﬁlan modal, dengan sendirinya suatu Pt
akan dapat menghimpun modal atau dans yang sangat
besar dari sejumlah pemegang saham vyang cukup
banyak. Terhimpunnya sejumlah orang pemegang saham
yvang cukup banyak itu, tentunya akan banyak
dijumpai kesukaran' untuk saling mengénal satu
persatu secara pribadi diantara para pemegang
saham itu.

Oleh sebab itu spabila para pemegang saham
itu jiks harus turut bertanggung jawab secars
penuh sampai harta kekayaan pribadi atas perbusatan
vang dilakukan oleh salah satu pesero, maka akan
banyak kendala dalam melacak harta keﬁ%yaan
pribadi dari tiap-tiap pemegang saham  dan
karenanya sangsat sulit untuk dapat dilaksanakan.
Atas dasar inilah karakteristik pertanggung
jawaban yang terbatas sangat mutlak dilekatkan
pada bentuk institusi PT ini.

Sangat berbeda bilamans kita melihat
karakteristik yang ada pada bentuk persekutuan, CV

atau Firma, identitas tiap-tiap anggota harus
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ditampakkan atau dikenal. Keluarnya salah seorang
sekutu dapat menyebabkan bubarnya institusi, oleh
sebab itu unsur ikatan kesatuan anggota dan
kekerabatan menjadi salah satu faktor yang turut
menentukan kelangsungan usaha.

Pada persekutuan, firma atau CV kerja sama
terbentuk dari bebersapa orang sekutu vang
‘jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, hanys
terdiri dari beberaps orahg vang sebagaian besar
telah saling kenal, kadang masih satu kerabat
keluarga. Dengan jumlah sekutu yang tidak terlalu
banyak serta telah terjalin hubungan yang erat
diantara para anggota, maka tidak ada kesulitﬁn
manakala  salah seorang sekutu  harus ikut
bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan sekutu
lainnya, bahkan mungkin terjadi seluruh sekutu
bertanggung Jjawab secars tanggung renteng sampai
harta kekayaan pribadinys.

Dengan meleksatnya tanggung Jjawab terbatas
pada PT, hal ini dapat 'mienjadi pertimbangan
tersendiri bagi seseorang vyang &akan melakukan
investasi modalnya kedalam suatu PT, bahwa harta
kekayaan pribadi akan terhindar dari tuntutan para
kreditur PT, sementara harapan keuntungan dari PT
masih dapat diperoleh.

Namun dengan terbitnya UU tentang PT,
No.1/1995, maksa prinsip pertanggung jawaban

terbatsas kini dapat diterobos, dalam hal jika
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terjadi keadasan - keadaan khusus, sebagaimana yang

tercantum dalam pasal 3 ayat 2, yaitu Jika:

a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum
belum/tidak terpenuhi; . :

b. pemegang saham yang bersangkutan baik lang-
sung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memenfaatkan persercan semata-mata
untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yvang bersangkutan bailk lang-

sung maupun tidak langsung secara melawan -

hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan perseroan menjadil
tidak cukup untuk melunasi utang perserocan.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi
pihak ketiga agar para pemegang saham tidak
melakukan rerbuatan me lawan hukumn untuk
kepentinagn pribadi didalam institusi PT, yaitu
dengan berlindung pada salah satu sifat hukum PT,
seperti aspek tanggung jawab yang terbatas.

H Dengan dimasukkannya ketentuan pasal 3 ayat
2 tersebut, berarti sewaktu -waktu PT dapat
dianggap dalam keadaan “Alter Ego” 75) dari para
pemegdang saﬁam. Dalam beberapa kepustakgan prinsip
ini disebut juga dengan istilah piercing the
corpérated viel yakni keadaan yang bisa menyingkap
tabir perusahaan dari hal-hal yang membatasi nys,
seperti adanya tanggung jawab terbatas dari para
pemegang‘saham, ataﬁ seberapa jauh tanggung Jjawsab
pemegang saham asing pada PT Indonesia dan sebalik
nya juga demikian.

Oleh sebab itu, merupakan suatu pertim-

75) Komar Kantaatmadja, Undang - undang PT 1895
dan Implikasinya Terhadap FPenanaman Modal
Asing, Dalam Seminar Sehari di Universitas
Padiadjiaran, Bandung, 22 Mei 19895, h.6.
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bﬁngan vang keliru, jika pada saat ini masih ada
orang vyang menginvestasikan dananya pada PT,
semata-mata dilandasi karena sifat tanggung Jjawab
vyang terbatas ini. Dengan dalih itulah ia dapat
dengan leluasa menghimpuh laba yang besar tanpsa
memperhitungkan apakah perbustannya memang sesuai
dengan tujuan perséroan dan anggaran dasar atau
tidak 2.

Maka, dengan diadopsinya prinsip alter
ego, pemegang saham tidak dapat mengelak dari
pertangdung Jjawasban yang Fidak terbatas / penuh,
dengan cara berlindung pada segi pertanggung
jawaban terbatas, bilamans dalam tindakannya
telah keluar dari atursn intern PT, dan itu telah
-merugikan pihak ketiga

. Dalam keadaan normal, tetaﬁlah pars
pemegang saham PT mempunyai tanggung Jawab yang
terbatas»daﬁ karenanya dapat digunakan sebagai
sarana penghimpun modal vang cukup efektif,
kendatipun terdapat keraguan dari beberapa penulis
akan kebenarannya dalam praktik 76) terlepas dari
tersebut, bilamana seseorang hendak mendirikan
sustu perusahaan dengan bidang usaha tertentu yang
membutuhkan modal besar, niscayva akan menjatuhkan
pilihan pada bentuk PT, bahkan pada beberapa

bidang usaha vyang berkaitan dengan kepentingan

76) Rudy Prasetys, mengutip pendapat Vollmar dan
dan PDorhout H&es, LOC.CIT, h.48.
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masyarakat Iuas, oleh undang- undang diperintahkan
harus berbentuk badan hvokum. HMisalnva menurut
pasal 7 UU No.12/1992 tentang Usaha perasuransian
dan paéal 21 UU N017/1992 tentang Perbankan, harus
memilih salah satu bentuk dari PT (perséroan),
Koperasi'atau bentuk usaha bersama lainnya yang
berstatus badan hukum. Pilihan magsyarakat

cenderung lebih memilih bentuk PT.

b. Segi Kemudahan Dalam Peralihannya

Kelangsungan kegiatan usaha PT tidak akan
terpengaruh oleh pergantian penegang sahaﬁ '77).
Dengan kata lain jika pemegang saham mengalihkan
sahamnya kepada orang lain baik dengan carsa
menjual, atau mewariskan, seﬁingga akan. terdapat
pemegang saham baru, nama baru, maka PT tidak akan
menjadi bubar, PT tetap dapat menjalankan kegiatan

seperti biasa. Jadi para pemegang saham itu dengan

mudah dapat berganti-ganti.

Dengan melalui lembaga saham, apabilsa
seseorang sudah tidak lagi berkeinginan
melanjutkan investasi, maka ia cukup langsung

mengalihkan sahamnya kepada pihak yang lain yang
bersedia menggantikannya. Dalam hal seorang

pemegang saham meninggal dunia, langsung hak atas

77) Menurut Irawan, kelangsungan hidup PT tidak
akan terganggu oleh pergeseran pemilikan sero.
Berakhirnya PT ditentukan oleh hukum dan bukan
oleh para anggota., Jadi Pt Itu dibentuk
dan dibubarkan oleh hukum, LOC.CIT, h.71-72.
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kepemilikan saham itu dianggap telah beralih
kepada patra ahli warisnya.

Semua kemudahan ini telah menjadi
karakteristik pada PT apalagi tata cara
peralihannyapun dapat dilakukan oleh setiap orang.

Belum 1lagi, Jjika persercan sudah menjadi PT

terbuka (PT....... TBK) yang saham-sshamnya sudah
ditawarkan di bursa saham, semakin mudah
m&syarakat memiliki dam menjualnya tanpa
mengganggu aktivitaS»peruséhaan sehari-hari 78).

c. Segli Keorganlsasian Yang Terspesialilsasi
Perusshaan yang berbentuk PT, secara umum
tidak diperuntﬁkkan bagi usaha-usaha dengan skala
kecil, dengan modal yang relatif sedikit. Oleh
sebab itu modal PT memerlukan tersedianya dana
vang cukup besar79)disamping itu memungkinkan
terhimpunnya pemegang saham yang cukup banyak.
Para pemegang saham inl mengangkat dewan
komisaris, dari dewan inilah diangkat para direksi
vangd menjadi pejabat yang menngurus perusahaan.

Dapat pula ditentukan beberapa dari pemegang sahan

78) Menurut Wasis, sifat ‘“transferability"” dari
saham atau obligasi - tidak dapat direalisir
tanpa adanya pasar modal sebagai sarana dan
tempat memperiualbelikan surat-surat berharga,
PENGANTAR ERONCOMI PERUSAHAAN, Alumni, Bandung,
1984, h.Z23.

79) Modsl dasar perserocan paling sedikitRp.Z20.000.

ooo (dua puluh juta rupiah) (lihat pasal 25
ayat 1 UU No.1/18585.
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itu menduduki jabstan direksi. banyak dari PT yang
besar-besar dikelola oleh pejabat direksi vyang
profesional dibidangnya, vyang diangkat di - luar
para pemegang saham sendiri.

Jadi di dalam konstruksi PT terdapat
pemisahan antara tugas kepemilikan dan tugag
kepengurusan. Dalam hal ini tugas kepengurusan PT
tidak dapt dilakukan sendiri .oleh pemegang saham
vang begitu banyak, sehingga perla dibentuk suatu
lembaga (organ) tersendiri yang terpisah dari
kedudukan pemegang saham 8@’)dengan alasan tidak
mungkin mereka yang begitu banyak itu harus sering
berkumpul untuk ‘membuat keputusan-keputusan
mengenai.tugas kepengurusan. Untuk itulah mereka
mengangkat beberapa pengufus vang menjalankan

perusahaan, vyang merupakan organ tersendiri.

Segi Yuridis

Sejak KUHD dipergunakan sebagal landasan
hukum yvang mengatur PT berdasarkan Stb.1847 No.23,
PT telah memiliki pasal - pasal yang lebih lengkap
daripada CV. Didalam KUHD PT diatur mulai pasal 36
sampai dengan pasal 56. Keduapuluh buah pasal

tersebut secara garis besar adalah mengatur

8@) Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi dan Komisaris, Pasal 1 ayat z
oy nQ.lleQﬁ.
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mengenal tiga hal pokok:

Pertama, adalah memberikan pengertian
tentang apa vyang dinamakan PT itu, dan
kemudian memberikan pengakhirannya sebagsi

badan hukum dengan “anggung Jjawab vang. .

terbatas.

Kedua, tentang kewajiban-kewajiban pengurus
serta tanggung Jawabnya, khusunya vang
berhubungan dengan pemégang saham;

Ketiga, sisanya mengatur mengensl
rperlindungan para kreditur PT, agar tidak
dirugikan, terutams berkaita@l) dengan

tanggung jawab yang terbatas itu
Kini dengan terbitnya UU No.1/1985 yang

secara khusus mengatur tentang PT, merupakan
suatu langkah pembaharuan hukum dari hukum
peninggsalan zaman kolonial. Sehingga dengan
berlakunya UU No.l1/1885 telah berakhirlah dualisme
yuridis yang selama 1ini ada atas bentuk badan
usaha NV (Naamloze Vennootchap) diatur dalam KUHD
vang kemudian dalam praktik diartikan dengan ET.
Dengan lahirnya UU No.1/1985 tersebut, secara
yuridis kedudukan PT semakin memiliki landasan
hukum yaﬁg lebih jeias dan pasti. |

Secars umum tidak terdapat banyak hal-hal
vang berbeda. sangat mendasar =sekali. Perbedaan
vang paling dapat dirasakan bahwa Undang-undang PT
mengatur eksistensi PT secara lebih tegas, lebih
luas dan lebih rinei dari pada ketentuan yang
dulu. Beberapa hal yang tidak secara tegas - tegas

diatur dalam KUHD, tetapi sudah banyak dianut

81) Rudy Prasetya, PERBANDINGAN ANTARA UU No.1 J/
1995 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD TENTANG
PERSEROAN TERBATAS, Dalam Seminar Nasional di
Fakultas Hultuw UNTAG, Semarang 28 Jull 1885,
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dalam praktik, dan sekarang secara tegas diatur

dan dinyatakan dalam undang - undang ini.

Terciptanya kepastian hukum serta adanva
perlindungan dalam kegiatan bisnis sangatlah
diperlukan sebagai salah satu faktor vang
mendorong tercapainya produktivitas dan efisiensi
perusahaan, atas dasar "inilah hukum hendaknya
dapat melakukan fﬁngéinya sebagai 'tooi of social
engeneering’ terhadap kebutuhan hukum dalam dunia
usaha 82).

Didalam penjelasan umum uad Nop.1/1895
diuraikan bahwa untuk mencapail sassaran- dibidaﬁg
ekonomi diperlukan tatanan hukum vang dapat
mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan
berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi,
untuk itulah maka kebutuhan akan penataan
perundang-undangan Perseroan Terbats dirasakan

sangat diperlukan. Menurut pendapat Bagir Hanan

bahwa, fungsi pengaturan UU No.l1/199895 itu sebagai

sarana yang memberikan kemudahan, Jjuga sebagai
pendorong kegiatan ekonomi, sebagal sarana
perlindungan baik "bagi pemegang sahamn, pihak
ketiga dan masyarakat umum, sehingga dengan

pengaturan tersebut dapat menjamin kepastian dalanm

82) Dengan adanya perkembangsn dalam dunia bisnis,
maka hukum hendaknya muncul sebagai kekuatan
vang memberikan solusi, Sri Redjeki Hartono,
Fidato  pengukuhan ‘Guru Besar FH-Undip,
Semarang 19 Desember 1995, h.7.
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&53)

berusaha dengan terbitnya undang-undang
perseroan terbatas menunjukkan kesungguhan
pemerintah siap menyongsong ersa liberalisasi

perdagangan. internasional 84}.

Jika kita mencermati ketentugn yang ada
dalam UU No.l1/1885 banyak memuat konsep-konsep
hukuﬁ perséroan vang 'berlaku di negara-negara
maju, seperti,  penyingkap tabir perseroan
(piercing the corporate veil), tanggung jéwab
fidusia pengurus (fiduciarx duties), hak pemegang
saham menuntut pengurus perserban ( derivative
action), keterbukaan pelaporan (discleosure), dan
masalah penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan. Dimana konsep-konsep tersebut
tidak terdapat dalam EKUHD,.

Dalah konteks pembangunan yang berpijak
pada paradigma ekonomi, gkan selalu terjadi
interrelasi. antara . perkembangan Jhukum dan
perkembangan ekonomi. Hukum adalah suatu sistem
yang kbnsisten, dimana asas-asas hukum harus tetap

diperhatikan dalam menentukan kebijakan ekonomi

vang mengarah pada kebutuhan akan jaminan
kepastian dan perlindungan dalam rangka
reningkatan produktivitas dan efisiensi dalam

83) Bagir Hanan, ERA BARU PERSERCAN TERBATAS,
Seminar tentang Persercan Terbatas, Universi-
tas Padjadiaran, Bandung 22 mei 18895.

84) FPeter ‘Machmud Marzuki, Fungsi Transparansi
Laporan. Keuangan pada UU No.1-19895, JURNAL
HUKUM EXKONOMI,Edisi perdana, Agustus 18985, h.25
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kegiatan usaha.
Maka munculnya Undang~undéng PT ini

diharapkan dapat memberikan landasan ‘hukum vang

~dibutuhkan dalam kegiatan dunis usahs dimasa—masé

mendatang, yang kemudian juga akan disusul dengan
pembaharuan hukum pada bentuk - bentuk badan ussha
lain vang masih menggunakan landasan hukum
peninggalan kolonial. Sehingga lambét laun kita
akan memiliki sendiri kerangka hukum perusahsan
produk nasional yang sangat ditungguitunggu.
Mengamati perangkat hukum fang mengatur
mengenal PT sebagaimana dikemukakan di atas,
tampaknyva bentuk PT dirasakan 1lebih memiliki
rambu-rambu hukum yang Jjelas daripada bentuk
usaha persekuntuan seperti CV dan firma, Disamping
itu jugs telah cukup mengantisipasi. perkembangan
dunia usaha dimasa yang akan datang. Sehingga
cukup beralasan bilamansa pada perusahaan -
perusahaan vang berskala besar dan mempunyai akses
pasar vang luas, sampal ke luar negara cenderung

lebih memilih bentuk PT.

Segi Praktis

Tinjauan terhsadap pertimbangaﬁ praktis ini
dilihat dari praktik-praktik vang ada di
masyarakst, diantaranya bisa dilihat dari sisi
kelaziman masyarakat dalam memilih bentuk badan

ugaha, penilaian masyarakat terhadép bentuk PT
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sebagal institusi bisnis itu bagaimana dan 1lain
sebagainya.

Faktor kelaziman didalam menentukan bentuk
badan usaha ini Jjuga telah tumbuh di kalangan
masyarakat pengusaha. Sebagsai suatn gambaran
pengalaman vang terjadi atas sekempok orang
pengusaha hendak mendirikah sebuah perusahaan.
Oleh karena telah terlebih dahulu mendapatkan
tawaran suatu pekerjaan yang nilainya cukup besar,
maka dipilihlah bentuk usaha PT.

Modal dasar PT ditentukan sebesar dua ratus
lima puluh Jjuta rupiah, sedangkan modal yang
disetor sebesar enam puluh juta rupiah. Setelah
akte pendirian PT dibuat dan telah memperocleh
pengesahan, selanjutnya mengurus permohonan untuk
memperoleh izin wsaha atau SIUP kepada Departemen
Perindustrian dan Perdagangan setempat.

ﬁaka terbitlah. seﬁuah surat izin (SIUP)
sehadgail lgndasan untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan dengan klasifikasi SIUP sebagai
Ferusahaan Menengah (warna SIUFP kuning). Setelah
akte pendirian PT dan persyaratan izin usaha
diperoleh dan diajukan kepada pemberi‘ pekerjaan,
ternyata diteclak, karena nilai pekerjaan itu tidak
sesual dengan klasifikasi PT dan SIUP nya, yaitu
diperuntukkan bagi perusahaan besar, dimana modal
vang disetor di dalam PT bernilai diatas seratur

juta rupiah dengan demikian SIUP nya termasuk
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dalam klasifikasi perusahaan besar 85).

Gambaran diatas merupakan salah safu
pengalaman yvang terjadi sehari-hari dalam
praktik.Memang masyarakat sudah tidak asing dengan
sebutan PT sebagai institusi bisnis, namun
pengalaman diatas menunjukkan bahws sampail
sejauhména masyarakat dapat memahami dan mengerti
mengenail ET ini sebagal institusi . bisnis,
nampaknya masih banyak yang menilai nya dari aspek
bonafiditasnya saja. Tanpa meméhami bagaimana

sebetulnya konstruksi dan sifat hukum PT itu.

SEGI EXONOMI

Salah satu pertimbangan ekonomis pemilihan
bentuk PT, tidak terlepss dari atribut yvang
melekat pada bentuk PT, antara lain sebagai
himpunan modal, tanggung jawab yang terbatas dan
segi kemudahan dalam peralihaa kepemilikgnnya. Dan
semua karakteristik ini dari segi ekonomis dinilai
dapat memberikan nilai lebih dibandingkan dengan
atribut-atribut yang melekat pada bentuk
persekutuan.

Sebagai kumpulan modal, PT dapat menghimpun
dana vang Lebih mudah tanpa mengganggn

eksistensinya. Dengan perolehan dana tersebut,

85) Pengalaman ini disarikan dari hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Usaha Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya
Surabava., tanggal 23 September 18897.
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produktivitas usaha akan semakin besar - dan
selanjutnya perolehan keuntungan juga menjadi
meningkat. Apalagi dari segi tanggung Jawab
remegang saham yang terbatas, dapat menghindarkan
seseorang dari timbulnya risiko-risiko materiil
vang lebih besar, yaitu tidak sampai menganggu
harta kekayaan pribadi.

Demikian juga dengan kedudukan PT sebagai
badan hukum, merupakan subyek hukum yang mandiri,
vang maﬁpu melakukan,perbﬁatan hukum sendiri tanps
terpengaruh oleh pergantian pemegang saham  maupun
pergantian pengurus direksi. Oleh sebab itu PT
dapat melakukan kerja sama antar peruéahaan
dengan tetap mempertahankan eksistensinya masing -
masing. Dengan Lkerja sama antara perusahaan
tersebut dapat dihimpun dana yang 1lebih besar
serta dapat memperluas akses kepada bidang usaha
lain yang memiliki segmen pasar lebih luas.

Dari wuraian aspek ekonomis diatas, BT
sebagai institusi bisnis, Qari sudut ekonomi
merupakan -pilihan bentuk usaha vang . telah
difahami sebagai institusi yang dapat diharaphkan
akan mendatangkan keuntungan finansiil yang lebih
serta risiko berusaha vang relatif lebih aman bila

dibandingkan dengan bentuk persekutuan.
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BAB III

ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI CV. UNTUK MENJADI PT DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ' EKONOMI

A. HASIL PENELTTIAN

1.

Ketentuan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum FPositif

Hubungahnya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik

a. Ketentuan Hukum Likuldasi CV Dalam Hukum
Positif

Sebagaimana penelitian - penelitian hukum
normatif padas umumnys, penyajian hasil_ penelitian
dilakukan secara deskriptif. Demikian juga dengan
penelitian 1ini, yang termasuk Jenis penelitian
normatif, tentunya d;ta sekunder merupakan sumber
data yang utama, seperti sumber hukum EKUHD dan
KUHPerdata.

Secara umum KUHD merupakan sumber hukum
vang utama bagi semua bentuk badan usaha, termasuk
badan usaha yang bérbentuk CV, kecualil badan usaha
koperasl dan Perseroan Terbatas. Selain itu masih
dimungkinkan KUHPerdata dijadikan sebagai landasan
aturan, Jjika KUHD tidak mengatur. Ketentuan hukum
CV vang disebut secara eksplisit dalam KUHD hahya
terdapat dalam tigs buah pasal yaitu pasal 18, 28
dan 21. Darl ketiga pasal tersebut tidak ada satu

pasalpun vang mengatur tentang likuidasi CV.
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Ketiadaan kétentuﬁﬁ yang mengatur masalah
likuidasi CV ini, mendorong para ahli berupaya
melakukan penafsiran terhadap bentuk persekutuan
lain vang mempunyal persamaan dendan mengamati
¢iri-eiri atau unsur dengan konstruksi CV. Bila
terdapat persamaan, berarti ada kemungkinan pasal-
pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan
hukum CV.

Beberapa kalangan penulis dan ahli hukum
memandang bahwa terdapat persamaan kedudukan
sekutu pengurus CV dengan para‘firmant pada bentuk
persekutuan firmaBSJ.Bahkan pada jJenis CV tertentu
terdapat kemiripan dengan bentuk PT. Pandangan
pa}a ahli hukum ini ternyata banyak dianut oleh
ahli hukum lainnya, seperti C.S5.T. Kansil, Abdul
Kadir Huhammad. Sehingga ketentuan hukum CV yang
sebetulnya mempunyai pasal-pasal vang sangat
terbatas, dengan adanya pandgngan dari para ahli
ini, ketentuan CV menjadi sedikit lebih lengkap.

Dengan adanya penafsiran dan pandangan para
ahli hukum  tersebut, maka pasal-pasal tentang
prosedur pembubaran persekutuan firma dapat Jjuga
diberlakukan terhadap CV. Sebagaimana ketentuan
mengenai tata cara pembubaran suatu rfirma vang
terdapat dalam pasal 31 kUHD, bahwa pembubaran

suatu firma harus dilakukan dengan akte otentik

88) Purwosutiipteo, COP.CIT.
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dihadapan pejabat Hota&is, didaftarkan pads
Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita
Negara 87}.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, bagi

CV vyang bubar perlu dibuatkan akts otentik
mengenal pembubarannya. Berarti ketentuan tersebut

membawa konsekwensi pada pendirian CV, tentunya

juga perlu dibuatkan akte pendirian. Oleh karena

jika pada sast pembubaran diperlukan adanysa akte
pembubaran, dengan sendirinya pendirian CV Jjuga

memerlukan adanya akte pendirian. Lﬁgikanya,

bagaimana dapat dikatakan suatu CV bubar, kalau

tidak pernah ada bukti pendiriannya.

Pasal 32 KUHD merupakan ketentuan yang
menunjuk siapa yang berhak menjadi pemberes dalan
hal suatu Firma dibubarkan. Pasal ini memberikan
kuasa kepada sekutu pengurus di dalam mengurus
pemberesan, kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian atas dasar suara terbanyak. Artinya
dalan konstruksi CV, sekutu Lkomplementer selaku
sekutu pengurus adalah sekuotu berhak bertindak
sebagal pemberes, selama tidak ada ketentuan yang
menghendaki lain.
| Pasal 33 KUHD merupskan ketentuan hukum

firma yang mengatur mengenal pembagian keuntungan

87). SK Menteri Kehakiman No.Y5.5.5.23. tanggal 28
~5-1877, tentang ketentuan pendaftaran CV di
Pengadilan Negeri setempsat.
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dan kerugian serts upah para pemberes dan
lain-lain yang sifatnya pemberesan. Jika ketentuan

ini diberlakukan terhadap Cv, maks pembagian

keuntungan dan kerugian ini dapat terjadi pada

sekutu komanditer dan komplementer sebagai sekutu
vang membetikan inbreng modal dalam CV.

Ketentuan vang menéatur mengenai tata cara
pembubaran firma adalah pasal 31 sampai dengan
pasal 35 KUHD. Selanjutnya pasal 34 dan 35 KUHD
vang mengatur tentang setelah terjadinya
pemberesan; Dalam pemberesan, jika masih terdapat
sisa uvang kas harus dibagi diantara para sekutu
dan setelah pemberesan selessai segala, arsip dan
buku bukti mengenai pembubaran harus disimpan
pada salsh .satu anggota yang ditunjuk. Dengan
ketentuan hukum Firma tersebut, para ahli hukunm
memandang. 5ahwa prﬁsedur pPembubaran CV dapat
dilakukan seperti prosedur pembubaran persekutuan
Firma, |

Jika dipandang CV merupakan bentuk khusus

daripada firma, sedangkan firma pada hakikatnya

merupakan ﬁersekutuan perdata, maka ketentuan

CV secara tidak langsung juga dikuasai oleh pasal-
pasal mengenail persekutuan perdata. berarti psasal
1648 sampai dengan 1852 KUHPerdata, mengenai
keadaan - keadaan yang menyebabkan berakhirnya
persekutuan ‘perdata bisa diberlakukan terhadap CV.

Adapun beberapa hal vang dapat menyebabkan
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bubarnya . persekutuan perdata adalah peristiwa

peristiwa berikut:

a. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah
diadakén;

b. Musnahﬁya barang atau diselesaikannya perﬁuatan
vang ménjadi pokok persetujuan;

c. Atas kéhendak‘semata—mata dari beberapa atau
seorang sekutu;

d. Bila salah seorang sekutu meninggal atau dibaws
pengampuan atau dinyatakan pailit.

Jadi bilamana persekutuan mengalami peristiwa

sebagaimana disebutkan dalam pasal -1848, maka

persekutuan dapat menjadi bubar. Demikian juga

terhadap CV, dapat menjadi bubar bilamana

mengalami : peristiwa-peristiwa dalam pasal 1648

tersebut. .

Akin tetapi keberadaan pasal 1464 dan empat:
ayvatnya psrlu dihubungkan dengan beberapa pasal
vang lain. Pasal 1646 ayat 1 perlu dihubungkan
dengan pasal 1647. Pasal 1646 ayat 2 dihubungkan
dengan paéal 1648, pasal 1646 ayat 3 dihubungkan
dengan pasal 16848 dan 1650, dan pasal 1B4B ayat ¢
dihubungkgn dengan pasal.1851 KUHPerdata, demikian
menurut beberapa kepustakaan hukum dagang seperti
yvang dituiis oleh Soekardoneo, Furwosutjipto, dan
Abdul Kadir Muhammad.

Keadaan - keadaan yang terdapat dalam pasal

pasal di atas merupakan pembatasan  terhadap
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sebab-sebab bubarnya persekutuan. Secara yuridis
peristiwa itu merupakan aturan yang sudah pasti.
Namﬁn dengan berkembangnya dunia usaha, keadaan
vang dapat menyebabkan bubarnya suatu persekutuan
tidak mungkin ‘cﬁkhp ‘dibatasi ketentua-ketentuan
itu. Oleh sebab itu, beberapa ahli hukum memandang
bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan
vang sifatnya limitatif, artinya masih dimungkin
kan penyebab bubarnya persekutuan terdapat diluar
ketentuan tersebut 88).

Menelash beberapa pasal di atas, tampaknya

ketentuan hukum mengenai likuidasi CV, lebih
dikuasai oleh ketentuan hukum firma dan
persekutuan perdata. Sebab konstruksi hukum

ketiga bentuk persekutuan tersebut, CV, Firma
dan persekutuan pefdata 'memiliki beberapa unsur
yang sama karenanya dapat diterapkan.

Agar diperoleh penjelasan vang 1ebih
sistematis mengenai ketentuan hukum 1likuidasi CV
dalam hukum positif yang terdapat dalam KUHD dan
KUHPerdata serta untuk mengetahui perbandingan
substansi aturan likuidasi pada institusi lainnya,
berikut ini disajikan invent a risasi ke tentuan
1ikuidasi vyvang terdapat dalam Undang-undang
Pefseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1885 dan Undang-

undang Perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

88) Sri Redjijeki Hartono, OP.CIT.
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TABEL IIT

INVENTARISASI KETENTUAN HUKUM LIKUTDASI CV,
PERSEKUTUAN FIRMA ,DAN PERSEKUTUAN PERDATA
MENURUT KUHD DAN KUH PERDATA

CPasAUT | MENGATURTENTANG

PERSENUTUAN KOMANDITER
L. 19 KUHD Pengertian CV, kedudukan, tanggung jawab
para sekutu .
2. 20 KUMD Hak dan kesvajiban para sekutu.
3. 21 KUHD Sangst atas pelanggaran selutu komanditer
pada pasal 19 dan 20 KUHD,
PERSEKUTUAN FIRMA
A 31 KUHD Prosedur pembubaran firma, sanksi atas
kelalaian.
.5 32 KUHD Penunjukan pemberes.
6. 33 KUID Ketentuan pemberesan.
7. 3,35 KUUID Setelah dilakukan pemberesan.
PERSEXUTUAN PERDATA
-8 1646 KUH PERDATA Sebab - sebab bubarnya persekutuan perdata
-9 1647 KUH PERDATA Bubarmya persekutuan sebelum habis waktunya
harus diputus hakim.
10. 16148 KUIT PERDATA Bubarnya persekufuan karena musnanya barang
yang akan dimasukkan hak kepemilikannya /
- kenikmatannya.
11 1649 KUH PERDATA Kewajiban pemberitahuan pembubaran dengan
itikad baik dan waktu yang tepat.
12. 1650 KUH PERDATA Pengertian pemberitahuan tidak dengan itikad
baik.
13. 1651 KUH PERDATA Pembubaran tidak akan terjadi bila sejak awal
diperjanjikan mengenai jika ada sekutu yang
: meninggal
14 1652 KUH PERDATA Pembagian warisan diantara para sekutu.
i3 1665 NKUH PERDATA Proses pemberesan kepada para anggauta dan

ahliwaris yang berhak menerima.

152



TABEL IV.

INVI!‘.NTAI{ISASI KETENTUAN LIKUIDASI
MENURUT UU. NO. 1/1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

il mmp [
L. 114 Sebab - sebab bubarnya perseroan
2 115 ayat 1 Pengajuan usul pembubaran
ayat 2 Sahnya pembubaran dari hasil keputusan RUPS
ayat 3 Penetapan pembubaran perseroan.
ayat 4 Setelah penetapan pembubaran dilanjutkan proses likuidasi.
3 116 ayat 1 Pembubaran perseroan karena habis jangka waktunya.
ayat 2 Syarat permohonan perpanjangan janghka waktu,
ayat 3 Pengajuan perpanjangan jangka waktu.
ayat 4 Batas jangka waktu permohonan.
ayat 5 Proses likuidasi bila tidak ada permohonan perpanjangan.
4, 117 ayat 1 Pembubaran perseroan karena penetapan pengadilan.
ayal 2 Penetapan peninjukan likuidasi oleh pengadilan.
5. 118 ayat 1 Kewajiban likuidator,
ayat 2 Akibat lukum bila tidak dilakukan pendaftaran dan
pengumumam pembubaran,
ayat 3 Tanggung jawab likuidator jika lalai mendaftarkan,
ayat 4 Kewajiban menyebutkan nama/alamat likuidator dalam
pendaftaran / pengumuman.
6. 119 ayat | Tentang pemberesan
ayat 2 Beberapa tindakan pemberesan perseroan.
ayat 3 Syaral mencanturkan kata ¢ Dalam liknidasi «
L7, 120 ayat 1 Kewajiban likuidator untuk memberitahukan kepada para
kreditur.
ayat 2 Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam surat
pemberitahuan,
. ayat 3 Jangka waktu pengajuan gugatan oleh kreditur.
8. 121 ayat ] Penyimpangan terhadap pasal 120 ayat 2 oleh kreditur
‘ ayat 2 Harta kekayaan peseroan yang dapat ditagih oleh kreditur
9. 122 ayat | dan 2 Penunjukan likuidator.
: 10, 123 Sebab - sebab pengangkatan likuidator
11 124 ayat 1 Tanggung jawab likuidator
| ayat 2 Hak pemegang saham terhadap sisa harta hasil likuidasi
ayat 3 Kewajiban likuidator untuk mengumumbkan hasil akhir
likuidasi,
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SKEMA II
KETENTUAN LIKUIDASI BANK DI INDONESIA

. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996

NOMOR 30 /63 /KEP / DIR, TANGGAL 2 SEPTEMBER 1997 .-

JUKLAK TATACARA PENCABUTAN IZINUSAHA, '
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TABEL V

TANGGAPAN NOTARIS DAN PENGUSAYIA TERHADAP
KETENTUAN ITUKUM LIKUIDASI CV. DALAM MEMENUII
KEBUTUBAN HUKUM PRAKTIK KEGIATAN DUNIA USAHA

'Nama = =

iAbdm' Rochim SH
.Susanti SH

%Wahyudi S, SH

Drs.Ec. Labib Sjaifiuddin
Moch. Masykur, SE.

[' Sutjahyo Irawan
Widoyoko

%.“Iaﬁd?.

ionny L.SE

Notars
Notarig

Selutt Koman
diter CV.Djem
bar Perm:u
Direktur CV.
Muara Artha

Direktur CV. Tri
Hatmodjo
Sekutu komandi
ter, CV.Marga
Hastuti

Sekutu Koman
diter CV._Fokus

Direktur.pemasa
ran PT.Mega
Mitra Medika

Kurang memenuhi

Cukup memenuhi

Cukup memenuhi

Kurang memenuhi

Kurang memenuhi

Culoup memenuhi

Kurang memenuhi

Kurang memenuhi

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Jﬂbatan lengg}l'p:lh: EERERERE K l\.ttél' ilh'g'iih' Cianiiiinnnonnd

SURABAYA
- Wawan Setiawan St Notaris Kurang memenuhi Pasal - pasalnya terbatas
- Wachid Hasyim SH Notaris Cukup memenuhi Dapat menggunakan aturan
3 dari firma dan persekutuan

| perdata

‘M. Znbaidah SH Notaris Kurang memenuhi Tidak ada pasal-pasal yang

§ ' khusus mengatur.

Zubardsh Zain SH Notaris Kurang memenuhti Tidak diatur secara khusus.
Almadj SH Notaris Sudah Cukup Karena bisa menggunakan

: peraturan persekutuan lain.
‘Rochaya Hanum SH. Notaris Cukup memenuthi Ada aturan yang bisa

: digunakan dalam praktik.
N.G. Yudara SH Nolaris Kurang memenuhi | Aturan CV. kurang jelas.

Notaris Kurang memenuhi Peraturan CV sangat terbatas

dan kurang mencakup seluruh
kebutuhar,

Pasal-pasal CV.dalam KUHP
tiduk ada yang secara
langsung mengatur likuidasi.
Tidak ada masalah memakai
aturan [irma atan PT, karena
hampir sama

Selama ini tidak ada masalah
dalum mendirikan atan
membubarkan CV -

Saat terjadi perinasalahan me
nyangkut hal yang tidak diatur
di skte sulit mencari acuan
Peraturan CV Lebth Simpel
tidak seperti PT

Dalam Praktik kebutuhan
yang dibutuhkan perignsaha
bisa diupayakan oleh notaris

Pada saat pembubaran, proses

pembagtan pada para angganta
kurang aturan yg melindungi.
Tidak jelas pengaturannya dan
kurang rinci

135



Hagil inventarisasi peraturan likuidasi
Cv, persekutuan firma maupun persekutuan perdata
di atas menunjukkan. bahwa ketentuan likuidasi

tidak pernah diatur dalam KUHD. Sementara bentuk

persekutuan lain, seperti firma dan persekutun

perdata memiliki ketentuan hukum lebih lengkap,
pasal - pasal firma maupun persekutun Perdats
‘memiliki substansi hukum vang operasionsl,
termasﬁk mengatur_masalah‘likuidasi.

Kendatipun begitu, jika diamati keberadaan
dari ketiga bentuk institusi tersebut di dalam

kegiatan bisnis, tampaknys bentuk CV lebih banyak
&8y)

.

dipilih oleh para pelaku usaha level menengah
dari pada bentuk persekutuan firms.
Sedangkan bagi lembaga perbankkan secara

teknis terdapat ketentuan khusus vang menjadi

landasan operasonal bagi likuidasi bank, sekalipun

secara institusional tetap harus tunduk pada

ketentuan tentang Perserocan Terbatas.

&7) Pada tahun 18995 terdapat 1372 CV yang melaksa-
kan wajib daftar perusahaan di Jawa Timur, dan
tahun 1986, 1579 CV, sedang firma, tahun 1995
tidak ada yang mendaftar dan tahun 1996 28
buah, Data rekapitulasi perkembangan wajib
daftar perusahaan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Tingkat I Jawa Timur
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b. Tanggapan Praktisli Hukum dan Pelaku Bisnis
Terhadap Keberadaan Ketentuan Hukum cv

Didalam penelitian ini, salah satu permass-

lahan yang disusun adalah mempertanyakan tentang

sampal seberapa jauh ketentuan hukum likuidasi. cv
vang terdapat dalam KUHD apakah dapat memenuhi
kebutuhan hukum dalam praktik kegiatan. dunia
usaha ?. Tampaknya permasalah ini mempunyai maksud
hendak memberikan solusi Jika dunisa usaha
merasakan ketentuan CV yang ada kurang dapat
memberikan perangkat peraturan vang dibutuhkan
CV dalam melakukan aktivitasnya.

Untuk dapat menganalisis permasalahan di

atas, kiranya diperlukan kegiatan wawancara untuk

mendapatkan informasi atau data dari para
responiden - yvang relevan memberikan penjelasan
berkaitan dengan segala aspek kegiatan CV didalﬁm
praktik. Diantara para responden vang dinilai
cukup relevan didalam memberikan informasi, yakni
para pelaku bisnis, dengan sasaran para pengurus
atau pemilik atau direktur CV, juga pemilik CV
vang telah merubahnya menjadi PT. Disamping itu
sebagal praktisi hukum, notaris, juga dinilai
cukup memahami persoalan hukum badaﬁ - badan usaha
didglam praktik.-

Dengan segala keterbatasan yang ada pada
peneliti, seperti .keterbatasan dana dan waktu,

namun dengan tidak mengurangi tingkat akurasi data
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vang diperlukanL serta tetap menjaga konsistensi,

maka dari dusa !lokasi penelitian tersebut akan
dipilih beberapa responden vang cukup kompeten
untuk memberika$ infoimasi vang diperlukan.

Dikota Surabaya telah dipilih 28 responden

vang terdiri dari 18. orsng Notaris dan 10 orang

pengusaha, sedangkan di kota Sidoarjo ditentukan

1@ responden, y%ng terdiri dari 5 orang notaris
dan 5 orang pen%usaha. Parsa potaris dan pengusaha
ini dinilai sgbagai pihak-pihak yang terlibat
cukup intensif didalam praktik, sehinggs

diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cukup

realistis terhadap kebutuhan hukum CV didaiam
praktik kegiatan bisnis.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan
vang disusun secara terbuk; baik kepada notaris
maupun kepads para pengusaha. Masalah - masalah

vang perlu dipertanyakan antara lain meliputi:

- Apakah para pengusaha merasakan ada kesulitan
|
pada saat mengbrus pendirian CV ?.

- Selama menjalankan usaha dengan ' menggunakan CV
ini, apakah aha kendala jika ingin menjalin

|
kerja sama denFan pihak lain, baik perorangan

|
maupun badan ?|. Biasanya kendala dalam hal apa ?

|
- Jika terjadi ikonflik diantaras pengurus CV,
i
bagaimana upay? penyelesaian yang ditempuh ?
- Apakah pengusaba cukup mengetahul peraturan yang

|
berkenaan dengan CV 7.
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Dan lain- lain pertanyaan vyang erat kaitannya
dengan kedudukan dan aktiﬁitas CV didalam praktik,
dimana pertanyaan yang telah disusun tersebut
dapat dikembangan di lapangan pada saat wawancarsa
berlangsung. Sementara itu konsep vang telah
disusun itu merupakan patokan vang | dapat
membantu peneliti untuk mengarahkan responden pada
satu persoalan yang dimaksud.

Untuk memberikan gambaran yvang lebih
sigtematis dari hasil wawancara tersebut, perlu
disusun dalam bentuk tabulasi, agar mempermudah
didalam menganalisis-kemudian memberi kesimpulan
daril permasalahan yang telah disusun. Berikut ini
disajikan hasil wawancara pada kedusa wilayab

penelitian.
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TABEL V

FANGGAPAN NOTARIS DAN PENGUSAMHA TERITADAP

KETENTUAN ITURKUM LIKUIDAST CV. DALAM MEMYNUTH
KEBUTHHAN HUKUM PRAKTIK KEGIATAN DUNMIA USAHA.

D Nama

o

Zubaidah Zain SH
Atmadjt SH

Rochayva Hanum SH.

NG Yadura SH
Abdur Rochim SH

§usm:[i S

¥ahyudi S, SH

drs.Ee. Labib Sjaifuddin

Joch. Masvkur, SE.
- Suljabvo lrawuan
Vidoyoko

fadidr

oy L.SE

WNoltaris
Nolaris

Notaris

Nolars
Nolmls

Nolurs
Notars

Selutn Koman
diter CV.Dyjem
Lo Pernea
Drekinr OV,
AMuara Artha

Direkiur CV. T
Hutinodjo
“Sokotu komandi
ter, U'V.Marga

I astuli

sekutu Koman
diter OV Fokas

Direkbur. pemasa
van U Meaga
; Mura Medika

Kurang memenuhi
Sudah Cukuap

Cukup memenuht
Kurang mernenuhi
Kurang memenuhi
Kuoraug memenub
Cukup memenuhi
Cukup memenuhi
Kurang memenuahi
Kurang suemenuhi
Cukup memenuly

Kurang memenuhi

Kawsang memenuln

Jabatan " Tanggapan Keterangan 0 0
SURABAYA
‘Wawan Setiawan SH Notaris Kurang memenuhi Pasal - pasalnya terbatag
‘Wachid Hasyim SH Notaris Cukup memenuhi |- Dapat menggunakan aturan
' dari firma dan persekntuan
, perdata
M. Zubaidah SH Notaris Kurang memenuhi Tidak ada pasal-pasal yang

khusus mengatur.

Tidak diatur secara khusns.
Karena bisa menggunukan
peratwran persekutuan fain.

~ Ada aturan yang bisa

digunakan dalain praktik,
Adwran CV. kurang jelas,
Peraturan CV sangat terbatus
dan kurang mencakup seluruh
kebutuha.
Pasal-pasal CV.dalam KUHP
tidak ada yang secara
langsung mengatur likuidasi.
Tidak ada masalah memakai
afuran {inna atan PT, karena
hampir sama
Sefama ini tidak ada masalah
datam wendirikan atun
membubarkan CV
Saat terjadi permasalahan me
nyangkut hal yang tidak diatur
di ukte sulit mencari acuan
Peraturan CV Lebih Sinpel
tidak seperti PT
Dalam Praktik kebutubian
yang dibutuhkan pengusaha
bisa dinpayakan olel notaris

Pada saat pembubaran, proges
pembagian pada para anggaula
Rirang aturan yg melindungi.
Tidak jelas pengaturamya dan
knrang rinci




Lanjutan Tabel V

- Abthur Rasyid

M.Helmy

Winny SE
Sugiarto

M. Solilkin

Dir.CV Mekar
Jaya

Dir.C'V Pracipta
Dir. CV.Sarana
Usaha

Dir.CV. Duna
Bersama
Dir.CV Cahaya
Agung

Namn ........

171 Ir. Rohadi W idjaya Direktur Operasi] Kurang mememuhi Saat llkmd'm CV.kami menga
: ' onal PT. Jaya lami kendala karena alternatif’
Utama Teknik yang diberikan oleh Notaris;

? kurang pas

18. Liem Tan Gie Dir.CV. Abadi Tidak tahu Tidak memahami peraturan
19.1. Ir. Dioko Supriadi Dir.CV.Media | Tidak tahy Tidak memahami peraturan

: Husada

10.] Bambang D Dir. CV.Alam Cukup memenuhi Selama ini tidak mengalami

: Teknika hambatan dalam praktik.

[ | SIDOARJO

Lilia D. Indrawati SH Notaris Kurang memenuhi Peraturan CV. banyak menga
¢t pada peraturan bentuk
badan usaha lain

Trining Ariswati SH Notaris Kurang memenuhi Pengaturan CV. kurang menga
tur mengenai masalah teknis,

Yulta Seloadii SH Notaris Culup mememihi Peraturan firma maupun maat
chap dapat digunakan untuk
mengatur CV.

Utjik Rofiah SH Notaris Cukup memenuhi praktik pendirian dan pembu
baran CV banyak mengacu
pada kehendak parapengusa

: ha, notaris mengarahkan

Edward Rumpoko SH Notaris Kurang memenuhi Pasal -pasal CV dalam bukn

Cukup memenuhi
Kurang memenuhi

Kurang memenuhi

Tidak tuhny

Tidak tahu

KUHD sangat terbatas.
Dalam praktek tidak ada
hambatan

Kurang rinci seperti PT.

Jika ada konflik terlalu
panjang penye
lesaiannyn

Kurang mengerts,
Kurang memahami
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aDari tébel di atas, kemudian diadakan
klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden.
Tanggapan responden dapat diklasifikan dalam 3
(tiga) kelompok, yaitu:

(1) Kelompok 4 : yaitu responden yang memberi
kan tanggapan bahwa ketentuan
hukum CV dianggap KURANG
DAPAT memenuhi kebutuhan
hukum dalam praktik, wvaitu
sebanyak 15 responden.

(2) Kelompok B : yaitu responden yang memberi
tanggapan bahwa ketentuan CV

“dalam hukum positif dinilai
telah CUKUP wmemenuhi kebutu-
han, yaitu sebanyak 8 orang
responden,

(3) Kelompok C : yaitu responden yang memberi
tanggapan bahwa ia TIDAK TAHU
mengenal peraturan CV, vyaitu
sebanyak B8 responden.

Hengamati hasil klasifikasi tersebut, dapat
dikatakan bahwa, sebagian besar responden, vyaitu
15 responden menganggap peraturan CV dinilai
kurang dapat memenuhi kebutuhan CV dalam praktik,
kebutuhén tersebut dirasakan terutama pada waktu
terjadl masalah atau konflik, baik intern maupun
dengan pihak luar. Selama konflik tidak muncul,

maka kekurangan tersebut masih belunm dirasakan,
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sebab Jika sekedar masalah pendirian maupun
pembubaran CV cukup sederhana dam mudah pelaksa
naannys didalsm praktik. Jadi kebutuhan hukum yang
dirasakan terdapat kekurangan didalam praktik
adalah kebutuhan terhadap pengaturan vang
berkensaan dengan hubungan hukum serta akibat hukum
dari aktivitas CV baik aktivitas kedalam maupun

keluar.

c. Pelaksanaan Likuldasl CV Dalam Praktik

Dalam rangka memperoleh informasi tentang
pelaksanaan likuidasi €V di wilayah penelitian,
peneliti memandang perlu dilakukan dua konsentrasi
yvyang menjadi sasaran agar dapat diperoleh data
vang lebih mendukung dengan permasalshan yang ada.
Yang pertama adalah konsentrasi vyang mengarah
pada prosedur atau tata cara likuidasi CV dalam
prakfik sedané yaﬁg kedua adalah d#ta mengensai
Jumlah CV'yang telah melakukan - likuidasi dikedua
lokasi penelitian.

Dengan adanya dua sasaran tersebut berarti
terdapat dua data yang‘diharapkan saling mendukung
dalam menjawab permasalahan. Pelaksanaan likuidasi
adalah berkaitan dengan persoalan teknis tentang
prosedur likuidasi, sedangkan dengan mengdetahui
jumlah CV yang dilikuidasi akan dapat diketahui
latar belakang atau alasan - alasan terjadinya

likuidasi CV vang dapat dilihat pada akte
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»pembﬁbaran CV. Dengan melalui teknik wawancars
dapat diketahui pula keadaan sebenarnya vang
menjadi penyebab terjadinya likuidasi dalam
praktik. -

Untuk mendapatkan informasi mengensi
prosedur atau tata cara likuidasi (V, peneliti
menghubungi beberapa praktisi hukum yang berwenang
dan bertugas untuk melakukan pekerjaan itu yaitu

pejabat Notaris. Dari 47 Notaris vyang mempunyai

wilayah kerja di kota Surabaya, ada empat notaris

vang dapat penulis hubungi, yaitu notaris Wachid
Hasyim, SH, Wawan Setiawan, SH., M. Zubaidah, dan
Rochayah Hanum, SH.

Henurut notaris Wachid Hasyim yang prﬁktik
di pertokoan S8inar Galaksi Jalan Pasar Turi
Surabaya mengatakan, bahwa secara umum praktik
likuidasi atau pembubaran CV yang dilakukan oleh
para notaris mudah, artinya Hari segl persyaratan
tidak banyak syarat yang harus. dipenuhi, serta
tidak memakan waktu yang lama, walaupun demikian
ada beberapa langkah vyang perlu dilakukan para
sekutu antara lain:

a}) Setelah ada hkesepakatan untuk membubarkan,
para sekutu datang dan menghadsp kepada
hotaris yang dipilih bersama;

b) Mengemukakan haksud dan tujuannya;

c) Bila terdapat =salah seorang sekutu yang

tidak hadir dapat diwskilkan kepada yang
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lain, dengan menunjukkan surat kuasa yang
memuat keterangan' bahwa sekutu yang
berhalangan tersebut tidak keberatan atau
setuju atas likuidasi tersebut dengan telah
dilampiri materai secukupnya;

d}) Membawa akte salinan cv yang akan
dilikuidasi;

e) Menyertakan - foto copy KTP para sekutu
sebagaimana yang tercantum dalam akte
akte pendirian CV gg)'

Setelah seluruh persyaratan di atas dipenuhi,
selanjutnya Notaris akan menanyakan mengenai
hal-hal yang menjadi sebab terjadinva likuidasi.
| Demikian juga mengenai kewajiban
~hutang dan tagihan CV kepada pihak ketiga, apsakah
telsh dimusyawarahkan penyelesailannya. Juga
terhadap aset perusahaaﬁ ygng masih ada
bagaimanakah mengatur pembagiannya, apakah telah
ada hasil musyawarah bersama. Dan setelah selesai
nya pemberesan dan pembebasan (acgquit en decharge)
tersebut para sekutu berjanji tidak akan saling
menuntut tentang pembubaran tersebut.
Biasanya untuk CV - CV yang beraset kecil,
pelaksanaan pemberesan ini tidak terlalu rumit,
kérena pada saat menghadap notaris perseoalan

remberesan telah dapat diselesaikan secara intern.

93) Wawancara dengan notaris Wachid Hasyim, SH.,
tanggal 25 April 1987,

144




Namun bagi CV yang telah memiliki omzet besar. daﬁ
terdapat sekutu dari orang 1luar artinya bukan
“ kalangan keluarga sendiri, kadang penvelesaian
pemberesan memerlukan bantuan Jasa seorang akuntan
untuk mengaudit sisa harta kekayaan CV maupﬁn
dalam menetapkan bagian maéing*masing sekutn 91).
Jika proses pembe;esan dan pembebasan para
sekutu telah dapat diselesaikan secars intern,
sehingga pada saat menghadap kepada notaris tidak
memerlukan penjelasan dari notaris mengenai hak
dan kewajiban para sekutu, maka akta pembubaran
dengén secepatnya dapat dibuatkan. Namun jika
proses pemberesan masih belum dapat diselesaikan,
maka para sekutu perlu menghadap beberapa kali
lagi untuk menyelesaikannya, Jika mungkin
melengkapi lagi bukti;bukti vang diperlukanl dalam
pemberesan. Dalam hal ini Jjasa notaris sangat
diperlukan gurna menjelaskan dokumen - dokumen
apa saja yang perlu dilampirkan.

Dari beberaps notaris vang dihubungi
diperoleh suatu penjelasan yang dapat disimpulkan
bahwa untuk CV pada dasarnya prosedur likuidasinya
tidak terlalu rumit, bahkan terkesan tidak
memerlukan prosedur yvang khusus. Berbedsa dengan PT

oleh karena PT sudah mempunyai ketentuan khusus

mengatur 'likuidasi vang terdapat dslam pasal 114

Q1) Disarikan dari hasil wawancara dengan notaris
Wawan Setiwan, SH., 3 Mei 1997.
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sampail déngan pasal 124 UU No.1/1995. éDemikian
Juga terhadap PT vyang bergerak dalamg bidang
perbankan,.telah ditaur dalam ketentuan y#ng lebih
khusus lagi di dalam UU No.7/1992 passal 37 dan Pp
No.88/1996 serta SK Menteri Keuangan HNo. #SB/KMK.
@17/1897 tentang Tata Cara dan Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. .

Mengingsat pengaturan cv vang - sangat
terbatas, kendatipun dapat diberlakukan ketentuan
firma dan persekutuan perdata; namun pénerapan
rasal-pasal tersebut cukup fleksibel, kadaﬁg kala
masyarakat belum mengetahui kaiau landasgg ‘hukun
CV itu banyak mengacu pada ketentuan fi#ma dan
persekutuan perdata. Kalangan masyarakaté pelaku
usaha CV juga tidak memahami adanya p%rbedaan
konstruksi hukum yang terdapat pada CV, ? firma,
maupun persekutuan perdata. Dalam prakti% orang
juga dapat mendirikan CV dengan konstrukéi vang
mereka kehendaki, sehingga bentuk CV dalam:praktik
isangat bermacam-macam. |

Dalam kepustakaan jenis CV dibedak#n atas
tiga Jjenis, yaitu CV terbuka, CV tertutup édan Ccv
atas saham. Akan‘tetapi dalam préktik kdﬁstruksi
CV sangat ditentuksasn oleh siapakah yang mélakukan
aktivitas usaha itu,gg)bisa sekutu komanditer atau

sekutu komplementer. Memang sekutu komplementer

82) Wawancara dengan Séekutu Aomandlter Vv DJembar
Permai, Drs.ec.lLabib Syaifuddin.
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vang seharusnya yang melakukan tugas.kepengurusan,
namun kadang sering terjadi sekutu komanditer
vang melakukan aktivitas usaha, bahkan sekutu
komplementer pasif, tidak terlibsat dalam aktivitas
éerusahaan.

ﬁalam praktik tidsk jarang pula dijumpsai
kontruksi CV yang sangat berbeda dengan bentuk
vang seharusnya. Untuk ity dapat dikemukakan dats
tentang dibeberaps contoh CV vang diperoleh
peneliti dari hasil wawancara dengan salah satu
pengurus CV, yang menunjukkan bahwa dalﬁm praktik
kehidupan bisnis konstruksi CV sangat beranekﬁ
ragam bentuknya, antars lsin:

1) CV TRIHATMOJO

Alamat: J1. Mulyosari Utara No.8 Surabaya.

Nomor Akte: @8, 19 Juli 1990 ;

Notaris: Titin Bintarti, SH.

Bidang Usaha: Kontraktor Sipil / Bangunan.

Sekutn Komanditer:.Widyastuti.

Sekutu komplementer / Pengurus / Direktur:

Ir.Sutjahjo Irianto.

Kegiatan Ussaha dilakukan cleh sekutu

komplementer sendiri (direktur).

Posisi Modal: seluruhnya dikuasai sekutu

komplementer (Ir.Sutjahjo Irianto) gd).

83) Wawancara dengan sekutu rengurus CV Tfihatmojo
Ir.Sutijahyo Irianto.
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2) CV. DJEMBAR PERMAI
Alamat: J1 Sidokapasan Belakang Pasar 37
Surabaysa.
Nomor Akte: 32 / 23 April 1987.
Notaris: Maimunah Zubaidah, SH.
Bidang Usaha: Konstruksi Sipil / Bangunan.
Sekutu Komanditer: Drs. Labib Syaifudin.
Sekutu Komplementer: Mulyaningsih (istri
dari sekutu komanditer).
Kegiatan Usaha dan tanda tangan direktur
dilakukan oleh sekutu komanditer dengan
meniru tanda tangan dari sekatu komplementer.
Posisi modal: seluruhnya dikuasai sekutu
komﬁnditer 944.

3) CV. MARGA HASTUTI;
Alamat: J1.Baskara Sari 4 Surabaya.
Nomor Akte: 17 / 14 Desember 1885.
Notaris: N.G.Yudara,SH.
Bidang Usaha: Kontraktor Sipil / Bangunan.
Sekutu Komanditer: Widoyoko.
Sekutu Komplementer atau direktur: Sri
Hastuti (sebenarnya berstatus sebagai
Karyawan CV Harga Hastufi).
Kegiatan usaha serta hubungan denéan -pihak

luar dan tanda tangan direktur dilakukan

94 ) Wawancara dengan sekutu komanditer CV Djembar
FPermai, Drs Labib Syaifudin.
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. 895)
oleh sekutu komanditer

4) CV. ADI TAMA FUTRA:
 Alamat: Tropodo Blok BZ 125 Sidoarjo.

Nomor Akte: 24 ./ 25 November 1993.
Notaris: Trining Ariswati, SH.
Bidang Usahsa: Jasa Perdagangan.
Sekutu Komanditer: Eva Ramola Nasution,
Sekutu Komplementer: Imam Marah Nasution.
Kegiatan ussha dijalankan oleh Sufiadi
Hilmi dan Rudy Karunianto (pihak luar yang
tidak tercantum dalam akte pendirian CV)
Posisi modal: sebagian besar dimiliki oleh
sekutu komplementer.
Pembagian hasil uéaha ditentukan oleh pihak

vang menjalankan usaha (tidak tercantum
dalam akte) 96).
5) CV. BERKAT USAHA;
Alamat: Bqduran Sidoarjo.
Nomor akte: 21 / 5 Juni 1991.
Notaris: Yulia Séloadji, SH.
Sekutu Komanditer: Yanuar Bakti.
Sekutu Komplementer: Sofyan Yunus.
Kegiatan usaha dijalankan oleh Burhanudin

Ali sekaligus sebagai pemilik modal. Jadi

status sekutu komanditer maupun sekutu

85) Wawancara dengan sekutu komanditer CV.Marga
Hastuti, Widovoko.

85) Wawancara dengan Sufiadi Hilmi dan Rudy K.,
pihak yang menijalankan usaha CV Adi Tams Putra
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Ali =mekaligus sebagai pemilik modal. Jadi

status sekutu komanditer maupun sekutu

komplementer vang terters dalam akte

hanya untuk pinjam nams saja 97).

Dari bebefapa pengurus CV vyang Eersedia
diwawancarai, dapat diketahui, adanya personel yvang
menjalankan kegiatan usaha serts vyang bertanggung
jawgb CV ternyata merekg bukanlah pihak-pihak yang
tertulis dalam akta pendirian. HMeraka hanysalah
menjalankan susatu pekerjdan yang mereka dapatkan
dengan menggunakan CV vang dipinjam dari orang
lain, vyang biasanya dikatakan dengan istilah
Pinjam Bendera 98).Da1am praktik demikian, banyak
terjadi praktik-praktik pemalsuan tanda tangan.

Berkaitan adanya beberapa bentuk CV dalsam
praktik yang tidak sesuai dengan konstruksi hukunm
yang sebenarnya akan dapat membawsa pengaruh pada
Proses likuidasi CV. Pada tahap proses pembubaran,
Jika pemilik modal sekaligus juga yang menjalankan
usaha dipegang oleh seorang sekutu saja tentunya
keputusan likuidasi tidak memerlukan kesepakatan
dari sekutu yang lain, dia dapat menentukan
sendiri CV perlu dilikuidasi atau tidak. Demikian
Juga dalanm pemberésﬁnnya, sisa hafta kekayaan CV

akan dimiliki sendiri dan pembebanan hutang kepada

87) Wawancara dengan sekutu komplementer CV.Berkat
Usaha, Yanuar Bakti.

48} FPenjelasan direktur CV Muara Arthe, Drs.ec
Moch Masykur,
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" pihak ketigda tentunya akan dipikul oleh sekutu
yang menguasai perusshaan.

Demikian halnya dengan CV. vang didirikan
oleh suami istri, bila terjadi likuidasi, sulit
untuk menentukan maﬁa bagian sdami dan mana bagian
-istri, apalagi jika kegiatan usaha CV merupakan
mata pencaharian utsma keluarga. dimungkinkan
tidak terjadi proses pemberesan. Biasanya bentuk
demikian ini istri tidak turut terlibat dalam
menjalankan kegiatan usaha dan secara finansial
tidak ikut memberikan pemasukan (inbreng), semua
dijalankan dan dibiayai oleh suami, seperti dalam
CY Djembar Permai.

Namun pernah ditemukan peneliti likuidasi
dari suatu CV yang didirikan oleh suami istri.
Likuidasi ity terjadi karena antara suami istri
sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga
bercerai gg)Sebetulnya usaha CV lancar dan tidak
ada masalah, namun karenarmereka bercerai. maka
kerja sama antara suami istri tersebut tidak dapat
dilanjut kan lagi, kemudian istri menuntut bagian
haknya atas harta kekayaan CV. Sebab selama ini
istri turut serta membantu ‘menjalankan kegiatan
usaha. Jadi dalam hal ini prosedur pemberesan
perlu dilakukﬁn untuk menentukan bagian istri,

sebaliknya, bila terdapat tanggungan hutang istri

83} Wawancara dengan_ Ny. Liem Jie Kai, sekutu
komanditer CV. Abadi.




mungkin juga perlu dibebani tanggung jawabnya.

Uraian di atas merupakan beberapa data yang
menunjukkan .prosedug likuidasi vang ads dalan
praktik. Selanjutnysa perlu pula penulis paparkan
data jumlah likuidasi CV di wilayah penelitian
beserta alasan teérjadinya likuidasi, dimana data
tersebut kami dapatkan dengan meneliti dari akte
pembubaran CV yang ada di wilayah Pengadilan Negeri
Surabaya dan Sidoarjo. Data tersebut dimaksudkan
‘untuk mengetahui peristiwa - peristiwa apa saja
vang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV
dalam praktik. Dengan begitu akan dapat
diketahuni dari sisi yuridié maupun  praktis
mengenail sebab - sebab terjadinya likuidasi CV
untuk selanjutnya dapat ditarik sebagai suatu
kesimpulan.

Supava dapat. menarik suatu kegsimpulan
diperlukan sejumlah data yang memberikan informasi
vang ada di lapangan. Untuk dapat memahamil sejauhmana
pelaksanaan likuidasi CV dalam praktik, berikut ini
disajikan data vang memuat sejumlah CV vyang telah
dilikuidasi berikut alasan - - alasan melakukan

likuidasi vang terdspat di wilayah penelitian.
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Dari data yang tersaji di atas, ternyata di kota
Surabaya selama tahun 1994 hingga 1996 terdapat 72
buah CV yang melakukan likuidasi sedang di Lkota
Sidoarjo ada 28 CV. Yang dapat dicermati lebih
Jauh dari data di atas, adalah tentang salasan
mereka melakukan likuidasi. Alasan vang termuat
dalam akte pembubaran ini dapat dianalisis dengan
peristiwa - peristiwa vyang dapat menyebabkan

terjadinya likuidasi menurut ketentuan dalam pasal

. 16486.

Data di atas menunjukkan beberapa alasan
penyebab likuidasi, yang dapat dikelompokkan dalam
4 (empat) peristiwa:

1) Kelompok A, likuidasi CV vang disebabkan
oleh ketidakcocokan kerja sama / prinsip
kerja, di Surabaya terdapat 11 buah CV dan

di Sidoarje 5 buah CV;

2) Kelompok B, likuidasi CV vang disebabkan .

oleh karena tidak ada aktivitas / sualit
mendapat pekerjaan ; di Surabaya terdapat
18 buah CV dan di Sidoarjo 6 busah CV;

3) Kelompok C, likuidasi CV vyang disebabkan
oleH karena ruéi/usaha kurang menguﬁtungkan
di Surabaya terdapat 23 buah Cv dan
di Sidoarjo 17 buah CV;

4) Kelompok [, likuidasi CV yang disebabkan
oleh kesepakatan / kehendak sendiri para

sekutu; di Surabaya terdapat 20 buzsh CV dan
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di Sidoarin 11 buah CV.

Dengan uraian data tersebut diharapkan akan
dapat diketahui sampai seberapa Jjauh ketentuan
tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pengaturan
yang dibutuhkan dalam praktik sehari-hari. Sesuai
dengan doktrin pandangan para ahli hukum bahwa
ketentuan yang terdapat dalam pasal 1846 tersebut
bukan ketentuan yang limitatif akan tetapilkeadaan
- keadaan lain diluar masih dimungkinkan menjadi
penyebab para sekutn CV melakukan likuidasi,

seperti CV. A4dbadi yang dilikuidasi karens terjadi

perceraian antara suami-istri. Dari seluruh CV
vang dilikuidasi tidak “satupun CV yang bubar
karena habis masa 'pendiriannya, sebab dalam

- praktik belum diketemukan pendirian CV dengan

mencantumkan untuk jangka waktu pendirian CV.

Kondisi-kondisi Yang Dapat Menyebabkan Ter jadinya

Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT.

Sekalipun tidak banyak data vang dapsat
diketemukan oleh peneliti mengenai jumlah CV vang
berubah menjadi PT, namun diharapkan data tersebut
dapat dijadikan sebagai asuﬁsi dasar bahwa kondisi
~kondisi tertentu dapat menjadi féktor penyebab
terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi CV.

Meskipun dirasakan cukup sulit untuk

menemukan orsng-orang yang telah melikuidasi CVnya
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sehingda menjadi PT. Namun berkat Bantuan beberaps
Notaris yang peneliti kenal, maka dapat dilakukan
wawancara dengan beberapa orang yang cukup
berkompeten dan relevan untuk memberikan
penjelasan berkenaan dengan kondisi-kondisi yvang
dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV menjadi
PT. seperti para pelaku usaha yang CV nya telah
berubah menjadi PT, atau para sekuty CV.

Dari beberapa dsts vang berhasil dihimpun
di wilayah penelitian, dan setelah dilakukan usaha
klasifikasi tingkat kemiripan dari hasil wawancara
selanjutnya dapat dikelompokkan dalam dua kondisi
yang dapat menyebabkan terjadinya 1liknidasi Ccv,
untuk menjadi PT yaitu, kondisi intern pPerusahasn

dan kondisi ekstern dari perusshaan.

a. Kondisi Intern.

Rondisi intern dari perusahaan merupakan
keadaan - keadaan yang mélekat atau ada diri
pribadi masing - masing sekutu CV. Keadaan~keadaan
tersebut adalah yang berkaitan deﬁgan kapasitas
atau kemampuan pribadi Pengurus dalam mengelola
usaha, visi atau persepsi Para pengurus CV didalam
drpava mengembangkan perusahaan, baik rengembangan
kedalam seperti inovasi produk maupun pengembangan

kearah perluasan wilayah usaha. Jiwa bisnis dan
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. . )
profesionalisme 184 )

Dengan demikian, suatuy upaya likuidasi
bentuk badan usaha dari CvV menjadi PT menuntut
motivasi yang tinggi dari pengurus CV di dalsam
rangka melakukan strategi pengembangan usaha.
Sehingga sulit untuk dapat dilakﬁkan bilamana para
pengurus dalam dirinya tidak terdapat dorongan
untuk menjaga kelangsungan usaha bahkan
mengembangkannya lebih besar lagi. Artinys jika
para pengurus cv mempunyai visi bisnis
yang'éederhana, asal ada rutinitas pPekerjaan dan
memandang tidak perlu pengepbangan produk, karena
akan menambah cost, maks akan sulit menerima
restrukturisasi dalam bentuk apapun.

Sebagai gambaran sebuah CV vang ditemukan
peneliti di kota Surabaya adalah

CV. Jaya. Teknik menjadi PT. Jaya Utama Teknix 1917

Berkedudukan : Jalan Bangka 15 Surabaysa.

Pada awalnya CV Jaya Teknik hanya bergerak
dibidang kontraktor bangunan atau Jalan dengan
menjadi rekanan pemerintah Kotamadya Surabaya.
Secaré rutin pada tiap tahun anggaran - mendapat
Jatah pekerjaan dari Pemerintah Daerah Tingkat II

Kotamadya Surabaya.

188) Wawancara dengan sekutu komanditer CV Diembar
Permai, Drs. labib Syaifudin

181) Disarikan dari hasil wawancara dengan salah

saty direktur PT Jaya Utama Teknik Ir. Rohadi
Wijaya, tanggal 23 Mei 1997.
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Suatu saat mendapat tawarﬁn dari' seorang
rekan pengurus, bahwa ada pekerjaan pembangunan
salpran transmisi telepon seluler diwilayah Pulau
Jawa sebanyak 250 stasiun dengan nilai proyek
lebih kurang 55 milyar. Dengan demikian dana
investasi yang dibutuhkan untuk dapat mengérjakan
pekerjaan sangat bessr bagi CV Jaya Teknik.
Apalagi ada harapan untuk Jangka panjang stasiun
transmisi tersebut akan dibangun untuk seluruh
wilayah Indonesia. Para sekutu memandang pekerjaan
vang ditawarkan itu merupakan sebush taht&ngan
vang perlu mendapat respon positif, Jika
perusahaan ingin berkembang lebih besar.

Segera kesempatan itu di tindak lanjuti
oleh seluruh pengurus CV. Sebagai langkah awal,
untuk menghimpunidana yang dibutuhksn para sekutn

sepakat untuk melakuksn aksn upaya likuidasi C(CV,

menjadi PT, dengan cara menawarkan surat-surat

saham kepada para kolega terdekat Namun sebelumnya

telah dihubungi beBeraba pihak dan.kolega pengurus
dengan mengemukakan maksud dan tujusn, dan apakah
mereka bersedia menginvestasikan pada perusahasan
mereka vang baru yang berbentuk PT. Dan ternyata
bagi mereka tidak keberatan apalagi badan usahanya
telah berbentuk PT, sebab menurutnya dengan PT
akan dapat terhindar risiko wusaha dan tanggung
Jdawab yang lebih besar.

Bagi pengurus CV, 3Jalan keluar untuk
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memeperoleh dana tidak selalu dengan merubah
bentuk badan usahs vang ada, karena bisa saja
"dengan meminjam kredit dari Bank, akan tetapi
langkah tersebut tidak dapat ditempuh, menurut
pertimbangan pengurus, bahwa dengan perubahan dari
CV menjadi PT paling tidsk akan dipercleh dua
manfaat, yang pertama dapat terhimpun dana tanpa
harus menanggung risiko hutang, vang kedua dari
segi profil dan bonafiditas perusahaan menjadi
lebih baik, Sementara itu dari para pemegang
saham merasakan adanya Jaminan yang jelas terhadap
risiko usaha, bahwa bila terjadi kerugian tidak
akan menjangkau sampail pada harts kekayaan pribadi

Pemegang saham

b. Kondisi Ekstern.

Kondisi ekstern dari perusahaan merupakan
kondisi kondisi ~yang ada diluar pribadi pars
sekutu yang dapat mempengaruhli kegiatan usaha,
vang berkenaan dengan iklim perekonomian suatu
negara seperti situasi pasar, pPersaingan usaha,
kebijaksanaan pemerintah, peraturan vang
dikeluarkan pemerintah dibidang ekonomi. Jadi
kondisi ekstefn lebih mengarah pada faktor-faktor
vang berada diluar perusahaan.

Sebagai contoh, daéat diuraikan sebuah data
vang ditemukan peneliti dan berhasil dilakukan

wawancara yang berkenasn dengan latar belakang
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upaya perubahan tersebut.

CV.Hitra Wedika menjadi PT.Mega Mitrs Medika 1927

Berkedudukan : J1. Wisma Menanggal 1/21 Surabavya.

Bidang usaha - Perdagangan.
Di dalam menjual film X-Ray (untuk Rontgen) dari
Amerika dan Jepang dengan merek KODAK, FUJI dan

DUPON yang harus dibeli dari distributor vang

‘berada di Singapura oleh kantor perwakilan pusat

vang ada di Jakarta, sedangkan CV Hitra Medika
statusnya adalah sebagai Authorized Dealer
(pemegang kuass perdagangan). Jual beli dilakukan
dengan menggunskan mats uang dollar Amerika

Dengan terjadinya gejolak moneter vang
melanda seluruh wilayah Asia Tenggara sejak
pertengahan 1987, mengakibatkan harga barang yang
perdagangnkan oleh CV Mitra Medika sangat tinggi

kenaikannya, sementaras stok barang dari Singapura

Juga berkurang. Akibatnya supply kepada konsumen-‘

menjadi terhambat, beberapa permintaan dari rumah
sakit dan klinik kesehatsn di Surabaya dan kota
sekitarnya tidak dapat dipenuhi, sedangkan filnm
untuk rontgen merupakan kebutuhan mutlak bagi
pasien.

Sebagail upaya agar tetap dapat melakukan
kegiatan wusaha, maka dicgri alternatif dengan

mencari produk merek lain vang harga maupun

182) Disarikan dari hasil wewancara dengan direktur
pemasaran FPI'.Mega Mitra Medika, Rony Lesmana,
SE., tanggal 25 QOktober 1997,
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persediaan barangnya tidak terlalu terpengaruh
oleh kondisi moneter vang ada. terdapat suatu
produk film X-Ray dari Jerman dengan merek AGFA,
produk tersebut belum banyak digunakan oleh rumah
sakit atau klinik di Indonesia, karena promosi
yang kurang dan selama ini banyak dikuasai oleh
" merek dari Jepang dan Ameriksa. Sehingga untuk
mendapatkan jalur adanya produk baru ini merupakan
isuatu informasi yang sangat mahal dan harus
dimanfaatkan dengan baik. Apalagi banyak agen -
agen penjualan film X-Ray vang tidak dapat
melakukan aktivitas lagi.

Dengan sistem pembelian pembayaran kontan,
tentunya diperlukan kesiapan modal vang cukup
besar, maka CV Mitra Medika tidak dapat memenuhi
seluruh konsumen, sementara itﬁ agen-agen lain
sudah tidak dapat melakukan kegiatan. Akhirnya
dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasil
badan usaha dari CV menjadi PT. Para sekutu CV
melihat situasi perekonomian ini bisa dimaﬁfaatkan
untuk melakukan perluasan usaha dan menguasai
konsumen yang banyak dilepas oleh agen-agen lain.

Sebetulnya dapat saja, CV Mitra Mediksa
meminta kredit dari bank, namun dalam kondisi yang
sulit seperti ini, rasanya berat bagi bank untuk
dapat memberikan kredit, apalagi bunga bank sangat
tinggi, sehingga jalan kelusar dengan kredit dirass

kan bukan merupakan jalan keluar terbaik.

1868




Akhirnya semua sekutn sepakat CV Mitra
Medika dilikuidasi menjadi PT Mega Mitra Medika.
Dengan beralihnya menjadi PT, beberspa rekan
dan kolega pendiri bersedis menginvestasikan
dengan pertimﬁangan bshwa bentuk PT lebih dapat
menjamin kepastian hak kewajiban masing - masing
pihak dan harta kekayaan pribadi tidak turut
pihak dan harta pribadi tidak ikut menjadi jaminan

pelunasan bagi kreditur. Disamping itu bidang

usaha PT. Mega Mitra Medika Medika tidak hanya

menjadi pemegang kuasa X~ Ray saja, tetapi juga
menjual alat kedokte}an dan kesehatan untuk daserah
- pemasaran wilayah Indonesia bagian timur.

Kedua contoh yang diursikan di ates (CV
Jaya Teknik dan CV Mitra Medika) merupakan salah

satu contoh dari beberapa (CV vang melakukan

likuidasi menjadi PT. Tentunya masih banyak

-lagi kondisi intern maupun ekstern yang dapat
mempengaruhi suatu CV berkeputusan merubah bentuk
badan usahanya menjadi PT. Beberapa pengurus CV
vyang pernah ditemui peneliti mehgatakan alasannya
mendapa mereka tidak langsung membentuk PT saja,
radahal dengan begitu CV masih dapat digunakan
mengerjakan pekerjaan lain.

Henurut mereka‘perubahan CV menjadi PT itu
tidak hanys didorong oleh keinginan intern para
sekutu, namun jugsa terkait dengan sistem perbankan

vang ada dalam praktik. Bila suatu saat PT hendak
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membutuhkan kredit pada bank, salah satu syarat
vang harus dilampirkan adalah adanya laporan
aktivitas perusahsan selama ini, hal ini dapat
diketahui melalui ‘laporan rekening bank dari
perusahaﬁn yang‘bersangkutaﬁ. Berdasarkan laporan
rekening bank tersebut bank akan mempertimbangkan
apakah kreditnya disetujui atau tidak, dan Jjika
disetujui berapa besar harus diberikan.

Selain itu, menurut mereka dengan dirubahnya
CY menjadi PT, pada mitra usaha atau pesaing
usaha mereka akan terkesan bahwsa perusahaan
semakin berkembang besar, dan lebih baik.
Sedangkan dari para konsumen juga masih mengenal
perusahaan, dengan begitu tidak akan ditinggalkan
prara pelanggan.

Untuk lebih memperoleh éambaran yang lebih
realistik mengenai kondisi apa saja vang dapat
- mempengaruhi likuidasi CV, untuk menjadi PT, maks
berikut ini perlu disajikan data mengenal CV vang
telah dilikuidasi menjadi PT dari beberapa kantor
notaris di Surabaya dan Sidoarjo.

Oleh karena terbatasnya waktu serta biays
prada peneliti serta banyaknya kendala untuk
‘memperoleh datd vang dibutuhkan, namun dengan niat
dan usaha yang maksimal, akhirnya di kota Surabaya
dapat dihimpun data CV mengenai vyang menjadi PT
dari 10 (sepuluhj kantor notaris, sedang ‘di kota

Sidoarjo diperoleh dari 5 (lima) ksntor notaris.

171




- IINNF ¥VAES 6

Tesaq YIgay suek oYIsas IavyyY

o1yuy WepuTySu3Ur JIuuy) 0T RHE0Y 96, - 11- 12 | VINVI VA¥YH VAV INUINN i

[epow Jesaqioduau op

nuesng | eyesn ueySuequiaiuapy welueseprdd | 96, -80- 2 | MAVE VSYIDONY VSVAONY | L
AD ByEsn UeSurquIsSusd NOLLYIOdIOD

urnuel edeldoy uep ueyiniue[apy 101yeRUOy 96, =TI - €1 YIVINYGEd ¥vdiNds YTHIEY YVVWIAN S

nmeq THIANVYIN _

UEMEBYIE UBMEBM zyRsSn UBRuRquIaduad ueSueseprad €6, -F0-80 | VAUNS VAVHVD VANOS WAVHYD <

, SINV.LTINASNOD
NOLLVANNOA IY¥YaNacd
SHHANIONH SHHANIONT

WIASEH PR{OEM AD eyesn vemnfuepiy Ioenuely | 6. -0 -91 YVISHNOO NI VISENOANL | F
eyesn YAIAIIN

} UBAMROSS UEMBN wesuequrdad ymun ueduedeplad | /6, -80- €T YALIN VOAN YAIAIIN VILOY k3
Wweq eyest Jnjim jepots AINHAL

yeprequy "W Ueyequre} WedUIW IOPROUCH | L6.-60-8) YINVIN VAT HINFAFL VAV T
WaSuey ‘AD Hep ONVTIINAD

WIASEH PTYORN BEST TRYSTUIAUS]Y I0{BOUGN 26.-£0-61 INOONVIN INTTONVIX 1

VAVEVHAS | X

...... omLrmo ot e perr T e o ueegquuag- ) cpdpefuapy | .
L ISEPIOTIUeSery - | eyespySwepsg of 0 Cungyey | wimen venequiag | AD ewey aN

- OfEvVOdIS NVA VAVEVYS VILOH
SRIVLON YOLNVY VdVIddId I 1Id IAVONTIN AD ISVAINMIT
THA TV L

a72



Or¥vodais 1

WIOUEH BURYIOY

JNIASEY pR{dem

UBMENSS UBMEBAM

Hpeuny

S eprdifem
URZ yepreqaz

WRDOLNPQY
oy

wmpoey Hupqy

tpeuny

nreq eyesn
YeqUIeuaur wep
BYEs Uiy
BYEST
ueueyeadunapy

AD ®eyesn ueyjuluepa)y
eyesn Suepiquep
Tepour resaqlsdumy
BYRST

Suepiq {equrewsw vep
AD eyesn vepnfuefajy
BYEST

Tesaqiadusa yoqun
[EpOU HRquUIER)y

BlesT uRduequIasusg
glesn Iesaqisduraus
uep ueyinfueriy
[epour YequieuaWw
ByRSn Jesaq Jadurapy
AD Tesaqradursiu
uep ueyinlueiapy

I01XRIUOY .

J01ROuUOy

IolyBnuoYy

Iopjenuoy

Io1yenuoy

10pEIUOY
veluedeplag

ueSuedeplad
esef

/ue3ueSeprod

€6 - %021

96, - 11 - L1

96.-01- 11

96, -1 - 20

L6, - 60 - €T

LGy - 0 -T2

16.-10-£0

§6.-C1 - 81

6" -60-¢€0

L6+-90-FI

VAUVH

YINVLO VINSTIVHY
VIAVINYSIAN VAV(
TVOONILIEL

ONIMFINIONT |

YAV VIIGNY

LIvS

VINYIN NLIISVd

VINYLN
OUNI'TYILNAS

LT

YAVSIHd

VSN VLD |
IAvdY . -

WINSTIVHM
IAVEY VAUNS
YNVONIX
NOILVIS
HOIAYES YN
YAV

INOE dVNES

YINVLN VINDI VY
VAYL

TVODONNLNL
ONRIFEINIONS |
YAIANY |

VINVIO MIAISVd

VWL VAV

YINVLN VYLD |

YRYAVS V1Nd
VNVONIM

HHFWNS

JOIAMIS AVYNEL

iNOg Yv3s

.

(a8
-

-

uenfirer|

173



jre[aurey] RURIPIRN
{oyodumy prespd
oxodury prempy

geamerpu] "q v

ifpeoleg BRA

ifpeo[ag BnA
QERAMSLTY SUTULL],

QeMsLIY SumLL

neASLTy SURIHL

fepour

YBQUIBUR UL We(] "AD
eyesn vepniue[e>
BYeRSn

Suepiq senpradwaly
eyesn Sueptq

Sueprq esnpadursiy

AD BURST URYSIISUI)Y

AD eyesn uepnriueRH
Iessq

yiq3] SueA ueelaysd
yajoradwaur yrun
[EPOUI YRqUIBUILI D
eyesu senjradwsiy
TepoW Uep BYRST
Burepiq YeqUIBURN
"BYRST

weSuequafuad uep
[EpOUl TEQUIBUSFY

wesuelepiad

uesuedeplad

IOYYRRUOY
ICPROUOY

UeSueSEPISd

IOIXRRUOY

ICI{eRuoy

ICTNRIUON

uesuRsepIad

96, - 90-¥0

96.-<0-10

96, - 11-92

€, - L0 - 91

OQNISAN
VYOLL VEVNIN

NYMVYN VLLES
Y¥aAvSdad
OANITVLIN
VSOLNIS

VAV WIINIVIN

VINIYHd OOVRLLNI

VAEVA
V14ID ¥Xu
AINVAEIN
YVLTIA YVNIS
AINMEL
VAV IUVIN

RIIANVIN S(HO4

YOILL VIVNIN

NYMAYY VILES

OCNITYIIN

VAV dNINAVIN

QOVILNI

YVIJIO VS

NINYNIN ¥VYNIS

HINMAL VNYHYM

SONO4

CLravoas

o~

lf;

i

rud

...... uenfire]

374



LT

yejuap

™

o

&
—

[EPOUI BQUIBURLY URD BYRST UBSNfUB[ajA;
[EPOW yequreliow Uep eyBsn UBSuBqUISUSAY
BYERSN %MM%@E%%E uep teyinfue[ein

0Lreq BYeSn SUBPIq UBP [EPOU (BGUIBUSIAT
OISAIl LIBPUTYSUA,

BURSN UENSURQUISSURA

ueq eyesn Suepiq uesurquIaS ULy

AD eyBst ueMIn{uR[RA

o1

IMIT NVSVTV

OfdVOdS NVd VAVIVHNAS I
Ld IAVENHIN AD ISVAIGNIT NVSVIV ISVIALIIVTN VIvd
XI TGVL




Data wvang tersaji-di atasg merupakan datsa mengenai
likuidasi ¢V’ menjadi PT yang diperoleh padsa
beberapa kantor notaris dalam dua tahun terakhir
vaitu sekitar akhir 1995 hingga pertengahan 1397,
Peneliti tidak dapat menyajikan data dalam masa
beberapa tahun vang lebih banyak, sebab sumber
informasi yakni kantor notaris tampaknya keberatan
untuk membuka kembali arsip atau dats yang telah
tersimpan jauh pada tshun sebelumnys .

Walaupun demikian, para notaris dapat
memberi gambaran perkembangan itn dalam beberaps
tahun terakhir, oleh karena fenomena perubahan (CV
menajai PT itu banyak terjadi pada tahun-tahun
awal 8@-an. Jika dilihat dari segi kuantitasnys
terjadinya likuidasi dari CV menjadi PT memang
tidak sébanyak CV vang dilikuidasi, namun kalau
dilihat dari praktik vang ada selama ini, dapat
dikatakan pada kantor notaris yang telah
berpraktik selama lebih dari sepuluh tahun rata-
—rata telah melakukan perubahan CV menjadi PT
kuran% lebih sebanyak tiga sampai lima busah.

Oleh karena cukup rumit Juga untuk
mendapatkan informasi mengenai likuidasi CV yang
telah menjadi PT, wmaka secara kuantitas bukan
Jumlah CV yang menjadi PT vang ingin peneliti
temukan, akan tetapi dengan menggunakan dasar
dasar pemikiran dari sejumlah kantor notaris vang

dapat Kami hibungi secara rats - rata berapsa
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banyak yang telah melakukan perubahan CV menjadi
PT dalam kurun waktu tertentu.

Sebab tidak semua notaris bersedia memberi
informasi mengenai identitas déri cv yang
melakukan likuidasi menjadi PT, apalagi identitas
bara pengurus CV, dengan alasan bahwa informasi

tersebut merupakan rahasia Jabatan notaris,

Sehingga bilamana peneliti mendapatkan informasi

mengenal latar belakang dan Jalannya 1likuidasi
suatu CV menjadi PT secarsa mendalam, maka hal itu
banysak terjadi-mélalui jalur atau- mekaniéme vang
Justru bersifat nonformal, seperti persahabatan
atau kolegalitas, bukan melalui prosedur formal.

Oleh sebab itu diharapkan informasi vang diperoleh

tersebut paling tidak dapat dijadikan sebagsai

asumsi dasar dalam menganalisis permasalahan vang

telah dikemukakan.

Pelaksanaan Likuidasi CV menjadi PT Dalam Praktik

Dari sejumlah kantor notaris di Surabaya
dan Sidoarjo vyang dapat dihubungi terdapat 18
(sepuluh) kantor notaris di Surabaya dan 5 (lima)
kantor notaris. di wilayah . Sidoarjo yang dapat
memberikan penjelasan tentang prosedur pelsksanaan
likuidasi CV menjadi PT.

Dengan mendasérkan pada ketiadasn pedoman

gtau peraturan yang mengatur mengenai likuidasi CcVv
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vang berubah menjadi PT, maka pada umumnys para
notaris berbendapat bahwa dalam ~melaksanakan
prosedur likuwidasi ¢v menjadi PT lebih cenderung
'didasarkan pada pertimbangan—pertimbangan praktis,
namun demikian, tetap tidak meninggalkan aspek -
aspek yuridis yang ada, paling tidak sejauh
mungkin dihindari hal-hal vang menyiﬁpang dari
dari aturan pokoknya, namum tetap akan diupayakan
untqk tidak merugikan kepentingan para pelaku
bisnis itu sendiri 1@3).

Berkenaan dengén kepentingan pelaku bisnis
vang hendak melakukan perubahan bentuk usaha dari
CV menjadi PT ini, secara yuridis belum ada aturan
vang dapat dijadikan pegangan oleh para notaris.
Oleh sebab itu dalam praktik pelaksanaannya, para
praktisi hukum ini memandang prosedur tersebut
dapat dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu:
fahap likuidasi CV dan tahap pendirian PT 124).

Tahap likuidasi CV merupakan tahapan untuk
mengetahul posisi  akhir dari seluruh hartsa
kekayaan CV yang dilikuidasi. Pada tahap ini
diperlukan proses prenghitungan vyang berkaitan
dengan hutang-hutang CV, tagihan-tagihan maupun
keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga

mengenal bagian masing-masing sekutu. vang berhak

1683) Wawancara dengan notaris Wawan Setiawan, GSH.
tanggal 3 Mei 1597.

184) Penjelasan dari Notaris M. Zubaidah, SH.,
tanggal & Meil 1997, :
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Jadi dalam hal perubah;n CvV menjadi PT,
Secara yuridis eksistensi CV tidak peflu dibubar
kan, sebab likuidasi tersebut bertujuan hanya
untuk menghitung neracs akhir harta kekayaan CvV
pada saat akan dialihkan kepada PT untﬁk selanjut_
nya dibagi diantara para sekutu CV untuk dijadikan
sebagai modal awal dalam PT. Sehingga kadang
dijumpai suatu PT, komposisi modalnya dimiliki
oleh orang - orang - yang tadinya adalah pars
sekutu dari CV yvang dilikuidasi.

Oleh sebabk itua para notaris umumnnya
mengatakan bahwa untuk melakukan perubahaﬁ dari CV
menjadi PT, tidak perlu dilakukan likuidasi
teyhadap CV yang akan dirubah tersebut. Dengsan
tidak dibubarkannya CV yang menjadi PT tersebut
berarti segala bentuk perizinan vang berkaitan
dengan aktivitas operasionsal perusahaan tetap
dapat digunakan, sehingga sekalipun perusahaan
dalam proses perubahan menjadi PT kegiatan usahsa
masih tetap berlangsung. Sambil menunggu proses
pembentukan PT, segals perizinan yang dimiliki
dapat diproses perubshan status dari bentuk CV
menjadi PT, ini berarti tidak diperlukan mengurus
prosedur segala perizinan PT dari awal, sebagai.
mana PT baru pada umumnya. .

Hasil kesepakatan mengenai penghitungan,
siapa yang duduk dalam dewan direksi, dewan

komisaris dan nama dari PT seluruhnya dicatat dan
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dirangkum dalam suatu notulen kesepakatan dan
ditandatangani oleh seluruh sekutu Ccv vang
menjadil pendiri PT, untuk selanjutnya disampaikan
kepada notaris. Qleh Notaris, notulen kesepakatan
akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dslanm
rangka pembuatan akte pendirian PT.

Tahap Pendirian‘PT;, pembentukan PT yang
berasal dari CV, tidak terdapat ketentuan vyang
. khusus,- sehingga dalam prosedur pendirinnysa
notaris tetap mengacu pada ketentuan PT, yaitu UU
No.1/1885. Hanya saja, apa vang akan dirumuskan
pada pasal - pasal di délam akte pendirian PT,
dalam beberapa hal notaris berpedoman pada hasil
kesepakatan yang telah tertulis dalam notulen.

Selanjutnya para pendiri PT juga diminta
untuk memenuhi berkas-berkas persyaratan vang
berkaitan dengasn identitas personil dan perusahaan
sebagal berikut: 187)
a) Foto copy KTP para pendiri, biasanya menduduki

Jabatan komisaris atau direksi;
b) Salinan akte pendirian CV yang dilikuidasi;
¢) Foto copy NPWP dari CV yang dilikuidasi;
Kemudian pendiri diminta untuk mengurus perubahan
status NPWP CV menjadi NPWP PT. Setelah NPWP PT
Jadi, selanjutnya dapat diéunakan untuk membuks

rekening bank.

187) Penjelasan dari notaris Wachid Hasyim, SH.,
28 April 1887,
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Beberapa persyaratan membuka rekening bank
untuk perusahaan: 108)
1) Foto copy NPWP dari rerusahaan;

2) Foto copy salinan aktelperﬁsahaan ( bagi PT,

akte yang belum mendapat pengesahan badén hukuam) ;

3) Foteo copi domomili perusahsan;

4) Pas photo 3 lembar dari masing-masing spicement
vaitu, personil yang berhak mencairkan nang
dari bank;

9) Menverahkan bentuk tanda tangan masing-masing
spicement, boleh satu atau 1lebih orang yang
bertindak sebagai spicement;

B) Mengisi formulir pembukaan rekening;

7Y Menyetor danas pembuksan rekening, untuk PT
minimum Ré. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah semua persyaratan dipenuhi, dalam waktu 2

(dua) hari atau 2 X 24 jam, perusahsan sudah dapsat

méngambil ‘buku cek dan giro dari bank vang
bersangkutan.

‘Jika telah selesai proses pembukaan
rekening bank, para pemegang saham dapat menyvetor
modal padsa Eank, selanjutnya bukti.setor tersebut
disampaikan kepada notaris untuk digunakan sebagai
salah satu syarat pengajuan pengesahan badan hukum
rada Menteri Kehakiman. Adapun persyaratan dokumen

vang perlu dipenuhi untuk pengajuan badan usahsa

1#8) Penjelasan notaris Wawan Setiawan, tanggal 3
Mei 1887, .
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antara lain: 1832

1) Foto copy akte pendirian PT sebanyak 3 lembar;
2) tho copy NPWP PT sebanyak 3 lembar;

3) Foto copy bukti setor dari bank sebanyak 3

lembar beserta aslinya;

Setelah mendapat pengesahan badan hukum dari
Menteri Kehakiman, langkah selanjutnya PT dapsat
mengurus surat izin vang berkaitan dengan kegiatan
operasional bidang usaha perusahaan, seperti Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk bidang usaha

Jasa perdagangan atau SIUJK, untuk bidang usaha

Jjasa konstruksi atau bangunan. Jika perusahaan
ingin mendapatkan prekerjaan dari anggaran
pemerintah, maka masih dibutuhkan syarat vang
disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR) ataun sering

disebut dengan Prakualifikasi.

188) Penjelasan notaris Wachid  Hasyim, SH.,
tanggal 25 April 18397.

183




B. PEMBAHASAN HASTL PENELITIAN

Kebutuhan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Posgitir

‘Hubungannya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik

Pada data hasil penelitian inventaris
ketentuanl likunidasi €V telah diketahui bahwa,

ketentuan yang mengatur mengenai likuidasi cvV

bukanlah pasal - pasal vyang secara eksplisit
ataupun langsung diperuntukkan bagi CV, namun
pasal - pasal itn merupakan ketentuan khusus yang

langsung mengatur bagi bentuk badan usaha
persekutuan firma dan persekutun perdata.
Penerapan ketentuan 1likuidasi persekutuan
firma dan persekutuan perdata yvang terdapat dalanm
KUHD dan KUHPerdata, yakni pasal 31 - 35 KUHD dan
pasal 1484 - 1452 KUHPerdsats terhadap . CV  adalsah
didasarkan atas pendapat atau tafsiran vang dibuat
oleh para ahli atau sarjana hukum yang lazimnya
sudah terkenal dan sudah membuahkan karya tulis
ilmiah yang telah menjadi standar bacaan para
sarjana hukum, seperti Sdekardono, Purwosutjipto,
dan lain-lain. Sehingga pandangan para pakar
tersebup dapat digunakan sebagai dasar untuk
memecahkan masalah yang dihadapai bilamana belunm
diatur atau tidak diatur secara jelas dalam undang

~undang .,
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Di dalam ilmu huakum, sumber hukum bisa
berasal dari undang - undang, kebisssasn, traktat/
perjanjian, yurisprudensi [/ keputusan hakim,
atau doktrin [/ pendapat ahli hukum atau ilmu
pengeetahuanllg). Mengamati penerapan ketentuan
likwuidasi CV yang berasal dari pasal-pasal fentang
persekutuan firma dan persekutuan perdata, maka
sumber hukum likuidasi Ccv dapat dikatakan
didasarkan atas doktrin para sarjana, sehingga
khusus terhadap masalah likuidasi Ccv, dapat
mengacu pada doktrin para sarjana atau ahli hukun
hukum tersebut.

Doktrin merupakan salah satu sumber hukum
formal, disamping adanya sumber hukum materiil
sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan hukum.
Secara hirarkhis, kedudukan hukum dari doktrin
tidaklah sama dengan undang-undang. Karena doktrin
merupakan buah pemikiran, penafsiran, atau
pendapat dari beberapa sarjana terhadap sesuatu
persoalan yvang belum Jjelas pengaturannyva. Oleh
sebab itu kekuatan dan kepastian hukunm dari
doktrin dirasakan tidak sebagaimana undang-undang.

Mengingat pendapat atau pendangan antara

satu sarjana dengan sarjana lainnya belum tentu

118) Haryono, OP.CIT.
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ada kesamaan pendapat,omaka untuk menetapkan suatu
doktrin tidak dapat dihindari bilamana térdapat
perbedaan pandangaﬁ, penafsiran, atau  rumusan
diantara mereka. Adanya‘perbedaan pandangan ataun
penafsiran para ahli atau sarjana hukum tersebut
memungkinkan menjadi pengaruh terhadap kekuatan
serta kepéstian hukum di dalam mengimplementasikan
suatu persoalsn yang didasarkan kepada doktrin.

Jika ditelaah dalam literatur, beberapa
penulis  hukum perusahaan berpendapat bahwa,
sebetulnya pembentuk undang - undang juga melihat
adanya Jjenis CV diam- diam, CV terang - terangan,
dan CV atas saham. Hal tersebut dapat ditunjukkan
oleh rumusan yang terdapat dalam pasal 28, 21,
dan pasal 32 KUHD. Akan tetapi di dalam praktik,
Jenis CV tidak cukup dijelaskan hanya oleh ketiga
bentuk tersebut.

Misalnya saja Jjika diaﬁati dari aspek
organisaéi, dikatakan oleh M. Natzir Said bahwa
CV sebagal organisasi kerja sama dapat dibedakan
dalam beberaps hal:

1) Jika dilihat dari aspek permodalan, terdapat 2
(dua) macam CV, yakni CV atas saham dan CV
bukan atas saham;

2) Jika dilihat dari hubungannya dengan pihak

ketiga, terdapat CV terbuka dan CV diam;
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3) Jika dilihat dari kepengurusannya, terdapat CV
vang dipimpin oleh seorang pengﬁrus dan CV
vang dipimpin oleh beberapa pengurus.lll)

Keragaman konstruksi CV yang ada dalam -praktik

sama sekali tidak distur dalam KUHD, sehingga bila

terdapat konstruksi CV lebih mengarah pada
konstruksi PT, seperti pada CV atas saham, maka
menurut doktrin parsa sarjané dapsat diberlakukan
ketentuan tentang PT, sedangkan bila lebih
mengarah pada konstruksi firma, seperti pada CV
vang memiliki beberapa orang sekutu pengurus,
Melihat keragaman konstruksi CV yang tumbuh
dalam praktik bisnis, salah satunya ditentukan
oleh adanya kehendak atau tujuan vang sda pada
setiap pengusaha adalah berbeda, disamping itu
kondisi ya;g mendukung Jjalannya usaha pada masing

-masing pengusaha juga berbeda.

Sehingga, kadang aps yang dirumuskan dalam akte

pendirian CV belum tentu sesuai dengan reslitas

vang ada dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh
bila seseorang tercantum sebagai salah satu
sekutu komanditer didalam akte, kenyatéan vang
éebenarnya belum tentu sekutu komanditer tersebut

sebagai sekutu yang memberikan pemasukan modal

111) M. Natzir Said, OFP.CIT.
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pada CV, demikian Juga Jjika tertulis seorang
sekutu komplementer sebagai direktur di dalam skte
bukan berarti dia sebagai sekutu vang menjalankan
aktivitas usaha. Praktik vang demikian ini
tampaknya tzdak menghalangi para pelaku bisnis
untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pada umumnya dalam pembuatan akte pendirian-
CV, notaris mengsacu pada ketentvan hukum yang ada
paﬂa péhbentukan atau pendirian Ccv, artinya
secara konseptual akte tersebut harus ‘memenuhi
ketentuan yuridis. Kendatipun dari para sarJana
hukum sendiri masih belum terdapat kesatuan
rendapat mengenai penyebutan CV dengan persekutuan
atau perseroan, namun dalam akte pendirian, CV
sering kali disebut deﬁgan rerseroan komanditer

Adanya ketidaktentuan konstruksi CV dalam
praktik, membawa pengaruh pula pada saat Ccvy
bubar. Secara yuridis, pembubaran itu tetap akan
dilakukan dengan melalui‘ Jasa notaris, vaitu
dengan dibuatkan akte pembubaran, namun pada saat
para sekutu akan melakukan proses remberesan,
sangat ditentukan oleh konstruksi CV vang ada
dalam praktik. Artinya, sering terjadi orang-orang
vang menjalankan ussha atas nama salah satu sekutu
CV. namun sebetulnya mereka 'itu bukanlah salah

satu sekutu vang disebut dalam skte. S5ehingga jika
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terjadi likuidasi, akte pembubaran tidak akan
mencantumkan nama mereka sebagai orang yang befhak
memperoleh bagian atau berkewajiban menanggung
suatu hutang, sekalipun sebenarnya dsalanm praktik
mereka adalah orang-orang vang berhak. Inilah yang
dimaksud dengan perbedaan antara bentuk CV dan
konstruksi CV.VBénﬁuk Eadan usaha‘ sama-sama CV,
namun konstruksi bisa berbeda, sebab konstruksi
berhubungan dengan pelaksanaannya bagaimana di
lapangan.

Oleh sebab itu, Jjika dalam kepustakaan
likuidasi itu difahami sebagsi suatu proses vang
melalul tahapan pembubaran dan pemberesan, maka
pada konstruksi CV tertentu, kedus tahapan' itu
tidak selalu dapat dilaksanakan stau dilaksanakan
namun hanya sebagai formalitas untuk memenuhi
syarat ketentuan undang-undang.

Sebenarnya i%tilaﬁ likuidasi tidaﬁ te¥dapat
dalam KUHD maupun KUHPerdata, namun secara umum
pengertian likuidasi sudah difshami masyarakat
dan pelaku bisnis sebagai suatu tindakan vyang
pembubaran perusahaan dengan menjual aset
perusahaan, selanjutnya akan membawa akibat pada

2
bubarnya institusi suatu badan usahall“).Sehingga

112} Kamus Perbankan, OF.CIT.
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dalam proses likuidasi memerlukan 2 (dua) tahapan

¥altd  Gapaa Banbialbsran dan tahap ﬁgmbareaah

Sebagaimanandirumuskan oleh pasal 115 ayat 4

UU.N0.1/1995, bahwa pembubaran merupakan suatu
Proses menuju kearah likuidasi, yakﬁi bubarnya
kerja sama suatu‘ institusi. Sedangkan tindakan
pemberesan merupakan tindakan selama dalam proses
likuidasi, ‘seperti, pencatatan, lpengumpulan
kekaysaan perusahaan, penentuan bagian pemegang
saham, pembayaran kepads kred;tor.

Namun dengan adanya konstruksi CV. di dalam
praktik yang kadang tidak sesuai dengan apa  yang
telah tercantum dalam akte CV tersebut, maka
bila terjadi 1likuidasi ataa CV bubar prosedur
likuidasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan
identitas yang tercantuﬁ dalam akte. Hal 1ini
dikarenakan adanya praktik - praktik seperti,
pinjam nama agar memiliki sejumlah CV yang lebih

banyak, atau pinjam bendera CV untuk mendapatkan

pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi CV vang

disyaratkan oleh pemberi pekerjaan.

Adanysa praktik proses likuidasi vang tidak
konsisten dengan makna likuidasi pada CV, selain
memang faktor wutama para pelaku bisnis vang
cenderung berfikir praktis, bahwa tidak cukup

penting mempermasalahkan tentang apa jenis CV vang
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dimilikinya, vang 1lebih menjadi perhatiannya
sekitar bagaimﬁna dengan‘CV yang dimilikinya dapat
melakukan aktivitas wsaha. Disamping itu doktrin
para sarjana hukum dan pasal-pasal CV yany sangat
térbatas dirasakan kurang memberi kejelasan dan
kepastian’ untuk menjadi rambu-rambu CV dalam
menjalankan aktivitas usaha.

Dengan demikan cukup kompleks konstruksi CV
yang ada dalam lalu lintas bisnis, menjadikan
kompleksitas pula pada persoalan likuidasi atau
pembubaran CV. Menurut pandangan pars sarjana
hukum, keadaan - keadaan vang dapat menyebabkan
bubarnya persekutuan termasuk juga CV terdapat
dalam ketentuan KUHPerdata dari pasal 1848
hingga pasal 1852, Kenyataannya dalam praktik,
bubarnya CV seringkali terjadi oleh keadaan -
keadaan yang ada diluar ketentuan tersebut.

Dari hasil penelitian, setelah dilakukan
pengelompokan, maka terdapat 4 (empat) keadaan
vang menjadi penyebab terjadinya likuidasi, yaitu:
1) Ketidakcocokan-prinsip / kerja sama;

2) Tidak ada pekerjaan / aktivitas;

3) Rugi;

4) Kesepakatan / kehendak dari anggota.

Dari keempat keadaan tersebut, terdapsat satu

keadaan yvang termasuk kriteria ketentuan
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KUHPerdata, vyaitu kesepakatan / kehendak dari
anggota, sedangkan ketiga lainnya merupakan
keadaan yang ada diluar ketentuan KUHPerdata. Dari
uraian data di atas benar apa vang ~diungkapkan
oleh S8ri Redjeki Hartono dalam bukunya Bentuk -
bentuk Kerja Sama Dalam Dunia (saha 113)bahwa,
likuidasi yang ada dalam hukum positif tidak dapat
diberlakukan sebagai ketentuan vang limitatf,
melainkan enuntistif, karena masih ada keadaan
lain yang dapat menyebabkan bubarnya persekutuan
vang tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi
tetap diperboleﬁkan.
| Mengamati wuraian mengenai keberadaan CV
dalam 1lalu 1intés dunia usaha di atas, dirasakan
sangat membutuhkan adanya kepastian dan kejelasan
dalam mengatur segala aktivitas CV dalam dunia
usaha yang ada saat ini. Karensa secara umum, dunia
usaha selalu menuntut adanya kepastian, CV sebagai
institusi bisnis, para pelakunya tentunya sangat
membﬁtuhkan adanya' kejeiésan tatanan yang' dapat
mengatur aktivitas mereks.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Djunaedi

Hadisumarto dalam majslah ilmiah Menejemen dan

113) S5ri Redjeki Hartono, 1988, OP.CIT.
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r1id)

Usahawan bahwa, adanya kepastian hukum dalam

kegiatan bisnis dapat membantu pars pelaku bisnis
untuk dapat memprediksikan return on  investment
(ROI) wvang akan diperolehnva nanti, sedangkan
ketiadaan kepastian hukum akan mendorong para
pelaku bisnis mencari peluang-peluang (loopholes)
untuk meraih keuntungan. Kadang peluang tersebut
bukan perbuatan vyang melanggar hukum, tetapi
karena belum ada peraturan yang mengatur, atau
kurang jelas pengaturannya, sehingga perilaku para
pelaku bisnis kadang sulit untuk dikualifikasikan
sebagal suatu perbuatan yang illegal, karena
memang belum ada peraturan.

. Dengan mengacu pada apa vang telsah
diuraikan di atas, tampak bahwa landasan hukum CV
vang ada dalam KUHD, secarsa keseluruhan memiliki
porsi yang sangat terbatas, sedangkan persoalan
yang berkaitan dengan sedala aktivitas Cy
didasarkan pada kekuatan hukum dari doktrin
para sarjans itu sendifi cenderung sangat rentan
terhadap perbedaan, perbedsan pandangan, atan
perbedaan penafsiran, sehingga dirasakan kurang
memiliki kekuatan hukum pada pelaksanaannya dalam

praktik. Disamping itu suatu doktrin Juga kurang

114) Diunaedi Hadisumarto, OP.CIT.
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dapat diketahui oleh masyarakat umum maupun
kalangan pelaku bisnis.

Untuk itulaﬁ hal penting yang perlu
mendapat perhatian serta pemikiran terhadap
permasalah tersebut adalah upaya para pembentuk
undangjundang untuk lebih memberikan tempat
bagi pengaturan badan - badan usahs diluar PT,
seperti persekutuan komanditer (CV), peréekutuan
firma, dan persekutuan perdata (maatschap) vang,
masih diatur dalam peraturan peninggalan kolonial
vaitu KUHD dan KUH perdata atau yang belum diatur
agar segera dikeluarkan 'produk peraturan vyang
lebih lengkap disesuaikan dengan aktivitas usaha
vang ada pada sasat ini.

Khusus terhadap CV, yang merupakan bentuk
kerja sama usaha yvang sangat diminati masyarakat
rengusaha kecil atau mgnengah dibandingkan dengan
firma, sangat membutuhkan kejelasan pengaturan
terhadap éktivitas mereka, sehingga kompleksitas
konstruksi dan prosedur likuidasi CV dalam praktik
dunia usaha memiliki kerangka aturan yang memédai.

Jika dilihat pada PT telah .ada peraturan
vang secara khusus mengatur mulai pendirian hingga
pembubaran yaitu UU No.1/1995 tentang Perseroan
Terbatas, bahkan telah ada petunjuk pelaksanaan

pembubaran CV dalam kaitannys dengan Wajib Daftar
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Perusahaan, sedangkan bagi CV, banyak hal vang

masih belum diatur, keadaan tersebut dapat
menjadi salah  sato kelemahan vuridis, vang
selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan para

pelaku bisnis untuk menggunakan bentuk CV 115),
vang pada akhirnya jugs dapat menurunkan tingkat
bonafiditas bagi badan ussha yang menggunakan
institusi CV. Oleh sebab itu €V sangat memerlukan
peraturan tersendiri mulai dari aturan -tentang
pendirian hingga pémbubaran CV, setidak - tidaknya
bentuk peraturan itu dapat dijadikan satu kelompok
dengan bentuk-bentuk persekutuan 1lain, seperti,

firma dan maatschap.

Dengan adanya peraturan vang dipandang

lebih mendukung daripada aturan vang ada
sebelumnvya, diharépkan dapat mengurangi praktik
-praktik bisnis yang cenderung memanfaatkan
kekosongan hukum. Dengan begitu eksistensi ¢V
dalam dunia usaha semakin mendapat kepercayaan
masyarakat sebagai salah satu institusi bisnis
yang mampu menjalankan aktivitas usaha secara

profesional dan legal,

115) Irawan, OP.CIT.

(&)
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2. Kondisi - kondisi Yang Dapat Menyebabkan Ter jadi -

nya Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT

Dari sisi organisasi, CV merupakan bentuk
kerja sama diantara sekutu komanditer dan sekutu

komplementer. Para sekiutu tersebut pada awalnysa

adalah teman, sahabat, atau merupakan anggota
keluarga. Setelah terbentuk kerja sama, maka
hubungan vang semula bersifat individu, telah

meningkat menjadi bentuk kesatuan kerja sama yang

mempunyal tujuan bersama yaitu tujuan organisasi.
Dengan demikian, tujuan suatu organisasi

merupakan penjelmaan dari sekumpulan tujuan masing

-masing individu yang telah diorganisir menjadi

tujuan bersama, sebab mereka tidak dapat
mencapai .tujuan secara individual, begitulah
pendapat didalam buku Organizations 116), oleh
sebab itu, tercapai atau tidak tujuan suatu

organisasi.tidak dapat dilepaskan dari prestasi
vang diberikan oleh para individu yang ada dalém
organisasil tersebut.

Kaitan antara individy dan organisasi
tersebut mengingatkan kita pada suatu teori yang
terdapat dalam terjemahan dari buku Organizations

dari Donnelly,dan kawan-kawan, bahwa prestasi

1i86) Donnelly, et.al. OP.CIT.
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individu adalah dasar prestasi 0rganiéasi,117}

oleh sebab itu perilaku individa merupakan faktor
vang dapat menyébabkan terjadinya kegagalan atau
keberhasilan dalam organisasi.

Terdapat 4 (empat) hal penting vang dapat
mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi,
vaitu karakter_ individu, motivasi individu,
imbalan, dan ‘stres. Karakter individu meliputi
hal-hal yaﬁg berkenaan dengan Sikap, persepsi,
kepribadian, nilai-nilai dan prestas] atau
kemampuan individuzlgﬁ. Dalam kaitannya CV sebagai
organisasi kerja sama, sekalipun tujuan masing -
masing individu tersebut telah menjadi satu
kesatuan di dalam tujuan CV, namun karakter masing
-masing pribadi tidak dapat dipisahkan dari
kegiatan mereka dalam menjalankan roda perusahaan.

Pengamatan di lspangan menunjukkan bahwa,
terdapat 2 (dua) keadaan.dapat-menyebabkan terjadi
nya perubahan bentuk CV, menjadi PT vakni, kondisi
intern dan ekstern dari perusahan. Kondisi intern
merupakan suatu keadsan yang ada pada diri pribadi

sekutu CV, seperti kemampuan atau kapasitas sekutu

117) Donnelly et.al., ORGANISASI, FEdisi Kelima,
Jilid 1, Alih bahasa Savitri Soekirno dan Agus
Dharma, Erlangga, Jakarta, 1988, h.18.

" 118) Donnelly et.al., ORGANISASI, FEdisi kelima,

Jilid 2, Alih bahasa Savitri Soekirno dan Agus
Dharma, Erlangga, Jakarta, 1989, h,1435.
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didﬁlam mengelola usaha CV, profesionalisme serta
persepsi pars sekutu dalam upaya pengembangan
usaha. Sedangkan kondisi ekstern merupskan kondisi
vang ada diluar pribadi sekutu yvang dapat
mempengaruhi kegiastan usaha, yang berkenaan dengan
iklim perekonomian suatu ﬁegara, seperti situasi
pasar, kebijakssanaan pemerinta%, persaingan usaha..
Jadi kondisi ekstern lebih mengarah pada keadaan-
keadaan yang ada ‘diluar perusahaan vang tidak
dapat dikendalikan oleh pengurus.

Henurut_konsep teori organisasi, terdapat
dua kelompok faktor yang mendorong suatu suatu
organisasl melakukan perubahan, vakni faktor
internal dan faktor lingkunganllg).Faktor internal
merupakan faktor vyang berkaitan dengan masalah
perilaku individu, sedangkan faktor yvang berkenaan
dengan keadaan - keadaan yang berada diluar
kendali pimpiﬁan perusahaan, seperti:- situasi
pasar, teknologi} sosial, politik.

Jika diamati apa yvang menjadi maksﬁd dan

tujuan CV yang termuat dalam anggaran dasar CV,

itu merupakan pencerminan dari nilsi, persepsi,
atau kapasitas pribadi para sekutu di dalam

mengelola perusahaan. Bila tujuan CV itu

73) Donnelly, et.al.., Jilid 2, IBID.
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mencerminkan langkah-langkah kearah pengembangan
perusahaan, dan jika didalam melakukan aktivitas
usaha juga menunjukkan kemampuan yang profesional
maka kapasitas pribadi - pribadi yvang demikian ini
akan selalu berfikir kedepan, kearzah pengembangan

perusahaan.

Kondisi ‘ekstern merupakan kondisi vang
berada diluar kendali perusahaan. Seorang menejer
vang mempunyai visi kedepan, selayaknya bereaksi
terhadap perubahan-perubahan yang ada diluar

lingkungan perusahaan. Oleh karena sistem bisnis

pada umumnya akan menyeleksi secarsa alamiah
perusahaan - perusahaan yang tidak mampu
menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan

skenario atau kebijakan ekonomi yang adsa.

Jika individu - individu yang ada dalan
perusahaan dapat mencermati kedus kondisi tersebut
tampaknya tidak berat bagi mereks untuk melakukan
upaya restukturisasi maupun reorganisasi apapun
terhadap perusahaan, selama upaya itu membawa
kearah pengembangan perusahaan. Salah satu upaysa
pengembangan bagi CV adalah berubahan mengenai
bentuk perusahasan dari CV menjadi PT, dimans Munir

Fuadi menyebutnya dengan reorganisasi yuridislgg},

128) HMunir Fuady, OP.CIT.
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Titik fokus restrukturisasi pada umumnya

adalah peningkatan efisiensi dan memperbaiki
kinerja perusahaan. Oleh sebab itu upaya
restrukturisasi bentuk perusahaan ini tidak

terlepas dari pertimbangan ekonomis, vwvuridis ,
maupun praktis yang pada akhirnya mempunyai tujuan
kearah peningkatan efisiensi dan kinerja
perusshaan.

Secara ekonomis, perubshan dari CV menjadi
PT adalah berkaitan dengan konstruksi PT sebagai
kumpulan modal, maka salah satu tujuan perubahan
itu adalah diharapkan adanya tambahan .modal
melaluil penawaran saham kepada investor vang akan
digunakan untuk ekspansi wusaha. Dengan demikian
secara finansiil "akan meningkatkan keuntungan
perusahaan dan secara tidak langsung kepada para
pemegang saham.

Secara vyuridis, PT t#wemiliki rambu-rambu
hukum yang lebilh sémpurﬁa‘daripada Ccv, éejak saat
masih diatur dalam KUHD, sapalagi setelah memiliki
undang-undang tersendiri, UU No.1/1995. Didalam
undang-undang baru itu, terasa bahwa pengaturan PT
lebih tegas, luas, serta rinci daripada ketentuan
vang ada dalam RKUHD (lihat tabel III dan IV).

Oleh karena. dengan semakin berkembangnya

dunia wusaha dewasa 1ini menuntut terciptanya
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regulasi, kepastiaﬁ dan perlindungan hukum dsalam
aktivitas ekonomi sangﬁt diperlukan agar dapat
menjamin kepastian dalaﬁ berusaha. Dalam rangka
mendorong tercapainya produktivitas dan efisiensi
perusahaan hukum hendaknya dapat berfungsi sebagai
tool of social engeheering 121).

Selain itu PT memiliki karakteristik vang
sangat mendukung bagi kediatan ussha yang berskala
besar. PT berstatus sebagai badan hukum serta
mempunyai sifat pertanggungjawaban vang. terbatas
sangat diminati masyérakat, karena tanggung Jjawab
vang terbatas dapat menghindarkan para pemegang

saham dari resiko berusaha vyang lebih besar,

Demikin pula dengsan kepemilikan saham PT vyang

mudah untuk dipindahkan kepada orang lain tanps

membuat bubarnya institusi PT.

Secara praktis, adalah rdengan melihat -

praktik - praktik vyang ada dalam masyarakat;
diantaranysa dapat diamati dari pilihan masyarakat
dan kelaziman vyang ada dalam masyarakat dalam
memilih bentuk badan usaha. Jika badan usaha itu
berbentuk PT, maka masyarakat akan memandang bahwa
perusahaan tersebut cukup bonafid dan berasét

besar,

121) Sri Redjeki Hartono, 1895, OP,CIT.
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Sekalipun masyvarakat sudah‘tidak asing lagi
dengan sebutan PT sébagai institusi bisnis. Namun
sebetulnya masvarakat belum memahami sepenuhnya

bagaimanakah karakter dan sifat hukum dari badan

usaha yang berbentuk PT apalagi badan usaha CV

vang pengaturannya masih banyvak mengacu pada
doktrin.

Dari data hasil penelitian terdapat dusa
centoh CV yang berhsasil diwawancarai oleh peneliti
berkenaan dengan sebab-sebab perubahan. Apa vyang
dikemukakan oleh pengurus CV mengenai latar
belakang perubahan CV Jaya Teknik menjadi PT Java
Utama Teknik lebih mengarah pada kondisi ~ kondisi
vang ada didalam (intern) perusahaan.

Sebab peluang mendapatkan pekerjaan besar
vakni pembangunan stasiun transmisi telepon

seluler dipandang sebsagai suatu tantangan menuju

kearah pengembangan perusahaan, oleh sebab 1itu
perlu direspon, diantaranya dengan melakukan
penyesuaian organisasi yakni dengan melakukan

perubaﬁan bentuk perusahaan dari CV menjadi PT.
Sedangkan‘yang terjadi pada CV Mitra Mediks
menjsdi Mega Mitra Medika adalsh lebih banyak
didorong oleh kondisi - kondisi vang ada diluar
perusahaan. Adanya gejolak moneter sangat tidak

dikehendaki oleh setiap penguéaha. Oleh sebab itu
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bila hal itu terjadi pihpinan perusahaan tidak
dapat mengendalikan keadaan tersebut. Namun bagi
seorang pimpinan perusahsan vyang memiliki Jjiwa
bisnis yang pfofesional ditun£ut untuk dapat
memanfaatkan kondisi tersebut menjadi suatu
tantangan agar tetap eksis baﬁkan mampu berkembang
dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun.

Jadi bagi seorang pimpinan perusahaan vyang
mempunysai visi kedepan, tentunya tidak akan puas
dengan rutinitas kegiatan sehari-hari, senantiasa
berusaha agar dapat melskukan ekspansi usaha pads
bidang usaha lainnya. Bukan masalah bagi mereka
untuk melakukan berbagai strategi pengembangan
bisnis, termasuk Jjuga perubahan bentuk badan
usaha.

Sebenarnya bisa saja mereka tidak perlu
mengﬁbah bentuk beruséhaan, yvaitu ..langsung
mendirikan PT baru, namun ada segi pertimbangan
praktis dan ekonomis yang perlu dipikirkan. yakni

pada saat PT memer lukan kredit dari bank

perusahaan harus dapsdst menunjukkan aktivitas usaha.

selama ini yang tercermin dari laporan rekening

2
koran bank vang bersangkutan 12“).

Pada umumnya didalam perjanjian akad kredit

122) Penjelasan Fatchurrochim, SE, AM, Koordinator
Kredit Small Scale Bank BUKOPIN Surabaya.
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vang ditanda tangaﬁi cleh kedua belah pihak
terdapat salah satu syarat bahwa perusahaan wajib
melampirkan laporan rekening koran bulanan kepada
. bank yang dimintai kredit. Adanya persyaratan di
atas memberi arti bahwa perusahaan yang meminta
kredit selama ini harus menunjukkan aktivitas
usahanya, sejauhmana sirkulasi‘ uang perusahaan
vang masuk dan keluvar melaluil bank. Apakah
aktivitas usshanya selamsa ihi menunjukkan prospek
usaha yang bagus, sehingga perlu diberikan bantuan
kredit ataukah tidak.

Dengan pertimbangan di atas, Jjika langsung
membentuk PT baru, pihak bank tidak akan melihat
adanya aktivitas usaha vyang cukup bagus selamna
ini, oleh karena kegiatan perusahaan belum cukup
lama. Dengan 1likuidasi CV menjadi PT, berarti
dapat ditunjukkan aktivitas perusahsan sejak saat
berstatus CV hingga berubah menjadi PT. Dengan
menujukkan laporan rekening koran yang bukup
panjang mulai masih berstatus CV .hingga sekarang
(PT), akan dapat diketahui.sejauhmana rerkembangan
aktivitas wusaha dalam setiap bulannya. Dan ini
menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi pihak
bank untuk mengabulkan permohonan kreditnya
atavkah tidak.

Jadi di dalam praktik, seseorang pengusaha
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melakukan reorganisasi yuridis, seperti merubah
daru bentuk CV menjdi PT itu, tidak semata-mata
disebabkan oleh kondisi internal perusahaan, akan
tetapi juga kondisi eksternal, yang berada diluar
kendali perusahaan, seperti situasi perekonomian,
kebijaksanaan pemerintah, Jjuga praktik - praktik
perbankan vang ada selama ini juga turut menjadi
pertimbangan para pengussha didalam melakukan
langkah-langkah restrukturisasi perusahaan.
Mengingat dewasa ini, kegiatan dunia wusaha tidak
dapat dipisahkan dari kgberadaan bank sebagai

lembaga keuangan dan mitra dunia ussaha.

Pelaksanaan Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT Untuk

Praktik

Pada umumnya didalam dunia praktik lebih
cenderung memandang sﬁﬁtu 'persoalan " dari sisi
praktis. Kadang sisi wuridis kurang mendapat
perhatian, apalagi bila rambu—fambu hukum vang
mengatur dirasakan menghambat Jjalannya aktivitas
usaha. Sementara Jjika kegiatan usaha tersebut
tidak memiliki peraturan vyang dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas mereka di
lapangan, senantiasa memunculkan masalah-masalah

vang cukup kompleks didalam praktik. Dalam hal ini
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prosédur likuidasi menjadi PT jﬁga tidak memiliki
landasan hukum vyvang dapat digunakan sebagai
pedoman. Akibatnya praktik likuidasi CV menjadi PT
vang terjadi cenderung lebih didasarkan pada
pertimbangan praktis parsa pelakn bisnis,
kendatipun sejauh ini praktik-praktik tersebut
masih dapat dipertanggung JSawabkan dari sisi
legalitas.

Dari sekian-data yang berhasil dihimpun,
berkenaan dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan
terjadinya likuidasi CV serta likuidasi CV, untuk
menjadi PT, menunjukkan hgsil temuan yang berbeda.
(lihat tabel V sampai dengan VIII). Namun secara
umum tujuan pelaksaan likuidas=si CV itu sebensarnya
dimaksudkan untuk tidak melanjutkan kegiatan usaha
atan menghentikan usaha, 123)karena memang kondisi
perusahaan vyang sudah tidak mampu lagi untuk
melakukan aktivitas usaha; seperti: .kerugian,
fidak tersedianva bahan baku, konflik intern, atau
sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan / proyek.

Sedangkan mengenai likuidasi CV menjadi PT
dari tabel VII dan VIII, tampak bahwn tujuan
likuidasi Cv tidaklah dimaksudkan untuk

menghentikan usaha, akan tetapi Justru untuk

123) Lihkat kembali pendapat Soekardono darn
Purwosutiipto
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semakin mengembangkan usaha serta tetap
melanjutkan usaha dari CV sebelumnya. O0leh sebab
itu, kendatipun kedua CV sama - sama melakukan
likuidas, akan tetapi maksud dan tujuan dari
likuidasi tersebut sangat berbeda, vyang satu
hendak menghentikan kegiatan usaha dan yang lain
melanjutkan atau mengembangkan usahsa.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang
penggunakan istilah 1likuidasi dalam kepustakaan
hukum bahwa, istilah likuidasi tidak ferdapat
dalam KUHD maupun KUHPerdata, akan tetapi istilah
likuidasi banyak digunakan para sarjana di dalam
membahas masalah bubarnya persekutuan atau
pecashnya persekutuan. Dalaﬁ Kamus Hukum, likuidasi
diartikan sebagai penyelesaian atau éengakhiran,
khususnya mengenai badan hukum/organisasinya 124).

Jika ditelaah dari suhber kepustakaan dan
pengertian yang ada dalam kamus, tujuan 1likunidasi
senantiasa mengarah pada pengakhiran kegiatan dari
badan usaha. Akan tetapi di dalam dunia praktik,
liknidasi dapat dilakukan dengan tujuan tidak
untuk mengakhiri kegiatan usaha, namun Justru
ingin mengembangkan usaha. Sebagaimana vang

terjadi didalam praktik likuidasi CV, menjadi PT.

124) Andi Hakim, OP.CIT.
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Sedangkan jika ditiﬁjau dari sudut prosedur
Likuidasi, di dalam kepustaksan prosedur likuidasi
mencakup 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pembubaran

125)
"Tahap pembubaran merupakan

dan tahap pemberesan
tahap bubarnya kesatuan kerja sams diantara
anggota melalui pernystaan kehendak masing -masing
anggota. Tahap pemberesan merupakan tindakan
renghitungan yang berkaitan dengan saldo harta
kekayaan perusahaan, hutang perusahaan kepada
pihak ketiga, maupun hak bagian masing - masing.
Sementara itu di dalam praktik,rpelaksanaan
likuidasi dapat terjadi tanpa melalui salah satu
tahapan yang ada. Jadi 1likuidasi dapat terjadi
hanya melalui proses pembubsaran atau pemberesan
saja. Sebagaimana pada pelaksanaan likuidasi CV,
untuk menjadi PT, pada umumnya notaris memandang
tidak perlu CV yang dirubah tersebut dilikuidasi,
artinya tidak perlu dibubarkan dengan dibuatkan
akte pembubaran CV. Oleh karena jauh lebih praktis
dan efisien jika langsung dilakukan pembentukan
PT, dengan terbentuknya PT baru, secara otomatis
CV tersebut tidak akan dépat melakukan kegiatan

lagi, sebab segala aset maupun personil CV telah

berpindak kepada PT. HNamun para notaris perlu

125) Mariam Darus Badrulzaman, OP.CIT.
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memberi catatan, bahwa pada pasal maksud dan
tujuan PT didalam akte pendirin perlu dicantumkan
bahwa salah satu tujuan PT adalah ingin
melanjutkan usaha dari CV (lihat lampiran akte PT.
Cemerlang Manguni).

Praktik 1likuidasi CV, untuk menjadi PT
tersebut di atas dilakukan berkenaan dengan
keberadaan izin operasional yang telah dimiliki
CV. Jika CV turut dibubarkan akan berakibat puls

pada tidak berlaku 1lagi segala 1izin yang ada.

Aﬁan tetapi jikas prosedur likuidasi tersebut tanpsa

pembubaran CV, maka - izin vyang telah ada mésih
dapat digunakan, asalkan dilakukan prosedur
perubshan status dari CV ke PT kepada departemen
teknis yang memberi izin operasional bidang usahsa
CV berdasarkan atas akte pendirian PT vyang ada.
Menurut kalangan praktisi hukum (notaris) maupun
para pelaku bisnis, prosedur tersebut dirasakan
lebih praktis, baik dari segi waktu maupun biaya.

Dengan démikian, didalam praktik likuidasi
CV, menjadi PT, meskipun secara formal keberadaan
CV tidak pernah dibubarkan, akan tetapi, karens
seluruh aset CV dan kegiatan usaha telah beralih
pada PT, terjadi peralihan aset, akibatnya secara
.maEeriil eksistensi CV sudah tidak ada lagi. Hal

ini berarti prosedur likuidasi CV, -untuk menjadi

- 2089




PT didalam praktik dilakukan tanpa melalui proses
pembubaran, sebab tidak terjadi pembubaran badan
usaha, akan tetapi hanva melakukan proses
pemberesan saja.

Mengamati adanya praktik likuidasi seperti
tersebut di atas, sekalipun dalam perspektif hukun
positif tidak terdapat petunjuk mengenai aturan
hukum mana yang berlaku terhadap 1likuidasi CV,
menjadi PT, namun dengan melihat perkembangan
dunia usaha dewasa ini, beberapa sarjana
berpendapat bahwa likuidasi dalam perkembangannya
dapat difahami sebagai likuidasi dalam arti formil
dan likuidasi dalam arti materiil. Dikatakan
sebagail likuidasi formil bilamana prosedur
likuidasi tersebut dilaksanakan tanpa melalui
proses pemberesan, hanya proses pembubaran saja.

Sebagaimana vyvang dikemukskan oleh Zaylemaker

bahwa pada likuidasi untuk merger merupakan
likuidasi dalam arti formiljzs) sebab proses
likuidasi tersebut tidak memer lukan proses
pemberesan.

Sedangkan likuidasi dsalam arti materiil
dapat diartikan sebagai suatu prosedur likuidasi,

vang tidak memerlukan proses pembubaran, hanva

1268} Annie Woworuntu, (QOP.CIT.
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proses pemberesan saja. mengamatil praktik vang
terjadi pada prosedur likuidasi CV, untuk menjadi
PT, dapat dikatakan bahwsa pélaksanaan likuidasi
CV, untuk menjadi PT vyang ditempuh dalam dunia
praktik dapat dikatakan termasuk dalam pengertian
likuidasi dalam arti meteriil. Sebab tidak terjadi
pembubaran badan usaha cVv, hanya tindakan
pemberesan terhadsp aset kekayaan CV.

Mengamati 'perkembangén dunia usaha yang
semakin kompetitif dewasa ini, tampsknya praktik
likuidasi tidak cukup dijelaskan dalam pengertian
vang ada dalam konsep kepustakaan semata, maupun
keberadaan hukum positif. Keterﬁatasan vang ada
dalam kerangka hukum perusahaan selama ini, sangat
memer lukan penﬁelasan serta pandangan para sarjana
atau ahli hukum serta praktisi hukum dalam mencari

solusi terhadsp persoslan hukum didalam praktik.
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‘BAB 1V
PENUTUP

A, KESIMPULAN

1.

Hingga saat ini, pengaturan CV masih mengacu kepada
ketentuan KUHD, yaitu pasal 19, 28, dan 21. Tidak
satupun dari pasal-pasal tersebut vyang mengatur

tentang likuidasi. Mengingat sumber hukum formil

tidak semata-mata didasarkan pada undang - undang
saja, namun Juga yurisprudensi, perjanjian, dan
doktrin, maka berdasarkan doktrin parsa - sarjana

ketentuan hukum persekutuan firma dan persekutun

perdata dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam

mengaiasi keterbatasan peraturan CV, seperti dalan

masalah pendirian CV dan likuidasi CV.

Dalam praktik kegiatan bisnis, kalangan bisnis
memandang bahwa ketentuan hukum‘CV vang ada selama
dari satu sisi dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan
dalam memberikan legalisasi terhadap keberadaan CV
atau bubarnya CV. Namun Jjika telah sampail pada
kebutuhan untuk mengatur kegiatan vyang berkenaan
strategi pengembangan usaha, vang melibatkan berbagai
pihak, maka peraturan CV vyang ada selama ini
dirasakan kurang cukup menga£ur aktivitas tersebut
serta Kkebutuhan akan perlindungan hukum pada masing -

masing pihak belum diatur dengan Jjelas. Demikian pula




penilaian dari kalangan notaris, secara yuridis CV

mempunyal pasal-pasal yang sangat terbatas kendatipun

dalam beberapsa hal dapat digunakan peraturan
rersekutuan firma dan persekutuan perdata, namun
dari sisi kepastian dirasakan kurang memiliki

kekuatan hukum.

Dari hasil penelitian yang berhasil dihimpun, dapat

diklasifikasikan beberapa alasan likuidasi CV menjadi

PT, vaitu bertujuan untuk:

a) Melanjutkan usaha;

b} Mengembangkan‘bidang_usaha baru;

c) Mengembangkan usaha;

d) Menghindafi risiko;

e) Menambah modal dan bidang usaha baru;

f) Melanjutkan dan mengembangkan usahs;

g) Mengembangkan usaha dan menambah modal;

h) Helanjutkan usaha dan menambah modal.

Sedangkan, Jjika ditinjau dari kondisi-kondisi yang

dapat menyebabkan terjadinya 1ikuidasi CV, untuk

menjadi PT, informasi vang berhasil dihimpun,

terdapat Z (dua) kondisi vyang mempengaruhi, vaitu:

kondisi intern dan kondisi\ekste%n.

a) Kondisi intern,-‘merupakan suatu kondis atau
keadaan yang terdapat pada setiap diri pribadi
para sekutu, seperti kemampuan para sekutu di

dalam mengelola perusahaan, kemampuan merespon
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kesempatan atau peluang yang ada, mempunyai visi
kedepan yang berorientasi pada pengembangan usaha
serta motivasi para anggota dalam membangun
kinefja vang profesional.

Menurut teori organisasi, faktor inﬁern merupakan

faktor yvyang berkaitan dengan masalah perilaku

individu, dimana perilaku tersebut sangat

dipengaruhi oleh karakter, motivasi, imbalan,
serta kondisi psikologis setiap individu.
Rarakter individu tercermin pada sikap, persepsi,
nilai, kepribadian, prestasi dan ‘kemampuan
individu. Kondisi | intern ini tidak dapat
dipisahkan dari perilaku mereka didalam
menjalankan aktivitas perusahaan. Sehingga
prestasi dan kegagalan perusahaan sangat
dipengaruhi oleh kondisi intern tersebut.

CV sebagai organisasi kerja sama antara beberapa
pribadi memiliki karakeristik hubungan yang
didomonasi oleh peran para individu, yang sering
kali masih terdapat hubungan keluarga atau
kerabat dekat, sehingga CV sebagai institusi
bisnis dinilai cukup rentan terhadap konflik
internal, seperti tidak adanya kecocokan prinsip

kerja sama.

b) Kondisi ekstern merupakan kondisi yang berkaitan

dengan keadaamn - keadaan yang berada di luar
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perusahaan, seperti situasi ekonomi, kebijaksanaan
pemerintah, peréaingan uéaha, koﬁdisi paéar. Jadi
kondisi ekstern lebih mengarah kepada keadaan yang
ada diluar kendali pengurus perusahaan. Seperti
yagg terjadi pada CV Mitra Medika dan CV Jaya
Teknik merupakan dua contoh CV vyang berubah
menjadi PT disebabkan oleh krisis ekonomi vyang

melanda seluruh kawasan Asia Tenggara.

Dari segi yuridis tidak terdapat peraturan yang
memberikan petunjuk bagi prosedur 1likuidasi CV,
untuk menjadi PT. Sehingga pelaksanaan likuidasi
CV, untuk menjadi PT didalam praktik, lebih banyak
didasarkan pada pertimbangan praktis. Segi
kepraktisan dan efisiensi sepanjang tidak
menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang adsa
dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama
oleh para notaris didalam mencari solusi atas

persoalan yang belum ada pengaturannya.

Didalam praktik, ﬁelaksanaan likuidasi CV, untuk
menjadi PT dilakukan dengan prosedur 1langsung
didirikan PT tanpa perlu membubarkan cv,
asalkan dalam saiah satu pasal tentang maksud dan
tujuén PT dicantumkan kalimat untuk  melanjutkan
tujuan dari CV vang dilikuidasi. Jadi likuidasi CV

tersebut tidak diikuti dengan membuat akte pembuba
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ran CV, akan tetapi langsung dibentuk PT baru.
Pars notaris menilai prosedur ini dipandang 1lebih
praktis, oleh karena dengan tidak dibubarkannya
CV berarti segala izin operasional vyang dimiliki
CV tersebut masih tetap berlaku. Sehingga segala
izin operasinal yang ads dapat digunakan oleh PT,
dengan cara cukup méngajukan permohonan perubahan
status perusahaan dari CV menjadi PT. prosedur ini
‘dipandang lebih praktis dan efisien dari segi dana

maupun waktu.

Bila ditihjau dari kepustakasn serta pandangan
para ahli, pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi
PT yang demikian ini merupakan proses likuidasi
dalam srti materiil, artinya oleh karens likuidasi
CV tidak dilakukan dengan melalui proses
pembubaran CV, maka secara formil CV masih tetaé
ada, namun Secara materiil proses pemberesan

masih tetap dilaksanakan.

B. SARAN
1. Dengan ketentuan yang sangat terbatas serta lebih
banyak didasarkan pada doktrin, sebaiknya perlu
dipikirkan untuk membentuk suatu peraturan CV
vang lebih lengkap, tidak sekedar untuk memenuhi

kebutuhan akan legalitas, namun juga menyentuh
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aspek operasional. Sebab CV sebagai institusi
bisnis sangat membutuhkaﬁ kepastian dan lkejelasan
‘peraturan yvyang dapat mengikuti perkembangan
kegiatan CV.

Mengingat program pemerintabh vyang berorientasi
pada pengembangan usaha kecil dan menengah serta
koperasi, maka untuk mewujudkan - program
pemerintan tersebut, perlu ditunjang dengan
aturan - aturan yang Jjelas serta mendukung
pengembangan usaha keeil, salah satu dari
=2isi vwyuridis adalah penyediaan sarana hukum
vang memadai bagi institusi wusaha kecil, dimansa
institusi usaha kecil tersebut biasanya berbentuk
persekutuan.

Agér dapat mengembangkan usaha, CV senantiasa
menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal
kerja sama untuk pengembangan usaha Juga
dibutuhkan aturan yang pasti, yang dapat dijadikan
sebagai landasan bagi kedus belah pihak. Untuk itu
perlu dibuat suatu undang-undang vyang khusus
mengatur segala aktivitas wusaha bagi bentuk -
bentuk badan usaha diluar PT dan koperasi. Jadi
bagi CV, persekutuan firma, UD; Fersekutuan
Perdata dapat dibentuk suatu peraturan. tersendiri
vang terhimpun dalam un@ang - undang tentang

persekutuan.
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